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Pengantar

Kebebasan beragama/berkeyakinan dan pengutamaan stabilitas 
politik dan keamanan di tahun politik adalah potret kondisi 
kebebasan beragama/berkeyakinan di tahun 2019 di mana 

pada tahun tersebut diselenggarakan hajatan politik nasional: Pemilu. 
Sekalipun variabel Pemilu tidak menjadi topik utama dalam kajian riset 
dan pemantauan ini, akan tetapi posisi tahun politik telah menegaskan 
dua hal sekaligus, pertama, kesigapan pemerintah dalam menangani 
potensi gejolak yang bersumber dari isu suku, agama, ras dan antar-
golongan (SARA) sehingga tidak menimbulkan persoalan lanjutan 
yang mengganggu dinamika politik dan keamanan nasional. Kesigapan 
pemerintah pada periode tahun politik bukanlah genuine ditujukan 
untuk melindungi kebebasan beragama/berkeyakinan dan melindungi 
kelompok minoritas agama/kepercayaan lainnya, sekalipun pada tahun 
politik tren pelanggaran selalu menurun, tetapi kesigapan itu yang 
utama adalah ditujukan untuk membela agar mereka yang berkontes 
tidak terganggu oleh situasi yang tidak stabil dan kondusif.

Kedua, pada saat bersamaan penggunaan isu agama dalam 
kontestasi Pemilu juga menguat. Sekalipun menguat, laporan ini tidak 
mencatatnya sebagai sebuah pelanggaran, jika tindakan tersebut belum 
memanifes menjadi tindak pidana yang dilakukan oleh aktor-aktor 
individu maupun menjadi tindakan pelanggaran HAM yang melibatkan 
negara. Sebagaimana banyak disebut dalam laporan SETARA Institute, 
isu agama adalah kapital politik paling murah meriah bagi para 
avonturir politik yang berkontes dalam setiap hajatan politik. Tapi isu 
agama pula yang paling membahayakan kohesi sosial sebuah bangsa. 

SETARA Institute mencatat politisasi agama sebagai bentuk 
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politik identitas yang dalam laporan ini menjadi salah satu isu yang 
disorot dan memperoleh banyak analisis, karena dalam konstruksi hak 
asasi manusia, politisasi agama tidak pernah bisa dibenarkan karena 
dipastikan menimbulkan korban dari kelompok atau individu yang 
menjadi sasaran diskriminasi. Sekalipun oleh sebagian ahli politisasi 
identitas dianggap sebagai bagian dari kreasi politik elektoral, tetapi 
perspektif hukum dan HAM tidak pernah mengafirmasi praktik ini. 

Tulisan dalam laporan ini tampil sedikit berbeda dari biasanya, 
karena SETARA Institute menghadirkan Muhammad Hafiz, 
Direktur Human Rights Working Group on International Advocacy 
(HRWG), sebuah organisasi koalisi dimana saya juga menjadi 
salah satu pendirinya, sebagai penulis tamu. Kiprah Hafiz dalam 
advokasi internasional memberikan warna tersendiri dalam laporan 
ini, utamanya bagian-bagian dinamika internasional dalam isu 
kebebasan beragama/berkeyakinan dan bagaimana dunia internasional 
memberikan judgement serta penilaian pada kondisi kebebasan 
beragama/berkeyakinan di Indonesia. Sementara materi-materi lain 
diadaptasi oleh Ismail Hasani, peneliti senior dan sekaligus Direktur 
Eksekutif SETARA Institute. 

Pola ini sengaja dilakukan oleh SETARA Institute untuk 
menghadirkan nuansa baru dalam setiap laporannya, termasuk 
menghindari kebuntuan gagasan dan frustasi kolektif dalam menulis dan 
mengadvokasi sesuatu yang dari tahun ke tahun belum menunjukkan 
achievement berarti. 

Laporan ini ditulis satu tahun setelah draft pertama laporan 
kebebasan beragama/berkeyakinan ini tersedia. Karena alasan 
berbagai hal, maka penerbitannya menjadi terlampau terlambat. Meski 
terlambat, laporan ini tetap menarik untuk dibaca, didiskusikan dan 
digunakan sebagai baseline riset dan advokasi bagi banyak pihak. 

Kepada semua pihak yang berkontribusi dalam penulisan laporan 
ini, SETARA Institute mengucapkan terima kasih. 

Jakarta, Maret 2020

Ketua Badan Pengurus,

Hendardi
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Bab 1.
Pendahuluan 

A. Latar Belakang 

Laporan ini merupakan laporan yang ke-13 sejak SETARA 
Institute melakukan riset dan pemantauan kondisi kebebasan 
beragama/berkeyakinan (KBB) di Indonesia pertama kali pada 

tahun 2007. Setelah memasuki dekade kedua, laporan ini semakin 
menemukan urgensi dan relevansinya, mengingat situasi obyektif 
KBB masih jauh dari kondisi ideal sebagaimana diidealkan oleh 
Pancasila sebagai ideologi yang memberikan ruang yang setara bagi 
seluruh kelompok warga negara (termasuk berdasarkan agama/
keyakinan mereka), untuk tidak saja eksis namun lebih dari itu 
memberikan jaminan penikmatan dan perlindungannya. ‘Bhinneka 
Tunggal Ika’ sebagai sesanti luhur Pancasila memberikan rekognisi 
paripurna terhadap seluruh sub-sub sosial pembentuk kebinekaan 
Indonesia. Namun, hingga kini manifestasi idealitas tersebut masih 
jauh panggang dari api. 

Seluruh korban pelanggaran KBB di Indonesia mengalami 
kerentanan, demikian pula dengan komunitas dan individu yang tidak 
secara spesifik berkaitan dengan ‘label’ keagamaan tertentu. Artinya, 
pelanggaran KBB sebenarnya tidak hanya menyasar mereka yang 
berjumlah sedikit dari sisi kuantitas atau yang secara politis lemah. 
Namun demikian, sejak tahun 2016, SETARA Institute memberikan 
perhatian khusus terhadap minoritas keagamaan di samping kondisi 
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KBB secara umum.1 Hal itu dilatarbelakangi paling tidak beberapa 
faktor berikut ini.

Pertama, secara konseptual demokrasi adalah sistem tata kelola 
kekuasaan yang dijalankan oleh pemerintahan oleh mayoritas (majority 
rule) dengan memberikan jaminan perlindungan terhadap hak-hak 
minoritas (minority rights). Hak asasi manusia (HAM), termasuk hak-
hak minoritas, merupakan bagian intrinsik dari demokrasi.2 Dengan 
demikian, sebagai negara demokratis, Indonesia harus menjadikan 
hak-hak minoritas sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem politik, 
hukum, dan sosial di dalamnya.

Kedua, secara filosofis cita negara Indonesia merdeka adalah semua 
untuk satu (Indonesia), satu untuk semua. Pancasila dan semboyan 
negara Bhinneka Tunggal Ika telah secara tegas membayangkan politik 
negara yang terbuka untuk seluruh anasir pembentuk negara-bangsa, 
dalam satuan yang besar maupun kecil, banyak ataupun sedikit. Pasal-
pasal dalam konstitusi negara, UUD Negara RI Tahun 1945, baik 
dalam bentuknya sebagai rechtsidee maupun staatfundamentalnorm 
meneguhkan kerangka dasar “negara semua untuk semua”, seperti yang 
diidealkan para pendiri negara-bangsa dan digariskan secara intrinsik 
dalam dasar dan sesanti negara. Dengan demikian, regulasi politiko-
legal di level governance harus dibangun di atas pondasi filosofis-
konstitusional tersebut.

Ketiga, dalam tataran legal turunannya, Pasal 27 International 
Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) yang sudah diratifikasi 
menjadi UU No. 12 Tahun 2005, menjamin secara khusus hak-hak 
minoritas. Sehingga agenda penegakannya sudah seharusnya menjadi 
concern semua pihak agar hukum tidak semata-mata menjadi tulisan 
di atas kertas tanpa adanya pelaksanaan dan dampak konkret di dalam 

1   Penggunaan kata minoritas dimaknai hanya sebatas jumlah, karena ada 
banyak catatan dan kritik terhadap istilah ini. Namun, untuk kepentingan laporan, 
SETARA Institute menggunakan istilah “minoritas” untuk menggambarkan 
komunitas rentan dan marjinal yang secara sumber daya (baik politik, sosial, 
ekonomi, atau lainnya) berada pada relasi yang tidak seimbang dengan kelompok 
arus utama. Lebih lanjut lihat, Deklarasi Hak-hak Individu Minoritas Kebangsaan, 
Etnik, Agama, dan Bahasa, Resolusi Majelis Umum PBB diadopsi pada tahun 1993 
(Dokumen Nomor A/RES/47135 tertanggal 3 Februari 1993).  

2   Beetham, David. Democracy and Human Rights (Polity Press: Cambridge 
and Malden, 2000), h. 93.  
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kehidupan masyarakat. 

Keempat, secara statistikal, mengacu data riset dan pemantauan 
SETARA Institute sejak tahun 2007 hingga 2018 yang laporannya 
diproduksi setiap tahun, minoritas merupakan korban terbesar dalam 
tindakan dan peristiwa pelanggaran KBB selama ini.

Kondisi perlindungan hak-hak minoritas keagamaan tentu tidak 
bisa dilepaskan dari kondisi kebebasan beragama dan berkeyakinan. 
Perhatian atas pemenuhan hak-hak minoritas keagamaan berada 
dalam satu tarikan nafas dengan pemenuhan hak dasar atas kebebasan 
beragama/berkeyakinan. Secara relasional, minoritas beririsan dengan 

KBB yang dalam berbagai instrumen hak asasi manusia internasional 
mendapat jaminan memadai sebagai hak individual.

KBB secara substantif dipandang sebagai hak individu yang 
tidak bisa dikurangi dan tidak bisa ditunda pemenuhannya (non 
derogable rights),3 sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 6 Kovenan 
Internasional Hak Sipil dan Politik. Oleh karena itu, kebebasan 
beragama/berkeyakinan baik untuk individu dan maupun bagi 
kelompok harus dijamin pemenuhannya oleh negara. Prinsip non-
derogable rights menegaskan hak yang bersifat mutlak/absolut dan 
oleh karenanya tak dapat ditangguhkan atau ditunda dalam situasi 
dan kondisi apapun.4 

Sejalan dengan hal itu, struktur konstitusional Indonesia 
memberikan jaminan yang lebih dari memadai untuk 
mengimplementasikan kebebasan beragama/berkeyakinan. Jaminan 
tersebut dapat ditemukan dalam norma dasar (grund norm) 

3   Davis, Derek H., The Evolution of Religious Liberty as a Universal Human 
Rights, dipublikasikan kembali, 5 Desember 2006.

4   Hak-hak yang terkandung dalam prinsip ini mencakup: Hak hidup (tidak 
dibunuh), hak atas keutuhan diri (tidak disiksa, diculik, dianiya, diperkosa), hak 
untuk tidak diperbudak, hak untuk bebas beragama, berpikir dan berkeyakinan, 
hak untuk diperlakukan sama di muka hukum, ahak untuk tidak dipenjara atas 
kegagalannya memenuhi kewajiban kontraktual, serta hak untuk tidak dipidana 
beradsarkan hukum yang berlaku surut. Dengan demikian, segala jenis tindakan yang 
dapat mengakibatkan hilangnya hak seseorang ataupun sekelompok orang untuk 
bebas beragama –sebagai salah satu unsur non-derogable rights- dapat digolongkan 
sebagai pelanggaran HAM. Lihat Ismail Hasani dan Bonar Tigor Naipospos (eds), 
Mengatur Kehidupan Beragama; Menjamin Kebebasan Beragama? Urgensi Kebutuhan 
RUU Jaminan Kebebasan Beragama/Berkeyakinan, (Pustaka Masyarakat Setara, 
Jakarta, 2011)
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perundang-undangan nasional dan dalam hukum dasar negara (staat 
fundamentalnorm). 

Pancasila sebagai dasar negara telah memberikan jaminan filosofis 
dan moral atas kebebasan untuk beragama/berkeyakinan. Sila pertama 
Pancasila menegaskan hal itu. Meskipun pada kenyataannya “sila 
segala sila” Pancasila tersebut seringkali ditafsir secara paradoksal. Di 
satu sisi, sila pertama dimaknai sebagai prinsip yang mengakomodasi 
spiritualitas meta agama, namun di sisi lain kerap diinterpretasi sebagai 
rumusan yang merujuk pada keberagamaan yang bersifat formalistik, 
bahkan, untuk kepentingan legalisasi dominasi masyarakat agama yang 
dominan. Di sisi yang kedua, sila pertama ditafsir sebagai sandaran 
filosofis keberagamaan yang mengacu pada ekstraksi konsep tauhid, 

artinya direduksi sekadar untuk memayungi kemayoran kuantitatif 
satu agama tertentu di Indonesia, dalam hal ini Islam.

Rujukan paling sublim dalam membaca dan menafsirkan sila 
pertama Pancasila adalah statemen yang disampaikan secara langsung 
oleh para pendiri bangsa dan negara (the founding fathers anad mothers) 
dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan 
Indonesia (BPUPKI) khususnya pada rapat mengenai penyusunan 
dasar negara. Salah satunya—bahkan yang paling pokok karena posisi 
historisnya sebagai penggali Pancasila—adalah Sukarno.

Sang Putra Fajar, saat mengulas sila-sila Pancasila pada 1 Juni 
1945,5 melalui pidato agitatifnya memberikan penegasan secara lugas 
mengenai sila ketuhanan. Beliau menyatakan:

“Prinsip Ketuhanan! Bukan saja bangsa Indonesia harus ber-
Tuhan, tetapi masing-masing orang Indonesia hendaknya 
bertuhan Tuhannya sendiri. ..... Marilah semuanya ber-
Tuhan. Hendaklah negara Indonesia ialah negara yang tiap-
tiap orangnya dapat menyembah Tuhannya dengan cara 
yang leluasa. Segenap rakyat hendaknya ber-Tuhan secara 
berkebudayaan, yakni dengan tiada “egoisme agama”. Dan 
hendaknya negara Indonesia satu Negara yang ber-Tuhan!”6

5   Belakangan, setelah runtuhnya proyek desukarnoisasi yang dilakukan oleh 
rezim Soeharto, kita menyepakati secara kolosal untuk menjadikan kembali tanggal 
tersebut sebagai hari kelahiran Pancasila

6   Pidato Sukarno di hadapan sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Lihat 
Bahar, et.al. [eds.], 1995, Risalah Sidang BPUPKI dan PPKI, (Jakarta: Sekretariat 
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Sebagai norma dasar, cita hukum (rechtsidee), dasar filosofis 
(philosofische gronslag), pandangan hidup (weltanschauung), ideologi 
nasional, dasar negara, serta sumber dari segala sumber hukum 
di Indonesia, Pancasila hendaknya diturunkan dalam jaminan 
konstitusional yang lebih operasional, konkrit, dan mengikat. Jaminan 
tersebut dapat ditemukan dalam Konstitusi Indonesia, Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 (UUD 1945).

Dalam UUD Negara RI 1945 terdapat beberapa ketentuan yang 
memberikan jaminan atas hak warga negara untuk beragama dan 
berkeyakinan. Setidaknya terdapat dua Pasal dalam UUD Negara RI 
1945 yang dapat diidentifikasi sebagai pasal yang memberikan jaminan 
secara langsung atas kebebasan beragama bagi setiap orang, baik warga 
negara maupun bukan. Dua ketentuan tersebut adalah Pasal 28E dan 
Pasal 28I yang berbunyi sebagai berikut: 

“Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk 
kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak 
untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di 
hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas hukum 
yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat 
dikurangi dalam keadaan apapun”.

Pasal 28 E UUD 1945

(1) 	 Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat 
menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, 
memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan dan 
tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, 
serta berhak kembali.

(2) 	 Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini 
kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai 
dengan hati nuraninya.

Pasal 28E UUD 1945 memberikan jaminan bagi siapapun untuk 
memeluk agama dan keyakinan dan/atau kepercayaannya secara bebas. 
Ketentuan tersebut secara implisit mendeklarasikan kebebasan bagi 
siapa saja untuk beragama dan berkeyakinan. Pada saat bersamaan, 

Negara), halaman 80-81, atau Alam [ed), Bung Karno Menggali Pancasila, (Jakarta: 
PT Gramedia Pustaka Utama), h. 28.
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jaminan kebebasan beragama juga disempurnakan dengan jaminan 
bagi setiap orang untuk beribadah menurut agama dan keyakinannya 
itu. Sementara itu, Pasal 28I menegaskan kembali apa yang telah 
ditegaskan di dalam Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, 
bahwa hak kebebasan beragama berkeyakinan adalah hak yang tidak 
bisa dibatasi dalam situasi apapun. 

Adanya jaminan dalam UUD 1945 menunjukkan bahwa hak 
beragama atau pemelukan suatu agama oleh seseorang merupakan hak 
asasi manusia yang sifatnya sangat esensial.7 Dalam bahasa yang lebih 
tegas dapat dinyatakan bahwa hak beragama itu adalah hak yang paling 
asasi dari semua hak asasi manusia. Di samping itu, hak beragama bukan 
pemberian negara, bukan pemberian golongan, karena itu negara tidak 
bisa mewajibkan warganya atau bahkan negara tidak boleh ikut campur 
terhadap persoalan agama warga negaranya masing-masing.8

Dengan kedudukan yang demikian signifikan, maka hak beragama 
pun—sejalan dengan norma universal hak asasi manusia—ditempatkan 
sebagai non derogable rights sebagaimana dinyatakan Pasal 28I ayat 
(1) UUD Negara RI 1945. Sebagai hak yang terkategori non derogable 
rights, maka hak beragama/berkeyakinan tidak dapat dikurangi dalam 
keadaan apapun atau tidak dapat dicabut oleh siapapun.9

Selain memberikan jaminan dan kedudukan hak beragama/
berkeyakinan sebagai non derogable rights, UUD Negara RI 1945 
juga mengatur hubungan negara dan agama serta kedudukan atau 
posisi negara dalam konteks penghormatan dan perlindungan hak 
tersebut. Hal tersebut diatur dalam Pasal 29 UUD Negara RI 1945 yang 
menyatakan sebagai berikut.

Pasal 29 UUD Negara RI 1945

(1) 	 Negara berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa

7   Tim Penyusun Naskah Komprehensif Proses dan Hasil Perubahan UUD 
1945, Naskah Komprehensif Perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945 Latar Belakang, Proses, dan Hasil Pembahasan, 1999-2002, 
Buku VIII Warga Negara dan Penduduk, Hak Asasi Manusia, dan Agama (Edisi 
Revisi), Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi, Jakarta, 2008, 
h. 286.  

8   Ibid., h. 320.  
9   Ibid., h. 293.
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(2) 	 Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk 
untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk 
beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.

Dari dua pasal tersebut dapat dicermati bahwa jaminan 
konstitusional atas hak beragama sangatlah kuat di dalam UUD Negara 
RI 1945. Jaminan konstitusional tersebut berimplikasi pada pemaknaan 
(sekaligus tuntutan kebijakan turunan yang lebih rinci) sebagai berikut: 

1.	 Negara harus memberikan jaminan pengayoman dan ruang 
yang seluas-luasnya bagi setiap warga negara merdeka untuk 
beragama serta menjalankan agama dan keyakinannya.

2.	 Negara tidak boleh membuat berbagai larangan dan 
hambatan bagi penduduk untuk menjalankan agama dan 
keyakinannya.10

Sesuai ketentuan Pasal 29 UUD Negara RI 1945, negara 
mengemban tanggung jawab konstitusional untuk melindungi hak 
beragama setiap warga negara. Negara memiliki kewajiban untuk 
menjamin kebebasan beragama/berkeyakinan sebagaimana dinyatakan 
dalam Pasal 28E dan Pasal 29 UUD Negara RI 1945. Hal itu sejalan 
dengan mandat Pasal 28I ayat (4) UUD Negara RI 1945 yang harus 
dipenuhi negara, terutama pemerintah. Pasal 28I ayat (4) menyatakan 
bahwa perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi 
manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Itu 
berarti bahwa pemerintah dibebani kewajiban untuk melindungi dan 
menghormati hak asasi manusia.

Kewajiban pemerintah untuk melindungi (to protect), memajukan 
(to promote), memenuhi (to fulfill) dan menghormati (to respect) nilai-
nilai hak asasi manusia sebagaimana diamanatkan Pasal 28 I ayat (4) 
UUD Negara RI 1945 haruslah dilakukan dalam satu tarikan nafas, di 
mana apabila kewajiban yang satu dilakukan maka kewajiban yang lain 
juga harus dilakukan. Di titik itu, pemerintah harus konsisten dalam 
melakukan penegakan hak asasi manusia.

Oleh sebab itu, kewajiban untuk memberikan jaminan, 
perlindungan, pemajuan hak asasi manusia, khusus hak beragama 

10   Lihat Ismail Hasani (ed), Dokumen Kebijakan Penghapusan Diskriminasi 
Agama/Keyakinan, Pustaka Masyarakat SETARA, Jakarta, h. 81.  
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bagi setiap warga negara ada pada negara. Negara-lah yang bertindak 
selaku pemangku kewajiban. Negara tidak diperkenankan untuk 
mendelegasikan penyelenggaraan kewajiban tersebut kepada 
aktor non-negara untuk melaksanakanya. Sebab, penyelenggaraan 
kewajiban negara oleh aktor bukan negara akan membuka ruang 
terjadinya pelanggaran hak beragama dan berkeyakinan. Selain itu, 
juga akan membuka ruang munculnya kelompok-kelompok yang 
mengatasnamakan agama untuk melakukan kekerasan terhadap orang 
yang berbeda keyakinan.

Mandat konstitusional yang diturunkan dari filosofi dasar negara 
diperkuat dengan berbagai instrumen derivatnya dalam bentuk undang-
undang. Beberapa Undang-Undang yang dapat diidentifikasi dalam 
kerangka utamanya adalah Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang 
Hak Asasi Manusia dan Undang-Undang No. 12 tentang Ratifikasi 
Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan Politik. Dengan demikian, 
sudah idealkah implementasi jaminan konstitusional tersebut?

Di sinilah titik problematiknya. Terdapat beberapa persoalan 
dalam implementasi jaminan konstitusional tersebut. Sangat terlihat 
disparitas antara das sollen konstitusional dengan das sein kebijakan 
pemerintahan yang lebih spesifik, detil, dan konkrit. Persoalan inti 
implementasi mandat konstitusional kebebasan beragama dapat 
dikelompokkan pada tiga kluster utama. 

Pertama, inkongruensi regulasi. Titik lemah sentral dalam 
ketidaksebangunan jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan 
adalah Undang-Undang Nomor 1/PNPS/1965 tentang Pencegahan 
Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama. UU tersebut dijadikan 
landasan untuk pembentukan beberapa peraturan pelaksana tentang 
pengaturan kehidupan beragama, seperti 1) Peraturan Bersama 
Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 dan Nomor 8 
Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/
Wakil Kepala Daerah dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat 
Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, 
dan Pendirian Rumah Ibadah (Peraturan Bersama Dua Menteri), 
2) Keputusan Bersama Menteri Agama, Jaksa Agung, dan Menteri 
Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008, Nomor 
KEP-033/A/JA/6/2008, Nomor 199 Tahun 2008 tentang Peringatan 
dan Perintah kepada Penganut, Anggota, dan/atau Anggota Pengurus 
Jemaat Ahmadiyah Indonesia (JAI) dan Warga Masyarakat (SKB Tiga 
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Menteri), dan 3) Beberapa peraturan di tingkat daerah yang seringkali 
menjadi pemicu utama terjadinya beberapa perilaku intoleran dan 
tindak kejahatan diskriminasi atas kelompok agama minoritas.

Kedua, lemahnya daya dukung institusional pemerintahan negara. 
Jaminan konstitusional yang diafirmasi oleh UUD Negara RI 1945 
beserta undang-undang turunannya idealnya di-backup oleh struktur 
institusional yang memperkuat implementasi mandat konstitusional 
tersebut. Namun, faktanya pemerintah melakukan problematisasi 
kehidupan beragama/berkeyakinan di Indonesia melalui pembentukan 
kelembagaan yang justru menegasikan mandat konstitusional tersebut 
dan menstimulasi terjadinya praktik intoleransi dan diskriminasi dalam 
kehidupan beragama/berkeyakinan warga negara.

Ketiga, belum optimalnya kinerja aparat pemerintahan negara. 
Aparat negara “di balik meja” kerapkali tidak perform untuk melakukan 
tafsir inklusif jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan. Aparat 
di lapangan seringkali disaksikan tidak mampu (atau tidak mau) 
melindungi kebebasan beragama/berkeyakinan. Bahkan dalam chaos 
yang sangat eskalatif mereka tidak mampu menggunakan instrumen-
instrumen koersif untuk memberikan human security bagi seluruh 
pemeluk agama serta mencegah terjadinya praktik intoleran dan 
diskriminatif kepada pemeluk agama/keyakinan tertentu, khususnya 
kelompok minoritas.

Ketiga titik lemah tersebut baik secara parsial maupun kumulatif—
dalam asumsi SETARA Institute—merupakan faktor utama yang 
menstimulasi terjadinya berbagai pelanggaran bahkan kejahatan 
atas kebebasan beragama/berkeyakinan. Sehingga situasi kehidupan 
beragama/berkeyakinan di negara Pancasila ini tidak cukup kondusif, 
bahkan terjadi fenomena peningkatan praktik intoleransi agama/
keyakinan dalam lima tahun terakhir.11

Latar belakang tersebut merupakan salah satu back mind di balik 
agenda tahunan SETARA Institute melakukan riset pemantauan dan 
analisis atas situasi aktual kebebasan berama/berkeyakinan Indonesia 
dan menyajikannya dalam sebuah laporan tentang kemajuan (progress) 

11   Baca Ismail Hasani dan Naipospos (eds) 2011, Politik Diskriminasi Rezim 
Susilo Bambang Yudhoyono: Kondisi Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Indonesia 
2011, (Jakarta: Pustaka Masyarakat Setara). 
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atau kemunduran (decline) situasi kebebasan beragama/berkeyakinan, 
yang dianalisis dengan perspektif hak asasi manusia, disertai dengan 
pendalaman kasus-kasus intoleransi dan diskriminasi agama/
keyakinan.

Lebih-lebih, laporan pemantauan terdahulu sejak tahun 2007 
menunjukkan bahwa kondisi makro dan mikro kebebasan beragama/
berkeyakinan di Indonesia buruk. Beberapa potret buruk yang 
mewarnai kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan selama ini antara 
lain; absennya negara dalam hampir seluruh peristiwa pelanggaran, 
impunitas atas pelaku pelanggaran, pembiaran tindakan-tindakan 
pelanggaran, dan penelantaran para korban pelanggaran. Dengan 
demikian laporan semacam ini semakin menemukan urgensi dan 
signifikansinya sebagai pengingat bagi para penyelenggara negara untuk 
segera berbuat, bertindak, memulihkan situasi kebebasan beragama/
berkeyakinan.

Selain itu, di tingkatan praksis, penyediaan database dan baseline 
data nasional mutakhir yang bisa menjadi rujukan tentang situasi 
kehidupan beragama/berkeyakinan di Indonesia, juga merupakan 
kebutuhan nyata, sebagai referensi sosiologis penyusunan peraturan 
perundang-undangan dan kebijakan negara dalam mendorong 
pemajuan hak asasi manusia. Laporan ini menjadi sangat relevan 
sebagai salah satu potret kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di 
Indonesia.

Riset pemantauan dan publikasi laporan tahunan ini bertujuan 
untuk: [1] mendokumentasikan dan memublikasikan fakta-fakta 
pelanggaran dan terobosan/kemajuan jaminan kebebasan beragama/
berkeyakinan di Indonesia; [2] mendorong negara untuk menjamin 
secara utuh kebebasan beragama/berkeyakinan termasuk melakukan 
perubahan berbagai produk peraturan perundang-undangan yang 
membatasi kebebasan beragama/ berkeyakinan dan pemulihan hak-hak 
korban; [3] menyediakan baseline data tentang kebebasan beragama/
berkeyakinan; dan [4] memperkuat jaringan masyarakat sipil dan 
publik pada umumnya untuk memperluas konstituensi agar dapat 
turut serta mendorong jaminan kebebasan beragama/berkeyakinan.
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B. Kerangka Metodologis

Dalam kerangka pemantauan kondisi kebebasan beragama/ 
berkeyakinan pada tahun 2019 ini, SETARA Institute melakukan riset 
dengan metode campuran (mix-method) kualitatif dan kuantitatif 
dipadu dengan obversasi-investigatif. Dengan metode campuran 
tersebut, laporan yang disajikan mencakup wilayah-wilayah di 
Indonesia dan menggambarkan gejala umum kondisi kebebasan 
beragama/berkeyakinan di Indonesia.

Pengumpulan data dilakukan dengan [1] diskusi kelompok 
terfokus para peneliti; [2] pengumpulan data dari institusi-institusi 
keagamaan/keyakinan dan institusi pemerintah; [3] wawancara 
mendalam (in-depth interview) dengan berbagai otoritas negara, 
tokoh, dan masyarakat di tingkat daerah; dan [4] analisis dokumen dan 
pemberintaan media.

Pengumpulan dan analisis data dalam pemantauan ini 
menggunakan parameter yang secara teoretik digunakan dalam disiplin 
hak asasi manusia dan secara praktikal dipedomani oleh negara-negara 
beradab. Parameter tersebut khususnya berupa International Covenant 
on Civil and Political Rights (Kovenan Internasional tentang Hak-hak 
Sipil dan Politik) yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia 
dengan UU No. 12/ 2005, termasuk pula sejumlah Komentar Umum 
Komite HAM PBB yang terkait dengan kebebasan beragama atau 
berkeyakinan. Parameter lain yang digunakan juga adalah Deklarasi 
Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan 
Agama atau Keyakinan (Declaration on The Elimination of All Forms 
of Intolerance and of Discrimination Based on Religion Or Belief) 
yang dicetuskan melalui resolusi Sidang Umum PBB No 36/55 pada 
25 November 1981, serta laporan-laporan tematik dan tahunan yang 
disampaikan oleh Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Beragama 
atau Berkeyakinan. 

Pengujian validitas data yang digunakan dalam riset pemantauan 
ini adalah pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi.12 Teknik 

12	 Triangulasi adalah suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang 
memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data, untuk melakukan pengecekan atau 
pembandingan terhadap data itu. Lihat Lexy J Moleong, 2002, Metodologi Penelitian 
Kualitatif (PT Remaja Rosda Karya, Bandung), h. 178.
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triangulasi yang digunakan adalah triangulasi sumber, yaitu dengan 
membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu 
informasi melalui waktu dan alat yang berbeda. Triangulasi sumber 
dalam penelitian ini dilakukan dengan membandingkan data yang 
diperoleh dari sumber informasi individu dan paper (hasil wawancara 
mendalam dan dokumentasi) atau paper dengan paper (termasuk dalam 
kategori ini pengujian derajat kepercayaan melalui pembandingan dan 
penelusuran sumber-sumber online), atau sumber informasi individu 
dengan sumber informasi individu lainnya.

C. Kajian Teoritik dan Kerangka Konseptual

1. Hak Asasi Manusia sebagai Jaminan KBB

Pemantauan dan penulisan laporan kondisi kebebasan beragama/ 
berkeyakinan di Indonesia berpijak pada perspektif hak asasi manusia, 
yang meletakkan kebebasan beragama/berkeyakinan sebagai hak 
individu yang tidak bisa ditunda pemenuhannya (non derogable rights). 
Karena itu, definisi-definisi yang digunakan dalam pemantauan dan 
penulisan laporan ini mengacu pada definisi-definisi dalam disiplin 
hukum hak asasi manusia. Kebebasan beragama/berkeyakinan adalah 
sebuah jaminan oleh negara bagi kebebasan agama/keyakinan untuk 
individu dan kebebasan beribadah untuk individu dan kelompok. 
Kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia fundamental.13

Terminologi agama atau keyakinan dalam perspektif hak 
asasi manusia tidak diartikan secara sempit dan tertutup tapi 
dikonstruksikan secara luas. Kesalahpahaman umum yang terjadi, 
biasanya menyatakan kepercayaan kepada Tuhan (teistik) sebagai yang 
disebut agama. Padahal Buddhaisme yang non-teistik dan Hinduisme 
yang polyteistik adalah juga agama. Pengertian agama atau keyakinan 
tidak hanya dibatasi pada agama tradisional atau pada institusi yang 
mempunyai karakteristik atau praktik yang analog dengan agama 
tradisional tersebut. Agama atau keyakinan yang baru terbentuk dan 
agama minoritas berhak mendapat perlindungan dari komunitas 
keagamaan yang dominan dan berkuasa.14 Perspektif hak asasi manusia 

13   Davis, Derek H., op.cit.
14   Paragraf 2 – Komentar Umum 22 tentang Pasal 18, Komite HAM PBB, 1993
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juga menegaskan, baik penganut theistik, non theistik, maupun yang 
menyatakan tidak mempunyai agama atau keyakinan sama-sama 
mempunyai hak dan mendapat perlindungan.15

Instrumen pokok hak asasi manusia yang mengatur jaminan 
kebebasan beragama/berkeyakinan adalah Kovenan Internasional 
tentang Hak-hak Sipil dan Politik (1966) khususnya pasal 18, yang 
mencakup: (1) kebebasan untuk menganut atau memilih agama atas 
kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri 
maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum 
atau tertutup, untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaannya 
dalam kegiatan ibadah, penaatan, pengamalan dan pengajaran; (2) 
tanpa pemaksaan sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut 
atau memilih agama atau kepercayaan sesuai dengan pilihannya; (3) 
kebebasan untuk mengejawantahkan agama atau kepercayaan seseorang 
hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan hanya 
apabila diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan 
atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang 
lain; (4) negara-negara pihak Kovenan ini berjanji untuk menghormati 
kebebasan orang tua, dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk 
memastikan bahwa agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai 
dengan keyakinan mereka sendiri. 

Indonesia pada tahun 2005 telah meratifikasi kovenan 
internasional ini melalui UU No. 12/2005 tentang Pengesahan 
Kovenan Internasional tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Kovenan ini 
bersifat mengikat secara hukum (legally binding) dan sebagai negara 
pihak (state parties) yang telah meratifikasi, Indonesia berkewajiban 
memasukkannya sebagai bagian dari perundang-undangan nasional 
dan memberikan laporan periodik kepada Komisi HAM PBB.

Instrumen Hak Asasi Manusia lainnya yang mengatur jaminan 
kebebasan beragama/berkeyakinan adalah Deklarasi Penghapusan 
Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau 
Keyakinan (Declaration on The Elimination of All Forms of Intolerance 
and of Discrimination Based on Religion or Belief) yang dicetuskan 
melalui resolusi Sidang Umum PBB No. 36/55 pada 25 November 1981. 
Deklarasi ini jauh lebih rinci mengatur jaminan kebebasan beragama/

15   Ibid. 
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berkeyakinan dibanding Kovenan Internasional tentang Hak-hak 
Sipil dan Politik, hanya saja karena bentuknya deklarasi maka bersifat 
tidak mengikat (non binding) bagi negara pihak. Namun, meskipun 
tidak mengikat secara hukum, deklarasi ini mencerminkan konsensus 
yang luas dari komunitas internasional. Karena itu, memiliki kekuatan 
moral (morally binding) dalam praktik hubungan internasional 
pada umumnya. Sebagai negara anggota PBB, Indonesia tidak bisa 
mengabaikan deklarasi ini dalam menjalankan kewajiban memenuhi 
hak asasi warga negaranya.

Pasal 6 Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan 
Diskriminasi Berdasarkan Agama dan Keyakinan: 

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Deklarasi ini dan dengan 
tunduk pada ketentuan-ketentuan Pasal 1 ayat (3) hak atas 
kebebasan pikiran, hati nurani, beragama atau keyakinan 
harus mencakup, antara lain, kebebasan-kebebasan berikut:

1)	 Beribadah atau berkumpul dalam hubungannya dengan 
suatu agama atau keyakinan, dan mendirikan serta 
mengelola tempat-tempat untuk tujuan-tujuan ini;

2)	 Mendirikan dan mengelola berbagai lembaga amal atau 
kemanusiaan yang tepat;

3)	 Membuat, memperoleh dan mempergunakan sampai 
sejauh memadai berbagai benda dan material yang 
diperlukan berkaitan dengan upacara atau adat istiadat 
suatu agama atau keyakinan;

4)	 Menulis, mengemukakan dan menyebarluaskan 
berbagai penerbitan yang relevan di bidang-bidang ini; 

5)	 Mengajarkan suatu agama atau keyakinan di tempat-
tempat yang cocok untuk maksud-maksud ini;

6)	 Mengumpulkan dan menerima sumbangan-sumbangan 
keuangan dan sumbangan-sumbangan lain sukarela 
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dari perseorangan atau lembaga;

7)	 Melatih, menunjuk, memilih atau mencalonkan dengan 
suksesi para pemimpin yang tepat yang diminta dengan 
persyaratan-persyaratan dan standar-standar agama 
atau keyakinan apapun;

8)	 Menghormati hari-hari istirahat, dan merayakan hari-
hari libur dan upacara;

9)	 Mendirikan dan mengelola komunikasi-komunikasi 
dengan seseorang dan masyarakat dalam persoalan-
persoalan agama atau keyakinan pada tingkat nasional 
dan internasional, upacara menurut ajaran-ajaran 
agama atau keyakinan seseorang. 

Konstitusi Negara Republik Indonesia, UUD Negara RI 1945, 
dalam Pasal 28E juga telah menegaskan jaminan kebebasan 
beragama/berkeyakinan, sebagaimana bunyi Pasal berikut:

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat 
menurut agamanya, memilih pendidikan dan 
pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarga-
negaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan 
meninggalkannya, serta berhak kembali.

(2) Setiap orang berhak atas atas kebebasan meyakini 
kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai 
dengan hati nuraninya.

Berdasarkan kedua instrumen hak asasi manusia dan Konstitusi 
RI di atas secara ringkas definisi operasional kebebasan beragama/
berkeyakinan meliputi kebebasan untuk memeluk suatu agama atau 
keyakinan pilihannya sendiri, kebebasan baik secara sendiri maupun 
bersama-sama dengan orang lain menjalankan ibadah agama atau 
keyakinan sesuai yang dipercayainya, serta mematuhi, mengamalkan 
dan pengajaran secara terbuka atau tertutup, termasuk kebebasan 
berganti agama atau keyakinan, bahkan untuk tidak memeluk agama 



16

LAPORAN KONDISI KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN & minoritas keagamaan DI INDONESIA TAHUN 2019

atau keyakinan sekalipun.16 Sementara Pasal 28E menegaskan bahwa 
kebebasan beragama/berkeyakinan adalah hak konstitusional setiap 
warga negara.

Hukum hak asasi manusia adalah hukum dengan karakter 
perdata internasional yang meletakkan negara sebagai pihak (state 
parties); artinya negara adalah subyek hukum yang berkewajiban 
mematuhi hukum hak asasi manusia. Sebagai subyek hukum, maka 
setiap pelanggaran hak asasi manusia selalu meletakkan negara sebagai 
pelakunya. Pelanggaran hukum hak asasi manusia terjadi ketika negara 
tidak mematuhi norma-norma yang mengikatnya, yang tertuang dalam 
kovenan dan konvensi-konvensi internasional, dimana negara telah 
berjanji untuk mematuhinya melalui proses ratifikasi.

Penegasan epistemologi HAM sebagaimana dipaparkan di atas 
juga semakin memperjelas perbedaan hukum hak asasi manusia 
dan hukum pidana internasional, yang meletakkan individu sebagai 
subyek hukum. Sebagai sebuah hukum dengan karakter perdata, jenis-
jenis hukuman yang dikenal dalam hukum hak asasi manusia adalah 
sanksi internasional, kewajiban perubahan kebijakan, dan denda yang 
diperuntukkan bagi korban yang haknya dilanggar dalam bentuk 
kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Sedangkan dalam hukum pidana 
internasional (Statuta Roma), selain subyek hukumnya adalah individu, 
jenis hukuman yang ditimpakan kepada pelakunya juga berbentuk 
hukuman pidana penjara.

Indonesia sebagai negara pihak dalam hukum internasional hak 
asasi manusia berkewajiban (obligation of the state) untuk menghormati 
(to respect) dan melindungi (to protect) kebebasan setiap orang atas agama 
atau keyakinan.17 Prinsip dasar kewajiban negara untuk menghormati 
hak asasi manusia adalah bahwa negara tidak melakukan hal-hal 
yang melanggar integritas individu atau kelompok atau mengabaikan 
kebebasan mereka. Sementara kewajiban untuk melindungi adalah 

16   Pasal 18 Deklarasi Universal Hak-hak Manusia (1948): “Setiap orang 
berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk 
kebebasan berganti agama atau keyakinan, dan kebebasan untuk menyatakan agama 
atau keyakinan dengan cara mengajarkannya, mempraktikkannya, melaksanakan 
ibadahnya dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, 
di muka umum maupun sendiri.”

17   Lihat Pasal 18 DUHAM, Pasal 18 ICCPR, Pasal 28 I, 28 E, 29 UUD Negara 
RI 1945.
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mengambil tindakan-tindakan yang diperlukan untuk melindungi 
hak seseorang/kelompok orang atas kejahatan/pelanggaran hukum/
kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok lainnya, 
termasuk mengambil tindakan pencegahan terjadinya pengabaian yang 
menghambat penikmatan kebebasan mereka.

Meski sifat dasar HAM tidak dapat dihilangkan ataupun dicabut 
dan bersifat total pada setiap manusia, namun berdasarkan Prinsip 
Siracusa yang telah disepakati, terdapat dua perlakuan terhadap 
implementasi HAM, yaitu: prinsip non-derogable rights (hak-hak yang 
tak dapat ditunda atau ditangguhkan pemenuhannya) dan derogable 
rights (hak-hak yang dapat ditunda atau ditangguhkan pemenuhannya). 
Prinsip Siracusa menggaris-bawahi bahwa hak-hak yang dapat ditunda 
atau ditangguhkan hanya dapat diberlakukan pada situasi atau kondisi 
tertentu yang dianggap dapat membahayakan kepentingan umum.

Sementara prinsip non-derogable rights menegaskan hak yang 
bersifat mutlak/absolut, dan oleh karenanya tak dapat ditangguhkan 
atau ditunda dalam situasi atau kondisi apapun. Hak-hak yang 
terkandung dalam prinsip ini mencakup: hak hidup (tidak dibunuh), 
hak atas keutuhan diri (tidak disiksa, diculik, dianiaya, diperkosa), 
hak untuk tidak diperbudak, hak untuk bebas beragama, berpikir dan 
berkeyakinan, hak untuk diperlakukan sama di muka hukum, hak untuk 
tidak dipenjara atas kegagalannya memenuhi kewajiban kontraktual, 
serta hak untuk tidak dipidana berdasarkan hukum yang berlaku surut. 
Dengan demikian, segala jenis tindakan yang dapat mengakibatkan 
hilangnya hak seseorang ataupun sekelompok orang untuk bebas 
beragama—sebagai salah satu unsur non-derogable rights—dapat 
digolongkan sebagai pelanggaran hak asasi manusia.

Meskipun diskursus hak asasi manusia mengakui adanya 
pembatasan dalam menunaikan jaminan kebebasan hak-hak asasi 
manusia, pemantauan ini tetap melingkupi berbagai pelanggaran 
baik hak-hak yang termasuk dalam kategori forum internum maupun 
kebebasan yang masuk dalam kategori forum externum. Kebebasan 
perorangan yang mutlak, asasi, yakni forum internum (kebebasan 
internal) adalah kebebasan dimana tak ada satu pihak pun yang 
diperbolehkan campur tangan (intervensi) terhadap perwujudan 
dan dinikmatinya hak-hak dan kebebasan ini. Yang termasuk dalam 
rumpun kebebasan internal adalah (1) hak untuk bebas menganut dan 
berpindah agama; dan (2) hak untuk tidak dipaksa menganut atau tidak 
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menganut suatu agama.18

Sedangkan kebebasan sosial atau forum externum (kebebasan 
eksternal), dalam situasi khusus tertentu, negara diperbolehkan 
membatasi atau mengekang hak-hak dan kebebasan ini, namun 
dengan margin of discretion atau prasyarat yang ketat dan legitimate 
berdasarkan prinsip-prinsip Siracusa.19 Yang termasuk dalam rumpun 
kebebasan eksternal adalah (1) kebebasan untuk beribadah baik secara 
pribadi maupun bersama-sama, baik secara tertutup maupun terbuka; 
(2) kebebasan untuk mendirikan tempat ibadah; (3) kebebasan untuk 
menggunakan simbol-simbol agama; (4) kebebasan untuk merayakan 
hari besar agama; (5) kebebasan untuk menetapkan pemimpin agama; 
(6) hak untuk mengajarkan dan menyebarkan ajaran agama; (7) hak 
orang tua untuk mendidik agama kepada anaknya; (8) hak untuk 
mendirikan dan mengelola organisasi atau perkumpulan keagamaan; 
dan (9) hak untuk menyampaikan kepada pribadi atau kelompok 
materi-materi keagamaan.20 

2. Pelanggaran KBB, Diskriminasi, dan Intoleransi

Pelanggaran hak atas kebebasan beragama/berkeyakinan 
(violation of right to freedom of religion or belief) adalah bentuk 
kegagalan atau kelalaian negara dalam implementasi seperti campur 
tangan atas kebebasan orang atau tidak melindungi seseorang atau 
kelompok orang yang menjadi sasaran intoleransi atau tindak pidana 
berdasarkan agama atau keyakinan. Dengan demikian, pelanggaran 
kebebasan beragama/berkeyakinan adalah tindakan penghilangan, 
pencabutan, pembatasan atau pengurangan hak dan kebebasan dasar 
seseorang untuk beragama/berkeyakinan yang dilakukan oleh institusi 
negara, baik berupa tindakan aktif (by commission) maupun tindakan 

18  	Lihat Pasal 18 DUHAM, Pasal 18 ICCPR, Deklarasi Universal 1981 tentang 
Penghapusan Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama/Keyakinan, dan 
Komentar Umum No. 22 Komite HAM PBB

19  	Prinsip Siracusa adalah prinsip tentang ketentuan pembatasan dan 
derogasi dalam ICCPR. Lahir dalam pertemuan Panel 31 ahli hak asasi manusia dan 
hukum internasional dari berbagai negara di Sicilia Italia tahun 1984. Pertemuan ini 
menghasilkan seperangkat standar interpretasi atas klausul pembatasan hak dalam 
ICCPR.

20	 Semua jaminan hak-hak ini tercantum dalam Pasal 18 ICCPR, Komentar 
Umum No. 22 Komite HAM PBB, dan Deklarasi Universal 1981 tentang Penghapusan 
Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama/Keyakinan.
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pembiaran (by omission).

Terminologi hak asasi manusia yang berhubungan dengan 
kebebasan beragama berkeyakinan adalah intoleransi dan diskriminasi. 
Intoleransi merupakan turunan dari kepercayaan bahwa kelompoknya, 
sistem kepercayaan atau gaya hidupnya lebih tinggi daripada yang lain. 
Hal ini dapat menimbulkan sejumlah konsekuensi dari kurangnya 
penghargaan atau pengabaian terhadap orang lain hingga diskriminasi 
yang terinstitusionalisasi, seperti apartheid (politik pemisahan ras) 
atau penghancuran orang secara disengaja melalui genosida. Seluruh 
tindakan semacam itu berasal dari penyangkalan nilai fundamental 
seorang manusia.21

Sedangkan diskriminasi adalah “setiap pembatasan, pelecehan, 
atau pengucilan yang langsung ataupun tak langsung didasarkan pada 
pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, 
golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, 
keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau 
penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi 
manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun 
kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan 
aspek kehidupan lainnya.”22

Diskriminasi dan intoleransi berdasarkan agama,23 merupakan 
bentuk pelanggaran kebebasan beragama, sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 2 ayat 2 Deklarasi tentang Penghapusan Terhadap Semua Bentuk 
Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama atau Kepercayaan, 

21   UNESCO, Tolerance: The Threshold of Peace. A teaching/Learning Guide 
for Education for Peace, Human Rights and Democracy (Preliminary version). Paris: 
UNESCO, 1994, h. 16.

22   UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1
23   Pasal 1 Deklarasi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan 

Diskriminasi Atas Dasar Agama atau Keyakinan (1981): “[1] Setiap orang mempunyai 
hak atas kebebasan berpikir, berkesadaran dan beragama. Hak ini termasuk 
kebebasan memeluk agama atau keyakinan apa pun sesuai dengan pilihannya, dan 
kebebasan, baik secara individu atau berkelompok, secara tertutup atau terbuka, 
mengejawantahkan agama atau keyakinannya dalam bentuk ibadat, ritual, praktik 
dan pengajaran; [2] Tak seorangpun boleh mendapat paksaan yang bisa mengganggu 
kebebasannya memeluk agama atau keyakinan pilihannya; [3] Kebebasan seseorang 
untuk menjalankan agama atau keyakinannya hanya bisa dibatasi oleh ketetapan 
hukum dan penting untuk melindungi keselamatan, ketentraman dan moral publik 
serta hak dan kebebasan dasar orang lain.”
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yaitu, ”Setiap pembedaan, pengabaian, larangan atau pengutamaan 
(favoritism) yang didasarkan pada agama atau kepercayaan dan 
tujuannya atau akibatnya meniadakan atau mengurangi pengakuan, 
penikmatan atau pelaksanaan hak-hak asasi manusia dan kebebasan-
kebebasan fundamental atas suatu dasar yang sama”.

Kejahatan intoleransi dan kebencian adalah tindakan-tindakan 
yang dimotivasi oleh kebencian atau bias terhadap seseorang atau 
sekelompok orang berdasarkan jender, ras, warna kulit, agama, asal 
negara, dan/atau orientasi seksualnya. Tindakan intoleransi dapat 
merupakan kejahatan berat, seperti penyerangan atau berkelahi. 
Dapat juga berupa tindakan-tindakan yang lebih ringan, seperti ejekan 
terhadap ras/agama seseorang. Komunikasi tertulis, termasuk grafiti 
yang menunjukkan prasangka atau intoleransi terhadap seseorang atau 
sekelompok orang berdasar pada kebencian. Termasuk vandalisme 
(perusakan) dan percakapan berdasarkan intoleransi maupun apa yang 
dianggap beberapa orang sebagai lelucon. 

Kejahatan berdasar pada kebencian adalah kejahatan intoleransi 
dan prasangka yang bertujuan untuk menyakiti dan mengintimidasi 
seseorang karena ras, suku, asal negara, agama, orientasi seksual dan 
karena faktor different ability. Penyebaran kebencian menggunakan 
peledakan, pembakaran, senjata, vandalisme, kekerasan fisik, 
dan ancaman kekerasan verbal untuk menanamkan ketakutan 
kepada korbannya, menyebabkan mereka menjadi rentan terhadap 
penyerangan lebih lanjut dan merasa terasingkan, tidak berdaya, curiga 
dan ketakutan. Sebagian yang lainnya mungkin menjadi frustasi dan 
marah jika mereka menganggap bahwa pemerintah dan kelompok 
lain di komunitasnya tidak akan melindungi mereka. Ketika pelaku 
kebencian tidak dituntut sebagai kriminal dan tindakan mereka 
dinyatakan sebagai kesalahan, kejahatan mereka dapat melemahkan 
komunitas bahkan komunitas dengan hubungan ras yang paling kuat/
sehat sekalipun.24

24   U.S. Department of Justice, Hate Crime: The Violence of Intolerance, http://
www. usdoj. gov/crs/pubs/htecrm.htm, diakses pada 1 Desember 2008.
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UNESCO mencatat beberapa gejala intoleransi dan indikator 
perilakunya:

Bahasa: pencemaran dan bahasa yang pejoratif atau 
eksklusif yang menghilangkan nilai, merendahkan dan tidak 
memanusiakan kelompok budaya, ras, bangsa atau seksual. 
Penyangkalan hak bahasa.

Membuat stereotipe: mendeskripsikan semua anggota suatu 
kelompok dengan dikarakteristikkan oleh atribut yang sama 
– biasanya negatif.

Menyindir: menarik perhatian pada perilaku, atribut 
dan karakteristik tertentu dengan tujuan mengejek atau 
menghina. 

Prasangka: penilaian atas dasar generalisasi negatif dan 
stereotipe atas dasar fakta aktual dari sebuah kasus atau 
perilaku spesifik individu atau kelompok.

Pengkambinghitaman: menyalahkan kejadian traumatis 
atau permasalahan sosial pada orang atau kelompok tertentu.

diskriminasi: pengecualian dari jaminan sosial dan kegiatan 
dengan hanya berlandaskan pada alasan yang merugikan.

Pengasingan (ostracism): berperilaku seolah yang lainnya 
tidak hadir atau tidak ada. Penolakan untuk berbicara kepada 
atau mengakui pihak lain, atau kebudayaannya.

Pelecehan: perilaku yang disengaja untuk mengintimidasi 
dan merendahkan pihak lain, kerap dimaksudkan sebagai 
cara mengeluarkan mereka dengan paksa dari komunitas, 
organisasi atau kelompok.

Penajisan dan penghapusan: bentuk-bentuk penodaan 
simbol atau struktur keagamaan atau kebudayaan yang 
ditujukan untuk menghilangkan nilai dan mengejek 
kepercayaan dan identitas mereka yang kepadanya struktur 
dan simbol ini berarti.
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Gertakan (bullying): penggunaan kapasitas fisik yang 
superior atau sejumlah besar (orang – ed.) untuk menghina 
orang lain atau menghilangkan kepemilikan atau status 
mereka.

Pengusiran: pengeluaran secara resmi atau paksa atau 
penyangkalan hak untuk masuk atau hadir di sebuah tempat, 
dalam kelompok sosial, profesi atau tempat lain dimana ada 
kegiatan kelompok, termasuk dimana keberlangsungan hidup 
tergantung, seperti tempat kerja atau tempat perlindungan 
(shelter), dan sebagainya.

Pengeluaran: penyangkalan kemungkinan-kemungkinan 
untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mendasar dan/atau 
berpartisipasi secara penuh dalam masyarakat, khususnya 
dalam kegiatan bersama.

Segregasi: pemisahan secara paksa orang-orang dengan ras, 
agama atau jender yang berbeda, biasanya untuk merugikan 
kelompok tertentu (termasuk apartheid).

Represi: pencegahan secara paksa terhadap penikmatan 
HAM.

Penghancuran: penahanan, kekerasan fisik, pemindahan 
mata pencaharian, penyerangan bersenjata dan pembunuhan 
(termasuk genosida).25

Kejahatan intoleransi dan kebencian merupakan salah satu 
tindakan kriminal dengan obyek individu, yang berhubungan 
dengan kebebasan beragama/ berkeyakinan. Untuk jenis kejahatan 
ini pertanggungjawaban dialamatkan pada individu-individu sebagai 
subyek hukum pidana. Sedangkan tanggung jawab negara adalah 
melindungi setiap orang dari ancaman intoleransi dan memprosesnya 
secara hukum ketika sebuah kekerasan telah terjadi.

25  UNESCO. Tolerance: the threshold of peace. A teaching/learning guide 
for education for peace, human rights and democracy (Preliminary version). Paris: 
UNESCO. 1994, p. 16.
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Dalam konteks hukum Indonesia, kejahatan jenis ini sebenarnya 
diakomodasi oleh Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), 
Pasal 156 yang menyebutkan:

Barangsiapa menyatakan rasa permusuhan, kebencian atau 
penghinaan terhadap suatu atau beberapa golongan rakyat 
Indonesia di muka umum, diancam dengan pidana penjara 
paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak 
empat ribu lima ratus rupiah.26

Perkataan golongan dalam pasal ini dan pasal berikutnya berarti 
tiap-tiap bagian dari rakyat Indonesia yang berbeda dengan suatu atau 
beberapa bagian lainnya karena ras, negeri asal, agama, tempat asal, 
keturunan, kebangsaan atau kedudukan menurut hukum tata negara. 
Namun demikian, dalam praktik hukum Indonesia, pasal-pasal ini 
justru dipergunakan sebaliknya, yakni untuk menjerat orang-orang 
yang dituduh beraliran sesat dan menodai agama. Padahal pasal ini 
merupakan instrumen yang bisa digunakan untuk mengkriminalisasi 
praktik intoleransi.

Dalam kaitannya dengan intoleransi agama, SETARA Institute 
membedakan antara intoleransi pasif dengan intoleransi aktif. 
Intoleransi pasif adalah residu dari keyakinan beragama secara utuh 
dan interpretasi terhadap ajaran agamanya yang diyakini sebagai satu-
satunya kebenaran bagi dirinya sebagai individu dan mahluk sosial. 
Ia dalam kognitifnya tetap meyakini ajaran agamanya tapi sebagai 
konsekuensi dari relasi sosial dengan berbagai pihak yang berbeda latar 
belakang mau tak mau menerima kenyataan tersebut dan beradaptasi. 
Sebaliknya intoleransi aktif bukan saja melihat ajaran agamanya sebagai 
satu-satunya kebenaran namun juga cenderung melihat mereka yang 
berbeda interpretasi dalam sesama agama dan juga ajaran agama lain 
sebagai salah dan sesat. Perbedaan berikut yang paling nyata antara 
mereka yang intoleransi pasif dengan intoleransi aktif adalah terletak 
pada tindakan. Mereka yang masuk kategori intoleransi aktif bukan 
saja mengekspresikan dengan pernyataan tetapi juga tindakan. 

26  Pasal ini merupakan area kontestasi penafsiran atas “hate crimes” 
(pernyataan kebencian dan permusuhan). Selama ini penggunaan pasal ini selalu 
diidentikkan dengan pasal 156a yang merupakan produk turunan dari UU No.1/
PNPS/1965, yang justru digunakan untuk menjerat orang yang dituduh beraliran 
sesat.
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Laporan Kebebasan Beragama/berkeyakinan di Indonesia ini 
berada di dalam kerangka monitoring (pemantauan) berbasis HAM, 
khususnya dalam rumpun Kovenan Internasional Hak-Hak Sipil dan 
Politik. Oleh sebab itu metode penyusunan laporan ini didasarkan atas 
pendekatan ’pelanggaran’. Melalui pendekatan ’pelanggaran’ tersebut, 
laporan ini dapat dipahami sebagai upaya untuk memeriksa sejauh 
mana negara menjalankan kewajiban generiknya menghormati dan 
melindungi kebebasan beragama/berkeyakinan. Kerangka penulisan 
laporan ini juga mengacu pada framework for communications yang 
dikembangkan oleh Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Beragama/ 
Berkeyakinan.

Berbasis definisi-definisi di atas, ada tiga bentuk pelanggaran 
oleh negara, yaitu; [a] dengan cara melakukan tindakan aktif yang 
memungkinkan terjadinya pembatasan, pembedaan, campur tangan, 
dan atau menghalang-halangi penikmatan kebebasan seseorang dalam 
beragama/berkeyakinan (by commission); [b] dengan cara membiarkan 
hak-hak seseorang menjadi terlanggar (by omission), termasuk 
membiarkan setiap tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang tidak 
diproses secara hukum, dan (c) dengan cara membuat peraturan yang 
memberikan peluang bagi terjadinya pelanggaran hak asasi manusia 
(violation by rule).

Selain mendokumentasikan pelanggaran kebebasan beragama/ 
berkeyakinan yang dilakukan oleh negara, pemantauan ini juga 
mendokumentasikan pelanggaran yang dilakukan oleh warga negara 
terhadap warga negara lainnya. Pelanggaran oleh warga negara ini 
secara garis besar mencakup tiga klasifikasi besar: [a] tindakan kriminal 
berupa penyerangan tempat ibadah, intimidasi, kekerasan fisik, dan 
lain-lain; dan [b] tindakan intoleransi, di samping juga [c] condoning 
oleh tokoh masyarakat.27

27   Perlu ditegaskan di sini bahwa dalam perspektif SETARA Institute, 
condoning (dalam istilah lain dapat dikelompokkan sebagai hate speech) dikatagorikan 
dalam pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan, dan bahkan dianggap 
sebagai pelanggaran yang serius, karena beberapa alasan. Pertama, secara substantif, 
condoning merupakan tindakan memancing pelanggaran yang dapat dimaknai 
sebagai ajakan dan menjadi kausa bagi terjadinya pelanggaran. Kedua, secara faktual, 
teramat banyak tindakan-tindakan pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan 
yang nyata-nyata terjadi dan bermula dari ‘ajakan’ tokoh-tokoh di kalangan 
masyarakat dan pemerintahan. Ketiga, secara sosiologis, dalam masyarakat feodal 
yang kental dengan kecenderungan relasi patron-klien, ujaran tokoh atau ‘patron’ 
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Dengan kerangka demikian, laporan pemantauan ini membagi 
6 kategori tindakan pelanggaran dengan subyek hukum dan model 
pertanggungjawaban berbeda;

[1] 	 tindakan aktif negara (by commission),
[2] 	 tindakan pembiaran yang dilakukan oleh negara (by 

omission),
[3] pembentukan peraturan yang melanggar/mengundang 

pelanggaran (violation by rule)
[4] 	 tindakan kriminal warga negara, dan
[5] 	 intoleransi yang dilakukan oleh masyarakat.
[6] 	 condoning oleh tokoh masyarakat

Terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh negara, kerangka 
legal yang digunakan untuk mempersoalkannya adalah hukum hak 
asasi manusia yang terdapat dalam kovenan sipil dan politik dan di 
dalam sejumlah konvensi-konvensi hak asasi manusia yang sudah 
diratifikasi, konstitusi negara, dan hukum positif di tingkat domestik 
yang mengatur kewajiban negara. Sedangkan untuk pelanggaran dan 
intoleransi yang dilakukan oleh warga negara, kerangka legal yang bisa 
digunakan adalah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), 
terutama yang berupa kriminal/tindak pidana. []

dapat menggerakan tindakan kolektif masyarakat (‘klien’) dalam skala lebih luas.
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Bab 2.
Kondisi Kebebasan Beragama/ 

Berkeyakinan Tahun 2019

A. Pengantar 

Bagian ini menjelaskan secara khusus mengenai situasi kebebasan 
beragama/berkeyakinan di Indonesia pada tahun 2019. Secara 
umum, temuan-temuan dalam bab ini disajikan dengan metode 

display yang konsisten dengan laporan-laporan yang lalu, sehingga 
temuan-temuan dapat disandingkan secara linear dengan bagian yang 
sama pada tahun-tahun sebelumnya. Hal ini bertujuan agar Laporan 
yang disusun oleh SETARA Institute setiap tahunnya dapat merekam 
dinamika kondisi kebebasan beragama/berkeyakinan di Indonesia 
secara kontinyu.

Pada bab ini juga akan dipaparkan kondisi-kondisi khusus 
yang menyita perhatian publik serta kondisi umum kebebasan 
beragama/berkeyakinan di Indonesia pada tahun 2019. Kondisi 
yang bersifat umum dianalisis dari data-data pemantauan, baik yang 
bersifat kuantitatif maupun kualitatif. Termasuk pula penjelasan 
lebih detail tentang pelanggaran per wilayah dan kecenderungan 
pola pelanggaran di setiap wilayah, aktor dan kelompok korban. 
Secara spesifik, Laporan 2019 akan meninjau pelanggaran KBB dari 
aspek kelompok korban perempuan dan dampaknya pada hak-hak 
perempuan secara umum. 

Secara sistematis, sajian pada bab ini akan dimulai dengan 
Temuan Monitoring Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan 
yang memuat data-data kuantitatif dan analisis yang relevan mengenai 
beberapa aspek pelanggaran, tren pelanggaran untuk 5 wilayah 
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tertinggi, kelompok korban, dan pada akhirnya penjelasan tentang 
korban perempuan. 

B. Peristiwa dan Tindakan 

Pada tahun 2019, SETARA Institute mencatat 200 peristiwa 
pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan dengan 327 tindakan 
pelanggaran, yang tersebar di 28 Provinsi di Indonesia. Dari segi 
waktu, pelanggaran tertinggi terjadi pada bulan Mei yaitu sebanyak (37 
peristiwa). Berikutnya berturut-turut di bulan Februari (29 peristiwa), 
Juni (17 peristiwa), Januari, Maret, Agustus, dan Desember (masing-
masing 16 peristiwa). Pada Juli dan September (masing-masing 13 
peristiwa), Oktober (11 peristiwa), sementara April dan November (8 
peristiwa).

Grafik 1. 
Jumlah Peristiwa dan Tindakan Pelanggaran 2019

Dibandingkan tahun 2018, pelanggaran kebebasan beragama/ 
berkeyakinan meningkat pada tahun 2019. Pada 2018, terdapat 160 
peristiwa dengan 202 tindakan. Grafik berikut ini menggambarkan 
perbandingan dan peningkatan jumlah pelanggaran dari sisi peristiwa 
dan tindakan yang terjadi pada 2018 dan 2019. 

200

327

TindakanPeristiwa
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Grafik 2. 
Perbandingan Jumlah Pelanggaran KBB Tahun 2018 dan 2019

Dari sisi waktu (bulan), peristiwa tertinggi terjadi di bulan Maret,

yaitu sebanyak 23 peristiwa. Berikutnya berturut-turut di bulan

Februari (21), April (19 peristiwa), Oktober (17 peristiwa), 
Desember (16), September (12), Januari (11), Mei dan Agustus (Masing-
masing 10 peristiwa), Juni (6), dan Juli (5). Hal ini menunjukkan, bahwa 
terjadi peningkatan cukup signifikan, dari yang sebelumnya rata-rata 
13,3 peristiwa menjadi 16,7 peristiwa.  

Grafik 3.
Jumlah Peristiwa  Berdasarkan Bulan (Januari – Desember 2019)
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Berbeda dengan tahun sebelumnya, pada 2019, angka tertinggi 
pelanggaran berada pada Bulan Mei 2019. Tingginya pelanggaran 
pada bulan Mei ini berbarengan dengan bulan Ramadan disebabkan 
meningkatnya sejumlah kebijakan dan praktik diskriminatif dan 
intoleransi yang terjadi, terutama pembatasan-pembatasan ruang publik 
dan ekspresi saat bulan puasa. Kecenderungan tidak adanya pedoman 
pembatasan yang sesuai dengan prinsip HAM menjadikan pelanggaran 
pada bulan tersebut meningkat di banyak wilayah di Indonesia.  

Singkawang Sebagai Kota 
Paling Toleran pada 2019

Salah satu praktik dalam perlindungan dan penghormatan 
kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah terpilihnya 
Kota Singkawang sebagai kota paling toleran pada tahun 
2018. Penilaian ini dilakukan oleh Setara Institute terhadap 
94 kota di seluruh Indonesia. Singkawang dinilai sebagai kota 
yang berhasil mempraktikkan toleransi paling baik.

Kota Singkawang dinilai mempunyai beberapa atribut yang 
mendukung penobatan kota paling toleran se-Indonesia, yaitu 
di antaranya pemerintah kota punya regulasi yang kondusif 
bagi praktik dan promosi toleransi, baik dalam bentuk 
perencanaan maupun pelaksanaan, serta di Singkawang 
sendiri tingkat peristiwa dan tindakan pelanggaran kebebasan 
beragama/berkeyakinan rendah atau tidak ada sama sekali.

Dalam kesempatan yang sama, Mendagri Tjahjo Kumolo 
menyambut baik penelitian yang dilakukan oleh SETARA 
Institute di seluruh kota di Indonesia.

Pemberian penghargaan ini dihadiri oleh Menteri Dalam 
Negeri, Tjahjo Kumolo dan dihadiri oleh perwakilan dari 
masing-masing walikota di Indonesia. Dalam sambutannya, 
Tjahjo menyatakan, mengingatkan semua pihak bahwa 
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Indonesia merupakan bangsa yang majemuk. Dan ini 
menjadi tantangan bagi setiap kepala daerah yang harus 
mengimplementasikan berbagai kebijakan di masing-masing 
daerah dengan mengedepankan nilai-nilai Pancasila.

Pencapaian Singkawang ini tidak bisa dipisahkan dari upaya 
yang dilakukan oleh Singkawang selama ini, di antaranya 
adalah penerapan kebijakan di kotanya selama ini memang 
selalu mengedepankan nilai harmonisasi dalam keberagaman 
agama, etnis dan budaya. Selain itu, pemerintah kota 
Singkawang selalu membuka ruang seluas-luasnya bagi 
masyarakat untuk bebas berekpresi menyampaikan pesan 
toleransi dari mulai kalangan anak-anak hingga orang tua. 
Upaya membangun kehidupan masyarakat yang toleran ini 
dicurahkan dalam Peraturan Walikota Singkawang yang 
kemudian membangun kehidupan toleran di setiap sisi 
masyarakat Singkawang. Hal ini berarti bahwa toleransi di 
Singkawang tidak hanya dilaksanakan secara formal oleh 
FKUB, namun juga dipedomani oleh komunitas pemuda 
lintas agama, bahkan komunitas anak-anak, dengan 
berbagai cara dan metode. Bahkan anak-anak PAUD dapat 
menyampaikan pesan toleransi di kota ini.

https://www.voaindonesia.com/a/setara-institute-singka-
wang-kota-paling-toleran-se-indonesia/4690956.html

C.	 Tren Peristiwa per Wilayah (Provinsi dengan Peristiwa 
Tertinggi) 

Laporan SETARA Institute 2019 mencatat 5 wilayah di Indonesia 
dengan peristiwa tertinggi, baik yang dilakukan oleh aktor Negara 
maupun non-Negara. Jawa Barat kembali menjadi wilayah dengan 
peristiwa tertinggi, disusul oleh Jawa Timur, Aceh, DKI Jakarta, 
dan tertinggi kelima adalah Sulawesi Selatan. Grafik di bawah ini 
menunjukkan jumlah peristiwa di masing-masing wilayah dari 
pemantauan SETARA Institute pada 2019. 
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Grafik 4.  
Grafik Pelanggaran di 28 Provinsi
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Sebagaimana Laporan SETARA Institute tahun 2018, provinsi 
yang memiliki pelanggaran tertinggi kebebasan beragama/
berkeyakinan pada 2019 adalah Jawa Barat. Bahkan, pelanggaran 
semakin meningkat pada 2019 dengan 33 peristiwa dibandingkan 
pada 2018 yaitu 24 peristiwa. Selajutnya, posisi kedua adalah Jawa 
Timur dengan 23 peristiwa, posisi ketiga adalah Provinsi Aceh  
dengan 19 peristiwa, posisi keempat dan kelima adalah Provinsi DKI 
Jakarta dan Sulawesi Selatan yang masing-masing terjadi 13 peristiwa 
pelanggaran. 

1. Jawa Barat: Masih Tingginya Diskriminasi dan Intoleransi

Grafik 5. 
Wilayah Pelanggaran Tertinggi (2019)

Dari Grafik di atas, diketahui bahwa Jawa Barat memang 
merupakan wilayah tertinggi pelanggaran. Pada laporan tahun 2018, 
SETARA Institute mengidentifikasi enam faktor yang menyebabkan 
Jawa Barat sebagai provinsi yang memiliki peristiwa pelanggaran 
tertinggi dibandingkan wilayah lain, yaitu: 1) Keberadaan Peraturan 
Gubernur Nomor 12 tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Ahmadiyah 
yang menjadi pemicu kelompok-kelompok intoleran untuk memusuhi 
dan bersikap anti-Ahmadiyah; 2) menjamurnya kelompok-kelompok 
intoleran, terutama di daerah Bandung, Tasikmalaya, dan Cianjur; 
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3) lemahnya pengelolaan dinamika masyarakat dengan jumlah dan 
wilayah penyebaran yang luas; 4) kentalnya konservatisme di Jawa 
Barat; 5) corak Keislaman di Jawa Barat yang cenderung kaku dan ketat, 
dan; 6) rendahnya kesadaran keberagaman politisi-politisi Islam di 
Jawa Barat. Laporan SETARA Institute 2018 menegaskan, banyaknya 
peristiwa dan tindakan pelanggaran di Jawa Barat, baik di tingkat 
provinsi maupun kabupaten/kota, serta di daerah-daerah lainnya 
mengindikasikan masih rendahnya kompetensi dan kapabilitas para 
penyelenggara negara dalam pemerintahan, serta rendahnya political 
will pemerintah di tingkat lokal untuk mengambil kebijakan-kebijakan 
politiko-yuridis dalam rangka menegakkan ketentuan konstitusi dan 
menjamin hak konstitusional warga negara dalam bidang KBB.

Untuk beberapa hal, faktor-faktor di atas cukup relevan untuk 
digunakan sebagai alat analisa meninjau situasi di tahun 2019, di 
antaranya dengan menelisik lebih lanjut tentang bentuk-bentuk 
tindakan pelanggaran yang dilakukan. Terkait faktor pertama, meskipun 
Peraturan Gubernur Nomor 12 tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan 
Ahmadiyah telah lama ada, kebijakan ini terus-menerus digunakan 
sebagai alat untuk melakukan tindakan diskriminasi atau intoleransi. 
Pelanggaran ini tercatat dari tindakan intimidasi dilakukan oleh Jajaran 
Muspika di Kecamatan Kemang, Bogor, terhadap Jemaat Ahmadiyah di 
Kampus Mubarak, Bogor, Jawa Barat, dengan membubarkan upacara 
17 Agustus di Kampus Mubarak JAI dan mengalihkan ke kantor 
Kecamatan Kemang dengan alasan upacara kemerdekaan itu sakral 
sehingga tidak bisa diadakan sendiri oleh ormas. 

Kasus lain yang terkait Ahmadiyah adalah pembubaran acara 
peluncuran buku Haqiqatul Wahy yang diterbitkan oleh Jamaah 
Ahmadiyah Indonesia oleh beberapa ormas di Bandung yang dilakukan 
oleh kelompok massa. Perwakilan Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, 
yang menjadi salah satu kelompok massa yang membubarkan, 
menyatakan aksi dilakukan dalam rangka pengawalan Peraturan 
Gubernur Jawa Barat No. 12 tahun 2011 dan SKB 3 Menteri Tahun 
2008. 

Selanjutnya, berkaitan dengan faktor-faktor yang lain, Jawa Barat 
merupakan provinsi yang luas dengan 27 kabupaten/kota, dengan 
penduduk heterogen, dan memiliki karakter pemahaman kegamaaan 
yang lebih kaku dibandingkan wilayah lain. Situasi kehidupan 
keagamaan yang demikian semakin sulit untuk disikapi oleh Negara bila 
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pemerintah daerah tidak memiliki pemahaman dan kemampuan yang 
memadai untuk mengelola masyarakatnya. Lebih dari itu, situasi akan 
semakin memburuk bila Pemerintah Daerah justru mengintroduksi 
diskriminasi dan praktik intoleransi kepada kelompok rentan dan 
minoritas agama. Dari segi jumlah, munculnya kebijakan produk 
hukum daerah yang diskriminatif masih menempati posisi signifikan 
di Jawa Barat pada 2019, yang dipicu oleh sejumlah situasi terkini yang 
terjadi di wilayah Jawa Barat secara khusus maupun di Indonesia secara 
umum. 

Grafik 6 dan 7. 
Jumlah Tindakan Negara dan Non-Negara di Jawa Barat

Tindakan Negara

Tindakan Non-Negara

	 Diskriminasi	 14

	 Kriminalisasi	 3

	 Intimidasi	 1

	 Penangkapan	 1

	 Restriksi	 1

	 Intoleransi	 8
	 Pelaporan Penodaan Agama	 4
	 Condoning	 2
	 Penolakan Kegiatan	 2
	 Pelarangan Jilbab	 1
	 Pembubaran Kegiatan	 1
	Penolakan Pendirian Rumah Ibadat	 1
	 Persekusi	 1
	 Ujaran Kebencian	 1	
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Menguatnya konservatisme keagamaan dan menguatnya 
sentimen keagamaan dalam menyikapi momentum-momentum publik 
menyebabkan respons negara terhadap momentum tersebut menjadi 
reaktif dan seringkali mengikuti kecenderungan publik yang tidak 
rasional.28 Menelisik lebih jauh kasus-kasus yang terjadi di Jawa Barat, 
salah satu pemicu terjadinya pelanggaran pada tahun 2019 adalah 
terkait dengan perayaan hari Valentine yang jatuh pada tanggal 14 
Februari. Sejumlah peristiwa muncul di pelbagai daerah di Jawa Barat, 
yang didominasi oleh oleh aktor Negara. Hal ini ditengarai dipicu oleh  
terbitnya Imbauan Penerbitan imbauan Nomor 430/2234-Set Disdik 
oleh Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, pada 12 Februari 
2019 tentang imbauan untuk tidak merayakan Valentine’s Day (Hari 
Kasih Sayang). Imbauan ini diikuti oleh sejumlah kebijakan lain di 
tingkat daerah (kabupaten/kota), di antaranya adalah Surat Edaran 
Nomor 420/1596-Disdik dan Surat Edaran Nomor 420/1590-Disdik 
oleh Dinas Pendidikan Kota Bandung, masing-masing pada 13 dan 
14 Februari 2019, Penerbitan Surat Himbauan Nomor 430/2234-Set 
Disdik oleh Dinas Pendidikan Kota Bekasi pada 12 Februari 2019, Surat 
Edaran Nomor 0044/541-Bid oleh Dinas Pendidikan (Disdik.) Kota 
Bogor, pada 12 Februari 2019, Surat Edaran Dinas pendidikan (Disdik) 
Kota Sukabumi pada 13 Februari 2019. 

Pemicu lain yang meningkatkan pelanggaran hak KBB di Jawa 
Barat adalah terkait dengan perayaan ibadah puasa selama bulan 
Ramadhan yang memunculkan tindakan diskriminasi Negara dan 
pelbagai intoleransi oleh masyarakat. Kecenderungan umum yang 
muncul adalah terkait dengan tindakan pemerintah daerah menutup 
secara paksa atau razia rumah atau warung makan di wilayah tersebut. 
Hal ini terjadi setidaknya di Kota Sukabumi, tim gabungan yang terdiri 
dari Majelis Ulama Indonesia, Satpol PP, Polisi, dan TNI menutup paksa 
sejumlah rumah makan di Kota tersebut karena dianggap melanggar 
aturan jam operasional yang telah dibuat oleh Walikota Sukabumi.29 

Tindakan serupa juga terjadi di Tasikmalaya, petugas gabungan 
Satuan Polisi Pamong Praja dan Kepolisian Resor Tasikmalaya 

28   Lihat lebih lanjut dalam Vedi R. Hadiz, Populisme Islam: di Indonesia dan 
Timur Tengah, (Jakarta: LP3ES, 2019), h. 42 - 43

29   Peraturan ini menegaskan bahwa rumah atau warung makan baru boleh 
buka pada pukul 16.00 WIB
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melakukan razia terhadap rumah makan sepanjang Jalan Tasikmalaya-
Garut kawasan Salawu hingga Singaparna, Kabupaten Tasikmalaya, 
Jawa Barat, terhadap rumah makan yang masih buka di Bulan 
Ramadhan. Razia ini juga didasarkan pada Peraturan Daerah Nomor 
3 Tahun 2014 tentang Aturan Usaha Rumah Makan selama Bulan 
Ramadhan. Kasus lain, juga di Jawa Barat, tindakan razia dilakukan 
oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kecamatan Cisarua 
bersama Kepolisian Sektor dan Koramil (TNI), dengan landasan SKB 
yang dikeluarkan Pemkab Bogor bersama Muspika, MUI, tokoh agama 
terkait jam buka saat Ramadhan. 

Banser NU Jaga Ibadat Jumat Agung 
di Gereja Katedral Jakarta

Jakarta, CNN Indonesia -- Barisan Ansor Serbaguna Nahdlatul 
Ulama (Banser NU) ikut mengawal pengamanan misa 
Malam Paskah yang berlangsung di Gereja Katedral, Jakarta, 
Sabtu (20/4).

Puluhan anggota Banser NU berseragam bermotif loreng-
loreng sudah terlihat berdiri sejak misa pertama Malam 
Paskah di Gereja Katedral, pukul 16.30 WIB.

Seorang anggota Banser NU yang ikut menjaga keamanan di 
Gereja Katedral, Wahyu, mengatakan puluhan anggota Banser 
menjaga misa Malam Paskah di gereja yang berhadapan 
dengan Masjid Istiqlal ini.

Menurutnya, pengamanan telah dilakukan Banser NU sejak 
pukul 15.00 WIB dan akan berlangsung hingga seluruh 
rangkaian misa Malam Paskah selesai dilaksanakan.

“Ada 20 orang, tadi sudah dari jam 15.00 WIB,” ucap Wahyu 
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kepada CNNIndonesia.com, Sabtu (20/4). Dia melanjutkan, 
kegiatan pengamanan di Gereja Katedral juga akan dilakukan 
saat Minggu Paskah, Minggu (21/4).

Selain Banser NU, aparat kepolisian juga terlihat berjaga di 
sekitar Gereja Katedral. Polisi pun menyiakan mobil Gegana 
di sekitar lokasi.

Ratusan jemaat datang ke Gereja Katedral untuk mengikuti 
misa pertama Malam Paskah. Mereka memadati seluruh kursi 
yang disediakan hingga ke bagian halaman Gereja Katedral.

Misa Malam Paskah di Gereja Katedral berlangsung sebanyak 
tiga kali yakni pukul 16.30 WIB, 20.00 WIB, dan 22.30 WIB. 
Sementara misa Minggu Paskah yang digelar Minggu (21/4) 
akan dilangsungkan sebanyak empat kali yakni pada pukul 
07.00 WIB, 09.00 WIB, 11.00 WIB, serta 17.00 WIB.

Kepolisian bersama TNI, dan Pemerintah Provinsi DKI 
Jakarta mengerahkan sebanyak 5.500 anggotanya untuk 
mengamankan ibadah Tri Hari Suci di wilayah DKI Jakarta 
mulai 18 hingga 21 April 2019.

Ibadah Tri Hari merupakan hari besar umat Kristiani, diawali 
dengan ibadah Kamis Putih, Jumat Agung, dan Hari Raya 
Paskah.

“Ada sekitar 5.500 personel, Polri, TNI, Dishub dan lainnya 
yang kita turunkan untuk menjaga keamanan. Polda Metro 
Jaya sudah merencanakan teknis pengamanan pada beberapa 
gereja yang melaksanakan kegiatan,” kata Kabid Humas 
Polda Metro Jaya Kombes Raden Prabowo Argo Yuwono, di 
Mapolda Metro Jaya, Kamis.

Barisan Serba Guna Pemuda Ansor, organisasi sayap 
kepemudaan Nahdlatul Ulama, membantu menjaga 
ibadah  Jumat Agung  di  Gereja Katedral  Jakarta, Jumat 
(19/4/2019).

Mereka bergabung dengan personel TNI, Polri, dan Satpol 
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PP yang juga menjaga Jumat Agung sebagai rangkaian ibadah 
Paskah di Gereja Katredal Jakarta.

Humas Keuskupan Agung Jakarta Susyana Suwadie saat 
ditemui di Gereja Katedral Jakarta, mengatakan pengamanan 
oleh TNI – Polri dan organisasi masyarakat dilakukan di 
bagian luar lingkungan Gereja Katedral.

Sementara untuk pengamanan di dalam lingkungan gereja 
berasal dari tim internal keamanan swadaya umat, yang 
berjumlah 50 orang.

“Seperti kemarin, sekitar 60 personel gabungan TNI, Polri, 
Satpol PP. Kemudian untuk hari ini Pemuda Ansor akan 
hadir 50 orang,” katanya.

Dia menjelaskan, pengamanan dari aparat rutin dilakukan 
setiap kali acara hari besar keagamaan di Gereja Katedral. 
Susyana menjelaskan pihaknya merasa amat terbantu dengan 
adanya pengamanan tersebut.

“Karena memang hal ini sudah rutin dilakukan dalam setiap 
kali hari besar yaitu Paskah maupun Natal. Jadi memang ya 
otomatis kami juga merasa terbantu pengamanan di sekitar 
luar gereja itu sudah ditangani oleh aparat. Kami sangat 
terbantu sehingga tercipta kelancaran, untuk itu bersyukur,” 
kata dia.

https://www.suara.com/news/2019/04/19/161812/banser-nu-
jaga-ibadat-jumat-agung-di-gereja-katedral-jakarta

https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190420184627-20- 
388095/banser-nu-kawal-misa-malam-paskah-di-katedral-
jakarta
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Grafik 8. 
Bentuk Tindakan Aktor Negara di 5 Wilayah Tertinggi Pelanggaran

Sementara itu, dibandingkan 4 wilayah dengan tingkat pelanggaran 
tertinggi, Jawa Barat juga memiliki tindakan tertinggi yang dilakukan 
oleh non-Negara, yaitu pada tindakan intoleransi.  

Kencenderungan kebijakan diskriminatif yang telah ada atau 
diterbitkan di sejumlah daerah di Jawa Barat tersebut juga memberikan 
dampak pada meningkatnya animo masyarakat untuk melakukan 
tindakan di luar jalur hukum, baik itu melalui pernyataan atau 
tindakan. Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jawa Barat, misalnya, 
memberikan pernyataan mengenai bolehnya ormas merazia tempat 
makan yang buka siang hari saat Bulan Ramadhan, meskipun tidak 
secara berlebihan. 

Ditinjau dari sisi pelaku non-negara, pelanggaran tertinggi di 
Jawa Barat adalah tindakan intoleransi. Intoleransi ini terjadi dalam 
beberapa bentuk, yang paling banyak adalah penolakan atau pelarangan 
terhadap aktivitas, kegiatan, atau keberadaan suatu komunitas agama 
atau keyakinan. Sebagaimana dijelaskan dalam Bab 1 Laporan ini, 
intoleransi dimaknai sebagai intoleransi merupakan turunan dari 
kepercayaan bahwa kelompoknya, sistem kepercayaan atau gaya 
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hidupnya lebih tinggi daripada yang lain. Hal ini dapat menimbulkan 
sejumlah konsekuensi dari kurangnya penghargaan atau pengabaian 
terhadap orang lain hingga diskriminasi yang terinstitusionalisasi. 

Grafik 9. 
Bentuk Tindakan Non-Negara di 5 Wilayah Tertinggi Pelanggaran

Di tingkat provinsi, misalnya, pelarangan perayaan Valentine 
tidak hanya dilakukan oleh pemerintah provinsi, namun juga diikuti 
tindakan pelarangan oleh Forum Pelajar Sadar Hukum dan HAM 
Provinsi Jawa Barat dengan meminta para pelajar di tingkat SMA, 
SMK, MA, dan sederajat untuk tidak merayakan hari Valentine, baik di 
dalam maupun luar sekolah. 

Intoleransi bentuk ini tergambar dari beberapa peristiwa 
pelanggaran di Jawa Barat, di antaranya penolakan terhadap tempat 
ibadah bagi komunitas keagamaan sebagaimana terjadi pada proses 
pembangunan Pura di di Desa Sukahurip, Kecamatan Sukatani, 
Kabupaten Bekasi, yang mendapatkan penolakan dari warga. Warga 
beralasan bahwa pembangunan Pura tersebut di atas lahan makam 
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leluhur Desa Sukahurip, Syeikh Komarudin, sehingga harus ditolak. 

Peristiwa intoleransi terkait tempat keagamaan dilakukan 
oleh warga Paseh, Kelurahan Tuguraja, Kecamatan Cihideung, 
Kota Tasikmalaya, yang menolak pembangunan rumah duka pada 
24 Desember 2019. Terdapat pertemuan yang dihadiri oleh para 
tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta Majelis Ulama 
Indonesia yang memutuskan untuk tidak menyetujui pendirian rumah 
duka khususnya di wilayah Kecamatan Cihideung dan umumnya di 
Kota Tasikmalaya.  

Bentuk intoleransi lain yang terjadi di Jawa Barat adalah penolakan 
kegiatan-kegiatan dengan alasan keagamaan atau moral. Di antaranya 
adalah terkait dengan penolakan kegiatan Assyura di Kota Bandung 
yang digelar oleh Majelis Shalawat di Jalan H. Mukti, Ciwastra, Kota 
Bandung, pada September 2019. Penolakan tersebut dilakukan oleh 
seratusan orang yang menamakan diri Forum Umat Islam (FUI) 
dengan berunjuk rasa di sekitar lokasi acara. Meski demikian, aparat 
kepolisian melakukan penjagaan dan pengamanan di sekitar acara 
hingga kegiatan ini selesai. 

Perempuan dengan Disabilitas Mental 
Didakwa Penodaan Agama 

Seorang perempuan berusia 52 tahun, Suzethe Margaret, 
tiba-tiba menghebohkan warga di Sentul, Babakan 
Madang, Kabupaten Bogor, pada Minggu, 30 Juni 2019. 
Hal ini lantaran tindakan provokatifnya tiba-tiba masuk 
ke dalam masjid dengan membawa anjing, dengan kondisi 
masih menggunakan sepatu. Dewan Kemakmuran Masjid 
(DKM) Al-Munawaroh, Sentul, Babakan Madang, langsung 
melaporkannya ke kepolisian pada 1 Juli 2019. Statusnya 
menjadi tersangka pada 1 Juli 2019 itu pula dan dilanjutkan 
dengan proses penyidikan. Suzethe dituntut delapan bulan 
penjara oleh jaksa karena melanggar Pasal 156a Kitab 
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Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dalam persidangan 
yang telah dimulai sejak September 2019. 

Sebelum masuk ke dalam masjid, ia sempat bersitegang 
dengan penjaga parkir masjid tersebut. Seorang jemaah 
sempat pula menghadangnya untuk masuk. Keributan di 
luar masjid ini sempat menarik perhatian warga sekitar 
dan di antara mereka ada yang merekam hingga Margaret 
masuk ke dalam masjid sambil berteriak-teriak mencari 
suaminya. Peristiwa ini sempat viral di media sosial. Untuk 
menghindari tindakan main hakim sendiri dari warga yang 
semakin geram dengan tindakannya, salah seorang petugas 
masjid memanggil penegak hukum. Tak lama, 3 orang polisi 
mendatangi masjid tersebut. Setelah emosinya reda, Margaret 
kemudian dibawa ke kantor polisi. 

Kepolisian sempat hendak menahan Margaret, namun 
pihak tahanan menunda penahanannya karena kondisi 
kejiwaannya dan menyerahkan ke rumah sakit kepolisian 
untuk diperiksa lebih lanjut. Dalam pemeriksaan di rumah 
sakit Polri ini, diketahui ada gangguan kejiwaan pada 
Margaret dan kecenderungan mental lainnya, seperti sulit 
berkomunikasi, sering berteriak, dan tidak memberikan 
keterangan yang konsisten. Dari tindak lanjut observasi 
yang dilakukan tiga dokter internal RS Polri dan dua dokter 
kejiwaan yang menangani kondisi medisnya, Kepala Rumah 
Sakit (RS) Polri Kramat Jati Brigjen Musyafak mengatakan 
berdasarkan diagnosis, SM menderita gangguan kejiwaan 
skizofrenia tipe paranoid dan skizoafektif. Setelah empat hari 
di rumah sakit ini, ia kemudian dirawat di rumah sakit jiwa 
sekitar 2 bulan. Setelah keluar dari rumah sakit jiwa, proses 
peradilannya berlanjut. 

Setelah menjalani proses sidang, Pengadilan Negeri Cibinong 
menyatakan bahwa Margaret terbukti bersalah melakukan 
tindak pidana penodaan agama, namun ia dinyatakan 
mengidap skizofrenia, sehingga menurut Pasal 44 KUHP ia 
tidak bisa dihukum. Untuk itu, Majelis Hakim memberikan 
vonis bebas kepadanya pada 5 Februari 2020.
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Aksi intoleransi juga mewujud dalam aksi penolakan atas kegiatan 
Cap Go Meh (CGM) atau Bogor Street Festival 2019, kegiatan tahunan 
yang dilakukan oleh Forum Muslim Bogor, pada 28 Januari 2019. 
Penolakan tersebut melalui surat seruan di media sosial yang berisi 
ajakan kepada umat muslim di Kota Bogor untuk tidak menghadiri acara 
CGM. Kegiatan lainnya yang ditolak adalah Festival Nyi Pohaci pada 18 
Juli 2019 yang dilakukan oleh Persatuan Ulama Purwakarta.30 Tindakan 
intoleransi terjadi di Sukabumi, sekelompok massa FPI yang dipimpin 
oleh Habib Basim mengusir Haddad Alwi 16 Desember 2019 dengan 
alasan Syiah. Kegiatan ini terjadi saat Haddad Alwi hendak memimpin 
shalawatan dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad  SAW 
sekaligus haul ke-8 Habib Abdullah bin Zein Alatas di Desa Cikurutug, 
Kecamatan Cireunghas, Sukabumi.

Tindakan intoleransi lain yang sebetulnya terkait dengan 
pelanggaran hak ekspresi adalah terkait dengan penolakan kegiatan 
oleh Aliansi Aktifis dan Masyarakat Muslim Tasikmalaya terhadap 
rencana acara bedah buku Menemani Minoritas yang akan 
diselenggarakan pada 13 Oktober 2019 di Balai Pertemuan Ahmadiyah, 
Jl. Nagarawangi Tasikmalaya. Penolakan itu terjadi pada 12 Oktober 
2019 dan disampaikan melalui surat pernyataan sikap yang ditujukan 
kepada Kapolres Tasikmalaya. Alasannya karena Jamaah Ahmadiyah 
Indonesia dianggap sesat berdasarkan fatwa MUI Nomor: 11/MUNAS 
VII/MUI/15/2005 Tentang Aliran Ahmadiyah. 

2. Jawa Timur: Beragamnya Aktor Pelanggaran 	

Wilayah tertinggi kedua adalah Jawa Timur, dengan 9 tindakan 
oleh negara dan 16 tindakan oleh non-negara, dengan total 22 peristiwa. 
Diskriminasi dan pentersangkaan merupakan tindakan tertinggi 
negara, sementara tindakan non-negara tertinggi adalah intoleransi, 
kemudian pelaporan penodaan agama, serta 3 bentuk tindakan lain. 

30   Penolakan tersebut tertuang dalam sebuah poster yang berisi pernyataan 
sikap oleh Persatuan Ulama Purwakarta tentang rangkaian kegiatan hari jadi 
Kota Purwakarta dan Kabupaten Purwakarta yang dianggap menyesatkan dengan 
mengangkat tema Nyi Pohaci. 
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Grafik 10
Bentuk Tindakan Pelanggaran oleh Negara di Jawa Timur

Diskriminasi yang menggambarkan tentang kegagalan negara 
untuk memberikan perlindungan kepada kelompok minoritas agama 
atau keyakinan yang ada di Indonesia. Hal ini semakin menguat 
dalam peristiwa-peristiwa pelanggaran yang diungkap dalam laporan 
ini, di antaranya adalah munculnya kebijakan-kebijakan yang 
didasarkan pada satu nilai moral atau nilai keagamaan, namun tidak 
dilakukan deliberisasi publik agar nilai tersebut bisa diterima sebagai 
“kebaikan publik” maupun kebijakan yang memang diarahkan untuk 
mendiskriminasi komunitas tertentu. Pemerintah Kabupaten Tuban 
mengeluarkan Surat Nomor 220/3782/414.205/2019 yang salah satu 
isinya adalah rekomendasi bagi pengunduran waktu pelaksanaan 
perayaan ulang tahun Dewa Yang Mulya Kongco Kwan Sing Tee Koen, 
yang sedianya digelar 25-26 Juli 2019 oleh Pengurus Tempat Ibadah Tri 
Dharma (TITD) Klenteng Kwan Sing Bio Tuban. Surat ini muncul ke 
publik pada tanggal 11 Juli 2019. 

Penerbitan Surat Edaran Nomor 451/364/425.013/2019 oleh 
Walikota Probolinggo, yang berisi imbauan agar semua OPD di 
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lingkungan Pemkot Probolinggo harus menghentikan seluruh 
aktivitas atau kegiatan ketika azan berkumandang dan segera 
melaksanakan salat berjamaah. Surat edaran ini muncul ke publik 
pada 8 Februari 2019. 

Kebijakan lain yang diskriminatif adalah Penerbitan Surat 
Bupati Sampang Nomor 451/024.1/434.013/2019, pada 13 Februari 
2019 perihal imbauan salat berjamaah yang ditujukan kepada 
semua organisasi perangkat daerah (OPD) dan Camat di Kabupaten 
Sampang. Dari perspektif kebebasan beragama, pemerintah 
dimungkinkan untuk mengelola kehidupan beragama selama 
kebijakan itu tidak diskriminatif. Sementara Surat Bupati Sampang 
Nomor 451/024.1/434.013/2019 ini sangat berpotensi memunculkan 
konsekuensi bagi ASN yang memiliki pandangan berbeda atau tidak 
mentaati imbauan tersebut. 

Seperti halnya di wilayah Jawa Barat, kebijakan diskriminatif 
muncul dalam bentuk pelarangan bagi siswa untuk mengikuti perayaan 
Valentine Day, yaitu dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik 
melalui Surat Edaran Nomor: 420/0313/437.53/2019 pada 8 Februari 
2019 oleh Dinas Pendidikan (Dispendik) Kabupaten Gresik. Surat 
tersebut ditujukan kepada Kepala Sekolah SD/SMP Negeri/swasta Se-
kabupaten Gresik dengan alasan Valentine Day bertentangan dengan 
norma dan budaya Indonesia sehingga harus dilarang, baik di sekolah 
maupun di luar sekolah. 

Bentuk tindakan diskriminatif lainnya beririsan dengan 
tindakan intoleransi karena dilakukan secara bersama-sama antara 
aparatur pemerintahan dan masyarakat. Pelanggaran ini terjadi 
ketika pelarangan aktivitas keagamaan dilakukan oleh Muspika 
Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, terhadap muslim Syiah, 
termasuk pula upaya penutupan tempat ibadah komunitas tersebut. 
Keputusan ini berdasarkan hasil mediasi antara warga dengan 
Muspika setempat, pada 26 Oktober 2019, yang juga dihadiri 
oleh tersebut dihadiri oleh sejumlah organisasi keagamaan, pihak 
kepolisian, TNI, Kesbanglinmas Kabupaten Probolinggo dan warga 
desa setempat. 
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Grafik 11 
Tindakan Pelanggaran Non-Negara di Jawa Timur

Sementara itu, pelanggaran yang dilakukan oleh aktor non-negara 
di Jawa Timur mengarah pada tindakan intoleransi oleh kelompok massa 
kepada suatu komunitas atau kelompok minoritas agama/ keyakinan. 
Kecenderungan pelanggaran di Jawa Timur pada 2019 terkait dengan 
intoleransi dalam hal penolakan terhadap keberadaan suatu komunitas 
di masyarakat, seperti penolakan pemakaman, pendirian rumah ibadah, 
kegiatan atau upacara keagamaan, hingga pelarangan aktivitas publik 
dengan alasan bertentangan dengan moral atau nilai agama. 

Dalam hal pemakaman, setidaknya terjadi di 2 daerah di Jawa 
Timur, yaitu penolakan makam Painah Ki Among Putro, seorang tokoh 
aliran kepercayaan, dengan alasan makam tersebut menyebabkan suasana 
angker dan kasus penolakan pemakaman jenazah warga non-muslim 
pada 15 Februari 2019 di Kecamatan Gedeg Kabupaten Mojokerto.31 
Kemudian, penolakan rumah ibadah atau ritual peribadahan terjadi di 
Malang terhadap pendirian gereja (GBI) di Desa Banjararum, Kecamatan 
Singosari, Kabupaten Malang, oleh sekelompok warga pada 28 September 
2019 dengan alasan karena pembangunan gereja tersebut dianggap 

31	 Meskipun akhirnya, pemakaman terhadap penganut Kristen ini 
diperbolehkan dengan syarat tidak boleh menggunakan ritual keagamaan Kristen 
dan simbol salib.
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memiliki masalah perizinan yang dinilai kurang terbuka dan mencurigai 
proses pengumpulan KTP dan tandatangan tidak sesuai prosedur.32 

Bentuk tindakan lain yang terjadi di Jawa Timur adalah tindakan secara 
terbuka di 3 daerah, yaitu penolakan kegiatan dilakukan oleh Front Pembela 
Islam (FPI) terhadap acara Jember Fashion Carnaval pada 6 Agustus 2019 
dengan alasan alasan penolakan adalah acara tersebut dianggap melanggar 
norma kesusilaan dan agama, pemasangan spanduk penolakan terhadap 
paham Syiah di Kecamatan Sumberasih, Kabupaten Probolinggo, pada 
25 Oktober 2019, serta pembentangan spanduk tidak mengucapkan dan 
menggunakan atribut Natal bagi umat muslim di Blitar menjelang Natal 2019. 

3. Aceh: Dominasi Pelanggaran oleh Negara 

Aceh merupakan wilayah ketiga yang memiliki angka pelanggaran 
tertinggi dibandingkan wilayah yang lain, dengan tingkat pelanggaran 
aktor-negara tertinggi dibandingkan wilayah lain. 

Grafik 12. 
Pelanggaran Negara dan Non-Negara di Aceh 

32   Atas penolakan tersebut, Pemerintah Daerah mengadakan pertemuan 
yang melibatkan Kepala Desa, Camat, Muspika, MUI, dan elemen masyarakat 
hingga FKUB di Kantor Kecamatan Singosari pada 27 September 2019. Sebagai proses 
lanjutannya, Pemerintah Desa Banjararum akan melakukan rapat koordinasi dan 
sosialisasi dengan mengundang pemohon yang mengajukan pendirian rumah ibadah 
beserta para pengguna sebanyak 90 orang dan pendukung rumah ibadah 60 orang. 
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Grafik 	 di atas menunjukkan dominasi tindakan negara 
dalam bentuk diskriminasi di Aceh, dengan 3 kasus pelanggaran yang 
dilakukan oleh non-negara, yaitu intoleransi, penolakan kegiatan 
keagamaan, dan perusakan. 

Dalam hal regulasi, terdapat 2 kebijakan yang dicatat terkait 
dengan diskriminasi yang terjadi di Aceh, yaitu terkait dengan larangan 
perayaan Hari Valentine pada 14 Februari. Larangan perayaan ini 
dilakukan oleh Pemerintah Kota Banda Aceh dengan menerbitkan 
Seruan tahun 2019 tertanggal 21 Januari 2019 oleh Walikota Banda 
Aceh karena bertentangan dengan Syariat Islam dan bukan budaya 
Aceh.33 Selain Banda Aceh, kebijakan serupa juga dikeluarkan oleh 
Bupati Aceh Utara melalui Surat Edaran Bupati Nomor 331.5/245/2019 
pada 12 Februari 2019. Kebijakan diskriminatif lainnya dikeluarkan 
oleh Walikota Banda Aceh pada 20 Agustus 2019 melalui imbauan 
kepada seluruh pelaku usaha di Kota Banda Aceh untuk menutup 
atau menghentikan seluruh aktivitasnya 10 menit menjelang azan 
berkumandang setiap waktu salat lima waktu.34 

Sementara itu, tindakan negara yang dominan di Aceh adalah 
terkait dengan pelaksanaan kebijakan khusus di Aceh yang dijalankan 
berdasarkan Syariat Islam. Beberapa kasus yang paling banyak terjadi 
adalah tindakan razia pakaian atau busana yang tidak sesuai dengan 
Syariat Islam, di antaranya yang dilakukan oleh tim gabungan 
Pemerintah Daerah Aceh Timur pada 24 Maret 2019, razia di Banda 
Aceh pada 8 April 2019 oleh Polisi Syariat Islam Provinsi Aceh di jalan 
sebelum jembatan Pango, Gampong Pango, Kecamatan Ulee Kareng, 
Banda Aceh, razia oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Aceh Besar 
pada 23 Juli 2019, dan razia oleh petugas gabungan di Aceh Timur pada 
10 April 2019. 35 

Praktik diskriminasi dalam bentuk lain terjadi di wilayah Aceh 
terjadi di Aceh Barat, seorang Bupati, memecat tiga orang camat di 
Kabupaten tersebut pada 11 Juni 2019 dengan alasan karena ketiganya 

33   Seruan ini tidak bernomor, ditandatangani oleh Wali Kota Banda Aceh, 
Aminullah Usman, Se.Ak, MM

34   Imbauan ini dituangkan dalam Surat Imbauan Walikota Banda Aceh 
Nomor 451/0923 tentang menghentikan aktivitas muamalah menjelang azan.

35   Razia ini didasarkan pada Qanun Provinsi Aceh Nomor 11/2002 tentang 
Aqidah, Ibadah, dan Syiar Islam.
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tidak melaksanakan salat Ied bersama warga di wilayah tugasnya. 

Sementara tindakan intoleransi di wilayah Aceh terjadi dalam 
bentuk intoleransi, penolakan kegiatan keagamaan, dan perusakan. 
SETARA Institute mencatat intoleransi dengan cara perusakan situs 
makam Raja Amat, tokoh Islam tertua se-Asia Tenggara di Desa Leubok 
Tuwe, Kecamatan Meurah Mulia, Aceh Utara oleh sekelompok warga 
pada 28 Januari 2019. Kondisi makam sudah digali dengan kedalaman 
setengah meter dan disekitar lokasi ditemukan linggis, cangkul dan dua 
sekop. Kemudian, terjadi penolakan kegiatan keagamaan dilakukan 
oleh sekelompok warga terhadap Ustaz Dr. Firanda Andirja pada 13 
Juni 2019 dalam sebuah pengajian yang diadakan di Masjid Al Fitrah 
Keutapang II Banda Aceh. Sekelompok massa tiba-tiba mendatangi 
acara tersebut dan membuat kegaduhan.

Peristiwa lainnya di Aceh, intoleransi dilakukan oleh Majelis 
Permusyawaratan Ulama (MPU) Kabupaten Pidie, Aceh, dengan 
dikeluarkannya surat berisi saran dan masukan kepada Bupati 
Pidie. Surat ini berisi permintaan tentang perawat yang tidak boleh 
melayani pasien lawan jenis di rumah sakit, penertiban warung 
kopi agar tidak menggelar musik, pendidikan sekolah memasukkan 
muatan lokal berbasis pesantren dan memisahkan laki-laki dan 
perempuan.36 

D. Aktor Negara, Aktor Non-Negara, dan Tindakan 

Perspektif hak asasi manusia menegaskan adanya pelanggaran 
atas kebebasan beragama atau berkeyakinan yang dilakukan oleh 
negara dan aktor bukan negara. Dibandingkan tahun 2018, tindakan 
negara yang melanggar hak-hak kebebasan beragama/berkeyakinan 
pada tahun 2019 meningkat signifikan, yaitu dari 72 tindakan menjadi 
168 tindakan dari total 327 bentuk tindakan. Demikian halnya dengan 
tindakan aktor bukan negara, meningkat dari 130 pada tahun 2018 
tindakan menjadi 159 tindakan. 

36   Surat MPU Pidie Nomor 451.7/089/2019 M itu disampaikan MPU Pidie 
pada 5 Maret 2019.
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Grafik 13. 
Tindakan Negara dan Non Negara Tahun 2018 dan 2019 

 

Dari segi tindakan, meningkatnya tindakan negara pada tahun 
2019 disebabkan karena meningkatnya tindakan diskriminasi dan 
pelarangan usaha. Sementara dalam tindakan non-negara, bentuk 
tindakan intoleransi yang berkontribusi signifikan menaikkan 
angka pelanggaran pada tahun 2019. Pelaku negara dan non-negara 
sama-sama signifikan pada tahun 2019, meskipun 51% pelanggaran 
merupakan tindakan non-negara dan tindakan negara sebanyak 49%. 

Grafik 14. 
Pelaku Negara dan Non-Negara

Sebagaimana Laporan SETARA Institute 2018, aktor negara yang 
paling banyak melakukan pelanggaran adalah pemerintah daerah 
dengan 51 tindakan. Secara terpisah, aktor negara kedua tertinggi yang 
paling banyak melakukan pelanggaran adalah Satuan Polisi Pamong 
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Praja (Satpol PP) dengan 31 tindakan dan diikuti oleh kepolisian 
dengan 24 tindakan. Satpol PP merupakan aktor baru yang kemudian 
menanjak signifikan pada tahun 2019 dibandingkan 2018, sementara 
Kepolisian, meskipun berada pada urutan ketiga pada tahun 2019, 
jumlah tindakan meningkat dari tahun 2018 (17 tindakan pada tahun 
2018 berbanding dengan 24 pada tahun 2019). Dalam kategori enam 
aktor dengan tindakan teratas pada tahun 2019, sebagaimana diungkap 
dalam grafik berikut, secara berurutan dilakukan oleh dinas pendidikan 
dengan 10 tindakan, TNI dengan 9 tindakan, institusi pendidikan 8 
tindakan, dan Wilayatul Hisbah dengan 6 tindakan. 

Grafik 15. 
Pelaku Negara dengan Tindakan Tertinggi 2019

Sementara itu, tindakan oleh aktor non-negara mencapai 168 
bentuk didominasi oleh kelompok warga yaitu sebanyak 48 tindakan, 
kemudian tertinggi kedua oleh individu sebanyak 21 tindakan, dan 
tertinggi ketiga adalah ormas keagamaan sebanyak 14 tindakan. 
berikutnya adalah ormas dengan 10 tindakan. Dua aktor non-negara 
lainnya masing-masing 8 tindakan adalah Majelis Ulama Indonesia 
(MUI) dan Front Pembela Islam (FPI). Grafik berikut ini secara jelas 
merinci pelaku dari aktor non-negara. 
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Grafik 16. 
Pelaku Non-Negara

Dibandingkan tahun 2018, kelompok individu konsisten berada 
di nomor urut pertama dengan tindakan tertinggi dari aktor non-
negara. Ormas dan kelompok warga merupakan dua aktor yang 
termasuk 6 kategori pelaku tindakan teratas pada 2018 juga tetap 
berada pada kategori 6 teratas pada tahun 2019. Sementara Forum 
Umat Islam (FUI) yang masuk 6 teratas pada 2018 digantikan oleh 
Front Prmbela Islam pada tahun 2019. 

	 Kelompok Warga											          48
	 Individu										         21	
	 Ormas keagamaan								       14
	 Ormas							      10
	 Majelis Ulama Indonesia (MUI)						     8
	 Front Pembela Islam (FPI)						     8
	 Warga					    7
	 Pengusaha				   5
	 GP Ansor			  2
	 Forum Umat Islam			  2
	 Persaudaraan Alumni (PA) 212	 1
	 Pemuda Pancasila (PP)	 1
	 Laskar Umat Islam Surakarta (LUIS) 	 1
	 Kelompok guru	 1
	 Karaton Ngayogyakarta Hadiningrat 
	 Kawedanan Hageng Panitaputra	
	 Jawara Sunda	 1
	 Forum Muslim Bogor 	 1
	 Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia	 1
	 Banser	 1
	Aliansi Nasional Anti Syiah (ANNAS)	 1

1
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E.	 Pelanggaran KBB: Tren dan Kelompok Korban
1.	 Regulasi dan Kebijakan KBB tahun 2019 

Salah satu tantangan perlindungan dan penghormatan kebebasan 
beragama/berkeyakinan di Indonesia adalah terkait dengan regulasi 
dan kebijakan negara yang masih diskriminatif. Meskipun UUD 
Negara RI 1945 dan sejumlah undang-undang seperti UU No. 
39 Tahun 1999 Tentang HAM menegaskan hak-hak kebebasan 
beragama ini, pada kenyataannya regulasi yang melanggar prinsip 
KBB masih banyak ditemui dalam ragam peraturan di pelbagai level 
dan bentuknya. 

Di antara peraturan yang masih berlaku dan seringkali 
memunculkan korban adalah pengaturan tentang penodaan agama 
yang tak kunjung diperbaiki. Delik penodaan yang dicantumkan 
dalam UU No 1/PNPS/1965 Jo. Pasal 156a KUHP masih efektif 
berlaku hingga saat ini dan menjadi celah bagi kelompok intoleran 
atau konservatif untuk membatasi hak-hak beragama masyarakat. 
Bagian lain dalam laporan ini menjelaskan tentang praktik penodaan 
masih jamak digunakan dan diproses oleh penegak hukum bahkan 
hingga pemenjaraan. 

Salah satu regulasi yang cukup banyak mendapatkan perhatian 
publik di tahun 2019 adalah terkait dengan revisi KUHP yang 
dicanangkan oleh DPR. Proyek revisi KUHP merupakan rencana lama 
yang sudah dibahas oleh DPR untuk beberapa kali periode. Baru pada 
periode terakhir DPR 2015 – 2019, upaya untuk mengesahkan RUU 
KUHP semakin menguat. Namun, rencana tersebut tidak begitu lancar 
karena banyaknya penolakan dari masyarakat terhadap rancangan 
yang sudah disepakati oleh pemerintah dan DPR, termasuk pula terkait 
dengan pasal-pasal tentang agama. 

Terkait agama, terdapat sejumlah pasal yang menjadi sasaran 
kritik dari organisasi masyarakat sipil, karena pengaturan agama 
yang seharusnya dapat lebih progresif dibandingkan ketentuan yang 
berlaku saat ini justru tidak dipilih oleh pemerintah. Dengan pelbagai 
penolakan dan kritik, RUU KUHP akhirnya tidak dilanjutkan oleh 
DPR. 
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Kebijakan lain yang masih mengganjal pelaksanaan hak kebebasan 
beragama atau berkeyakinan di Indonesia adalah tentang kewenangan 
Kejaksaan Agung dalam pengawasan aliran kepercayaan. Kewenangan 
ini diatur dalam Pasal 30 ayat (3) UU No. 16 Tahun 2004 Tentang 
Kejaksaan RI, yang memberikan wewenang bagi Kejaksaan dalam 
bidang ketertiban dan ketenteraman umum, antara lain mengawasi 
aliran kepercayaan. Atas kewenangan tersebut, Kejaksaan di tingkat 
daerah juga membentuk Bakor Pakem yang memiliki tugas untuk 
mengawasi kelompok-kelompok yang ‘menyimpang’. UU ini masih ada 
hingga saat ini meskipun Mahkamah Konstitusi telah mengeluarkan 
Putusan yang menegaskan kesetaraan makna antara agama dan 
kepercayaan. 

Selain dari kedua peraturan di atas, peraturan lain setingkat 
undang-undang yang masih sering memunculkan dampak 
pelanggaran KBB adalah tentang pengaturan ujaran kebencian 
sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 156 – 157 jo Pasal 28 
Ayat (2) UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi 
Elektronik (ITE). Peraturan ini pada dasarnya dibutuhkan untuk 
meredam tindakan-tindakan yang mengarah pada kekerasan 
dan permusuhan berbasis agama. Hal ini pula yang ditegaskan 
di dalam Pasal 20 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik. 
Hanya saja, secara praktik, pengaturan ujaran kebencian 
tidak dilaksanakan dengan mengikuti prinsip-prinsip HAM. 
Sebaliknya, Pasal ini justru digunakan untuk membatasi hak-hak 
beragama kelompok minoritas dan rentan, bahkan memunculkan 
korban kriminalisasi. 

Di tingkatan yang lebih rendah, selain masih banyaknya 
peraturan dan kebijakan di daerah yang diskriminatif dengan 
menggunakan dasar atau argumentasi keagamaan, peraturan di level 
kementerian dan lembaga juga belum diubah hingga 2019. Di antara 
kebijakan yang selama ini banyak dikritik adalah Surat Keputusan 
Bersama (SKB) 3 Menteri Tahun 2018 Tentang Ahmadiyah dan 
Surat keputusan bersama (SKB) larangan aktivitas Gerakan Fajar 
Nusantara (Gafatar) yang dikeluarkan Menteri Agama, Jaksa 
Agung dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) berdasarkan surat 
keputusan Nomor Kep-043/A/JA/02/2016 dan Nomor: 223-865 



56

LAPORAN KONDISI KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN & minoritas keagamaan DI INDONESIA TAHUN 2019

Tahun 2016. Menurut tata urut peraturan perundang-undangan 
di Indonesia, keduanya tidak memiliki dasar hukum yang kuat. 
Namun, secara praktik, keduanya memunculkan dampak yang 
serius bagi penikmatan hak kebebasan beragama atau berkeyakinan 
bagi Ahmadiyah dan komunitas Gafatar.  

Peraturan lain yang memunculkan problematika lainnya 
adalah terkait dengan PBM 2 Menteri Tahun 2006 tentang Rumah 
Ibadat. Meskipun ragam argumentasi disampaikan oleh Pemerintah 
terkait pengaturan rumah ibadat di dalam PBM ini, secara praktik 
PBM ini menghalangi hak-hak beragama di masyarakat, terutama 
bagi kelompok minoritas. Dalam banyak kasus (sebagaimana pula 
digambarkan di dalam Laporan SETARA Institute 2019 ini), PBM 
dijadikan dalih bagi kelompok intoleran atau konservatif untuk 
menghalangi atau mempermasalahkan pendirian rumah ibadat. 
Bahkan, Pemerintah hendak menaikkan status PBM ini menjadi 
Peraturan Presiden agar lebih mengikat dan memberikan dasar 
bagi Pemerintah pusat dan daerah untuk mengatur tentang rumah 
ibadat. 

2. Tren Pelanggaran Kebebasan Beragama/Berkeyakinan 2019

Laporan Kebebasan Beragama /Berkeyakinan SETARA Institute 
Tahun 2019 mengidentifikasi tren pelanggaran yang terjadi selama 
setahun sebagai gambaran umum kasus-kasus kebebasan beragama/
berkeyakinan terjadi di Indonesia. Tren pelanggaran tersebut 
menggambarkan konsistensi negara dalam melaksanakan kewajiban 
hak asasi manusianya untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi 
hak dan kebebasan warga negara.  

Dilihat dari sisi bentuk tindakan pelanggaran, pelanggaran 
kebebasan beragama/ berkeyakinan di Indonesia didominasi tindakan 
diskriminasi yang dilakukan negara, dengan 89 tindakan diskriminasi 
selama tahun 2019. Konsistensi tindakan diskriminasi oleh negara 
tidak bisa dilepaskan dari ragam kebijakan dan praktik yang terjadi 
di sebaran wilayah pemantauan, seiring dengan tren meningkatnya 
intoleransi yang dilakukan oleh aktor non-negara. 
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Grafik 17.
Sepuluh Tindakan Tertinggi Negara

Merujuk pada sejumlah analisa yang dilakukan, populisme 
dapat digunakan sebagai terporong untuk melihat lebih rinci tentang 
menguatnya diskriminasi yang dibarengi dengan menguatnya 
intoleransi. Peningkatan kebijakan dan praktik diskriminatif ini tidak 
lepas dari menguatnya kelompok-kelompok yang menggunakan politik 
identitas beberapa tahun terakhir, yang kemudian mengarah pada 
pembakuan norma agama sebagai dasar pembuatan kebijakan dan 
praktik pemerintahan.37 Akibatnya, norma keagamaan maupun moral 
yang diambil secara parsial dari suatu komunitas tertentu digunakan 
sebagai acuan kebijakan yang berlaku umum bagi setiap warga negara 
atau setidaknya bagi masyarakat di suatu wilayah yang heterogen. Tidak 
hanya itu, dalam banyak praktik di lapangan, kebijakan diskriminatif 
itu dipilih pula oleh para pemangku kewajiban – terutama daerah – 
sebagai tindakan oportunistik sebagai cara untuh mencegah hujatan 

37   Burhanuddin Muhtadi, Populisme Politik Identitas dan Dinaminka 
Elektoral: Mengurai Jalan Panjang Politik Elektoral, (Malang: Instrans Publishing, 
2019), h. 35

	 Diskriminasi	 89
	 Pelarangan usaha	 26
	 Penangkapan	 9
	 Pentersangkaan	 7
	 Kriminalisasi	 6
	Dakwaan penodaan agama	 5
	 Pembiaran	 4
	 Restriksi	 4
	Pelarangan aktivitas ibadah	 3
	 Pelarangan kegiatan	 3
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yang dapat diarahkan oleh kelompok-kelompok intoleran.38  

Dari sudut pandang kebebasan beragama, penggunaan nilai 
keagamaan, tradisi, atau norma yang ada di masyarakat dalam 
kehidupan kenegaraan merupakan suatu hal yang absah selama 
memang norma tersebut diuji terlebih dahulu dalam ruang dan 
lingkungan yang demokratis.39 Pengujian terhadap norma atau nilai 
tersebut menjadi tumpuan bagi pengambil kebijakan apakah norma 
atau nilai ini telah dapat diterapkan bagi semua orang yang memiliki 
latar belakang, pikiran, hati nurani, keyakinan, dan kepercayaan 
berbeda-beda. Dari ragam praktik di dunia, menurut Cole Durham 
dan Scharfss, meskipun kecenderungan negara yang menganut agama 
resmi cenderung diskriminatif, faktanya negara agama atau tidak 
berdasarkan agama tertentu sama-sama potensi melanggar kebebasan 
beragama/berkeyakinan.40 

Hanya saja, sebagaimana Vedi Hadiz, kekhawatiran kelompok 
Islam politik terhadap pelaksanaan demokrasi yang belum matang 
membuat sejumlah politisi lebih memilih jalur pintas menggunakan 
nilai agama untuk menarik suara rakyat.41 Untuk itu pula, kebijakan 
yang diambil lebih mengutamakan kepentingan politik praktis 
dibandingkan menerjemahkan nilai keagamaan sebagai sumber 
kebaikan bersama atau untuk meningkatkan kualitas elektoral partai 
politik (yang sebagian besar berbasis agama). Dari karakter isu yang 
diambil, permasalahan keagamaan yang berkaitan dengan moralitas 
menjadi pilihan utama, sehingga tidak mengherankan bila kebijakan 
yang relatif baru muncul di tahun 2019 adalah terkait dengan perayaan 
Valentine. 

Sementara tindakan lain yang merupakan kebaruan dari 
pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan di tahun 2019 adalah 
terkait dengan tindakan pelarangan usaha yang berada di nomor kedua 
teratas dari tindakan negara. Merujuk pada kasus-kasus yang dipantau, 
tindakan ini berkaitan erat dengan perayaan bulan Ramadhan bagi umat 
Islam dan sementara warung makan atau restoran masih tetap buka. 

38   Vedi Hadiz dengan mengutip Bush (2008), Populisme Islam, h. 281. 
39   Lihat, W. Cole Durham dan Brett G. Schrarffs, Law and Religion: National, 

Internasional, and Comparative Perspective, (New York: Aspen Publisher, 2010), h. 115
40   W. Cole Durham dan Brett G. Schrarffs, Law and Religion, op.cit., h. 115. 
41   Vedi R. Hadiz, Populisme Islam, op. cit., h. 280. 
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Tabel 1. 
Wilayah yang Melarang Usaha Saat Ramadhan 

Lokasi / 
Wilayah Pelaku Dasar Pelarangan Usaha / Waktu

Kota 
Tangerang, 
Banten

Satuan Polisi Pamong 
Praja Kota Tangerang 

Surat Edaran Nomor 451/1437/
Disbudpar tertanggal 2 Mei 2019 

Kabupaten 
Lebak, Banten 

Satuan Polisi Pamong 
Praja atau Satpol PP 
Kabupaten Lebak 

Surat Edaran Bupati Nomor: 156/
KESRA/IV/2019

Kota 
Rangkasbitung, 
Kabupaten 
Lebak 

Satuan Polisi Pamong 
Praja (Satpol PP) 
Kabupaten Lebak 

13 Mei 2019 

Kota Cilegon, 
Banten 

Satuan Polisi Pamong 
Praja

Surat Walikota Cilegon Nomor: 
300/961/Satpol PP/2019 tentang 
Penutupan Penyelenggaraan 
Hiburan dan Restoran/Rumah 
Makan Selama Bulan Suci 
Ramadan. 

Kota Tangerang 
Selatan, Banten  

Satuan Polisi Pamong 
Praja

15 Mei 2019 / 

Surat Edaran walikota dan MUI 
Kota Tangsel 

Serang, Banten Satuan Polisi Pamong 
Praja 13 Mei 2019 

Kabupaten 
Bangka, 
Bangka 
Belitung 

Satuan Polisi Pamong 
Praja Kabupaten 
Bangka 

n/a 

Bangka Selatan, 
Bangka 
Belitung 

Satuan Polisi Pamong 
Praja n/a
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Lokasi / 
Wilayah Pelaku Dasar Pelarangan Usaha / Waktu

Kota Ternate, 
Maluku 

Satuan Polisi Pamong 
Praja Kota Ternate 

surat edaran surat Walikota Ternate 
Nomor 331.1/07/2019 

Kota Sabang, 
Aceh Wali Kota Sabang 5 Mei 2019

Kabupaten 
Kuantan 
Singingi 
(Kuansing), 
Provinsi Riau  

Polisi dan Satuan 
Polisi Pamong Praja 8 Mei 2019. 

Kota 
Pekanbaru, 
Riau  

Satuan Polisi Pamong 
Praja 

21 Mei 2019 / 

Keputusan Walikota Pekanbaru 
No.377 tahun 2019 tanggal 3 Mei 
2019 

Kota Mataram, 
Nusa Tenggara 
Barat 

Satuan Polisi Pamong 
Praja

Surat edaran Wali Kota Mataram 
Nomor 041/276/HMS/V/2019. 

Kota Padang 
Sumatera Barat 

Satuan Polisi Pamong 
Praja

Perda Nomor 11 tahun 2005 
tentang Trantibum 

Kota 
Payakumbuh, 
Sumatera Barat 

Tim 7 Gabungan 
Satuan Polisi Pamong 
Praja, TNI, Polri, dan 
Kejaksaan

16 Mei 2019 / Perda 

tentang larangan berjualan di siang 
hari pada bulan Ramadan. 

Kecamatan 
Cisarua, 
Kabubpaten 
Bogor, Jawa 
Barat 

Kecamatan Satpol 
PP Kecamatan, 
Kepolisian, dan 
Koramil 

SKB yang dikeluarkan Pemkab 
Bogor bersama Muspika, MUI, 
tokoh agama maupun masyarakat 
terkait jam buka saar Ramadhan. 

Jalan 
Tasikmalaya-
Garut, 
Kabupaten 
Tasikmalaya

Satuan Polisi Pamong 
Praja dan Kepolisian 
Resor 

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 
2014 tentang aturan usaha rumah 
makan selama Bulan Ramadhan. 
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Lokasi / 
Wilayah Pelaku Dasar Pelarangan Usaha / Waktu

Kota 
Sukabumi, 
Jawa Barat 

Majelis Ulama 
Indonesia, Satuan 
Polisi Pamong Praja, 
Polisi dan TNI 

n/a

Simeulue 
Timur, Aceh 

Satuan Polisi Pamong 
Praja dan Wilayatul 
Hisbah (WH) 

13 mei 2019

Kota 
Banjarmasin, 
Kalimantan 
Selatan  

Satuan Polisi Pamong 
Praja

14 Mei 2019 / 

Perda Nomor Tahun 2005 tentang 
Ramadhan. 

Kabupaten 
Bungo, Jambi  

Satuan Polisi Pamong 
Praja

Surat edaran Bupati Bungo nomor 
45/5-17/Adm Kesramas 

Kabupaten 
Pamekasan, 
Jawa Timur 

Satuan Polisi Pamong 
Praja 

Perda No 5 Tahun 2014 tentang 
Penertiban Kegiatan di bulan Suci 
Ramadhan 1440 

Kota 
Banjarbaru 

Satuan Polisi Pamong 
Praja

25 Mei dan 29 Mei 2019 

Surat Keputusan Wali Kota Nomor 
188.4.45/303/KUM/2013 tentang 
Ketentuan Operasional

Peraturan Daerah Kota Banjarbaru 
Nomor 04 tahun 2005 

Peraturan Walikota Banjarbaru 
Nomor 80 tahun 2016 tentang 
Pengaturan Izin Usaha Hiburan 
Umum, Rekreasi dan Olahraga 

Diskriminasi dalam bentuk pelarangan usaha dilakukan dengan 
berbagai rujukan kebijakan, mulai dari peraturan daerah hingga surat 
keputusan kepala daerah. Dari data di atas, diketahui bahwa pelaku 
pelarangan usaha di setiap daerah memiliki kesamaan, yaitu Satuan 
Polisi Pamong Praja dan untuk beberapa daerah dilakukan secara 
bersama-sama dengan kepolisian dan TNI. 



62

LAPORAN KONDISI KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN & minoritas keagamaan DI INDONESIA TAHUN 2019

Tindakan teratas ketiga yang juga signifikan pada tahun 2019 
adalah menguatnya intervensi negara terhadap kebebasan sipil 
(terutama beragama dan berekspresi) bagi warga negara. Laporan 
SETARA Institute 2019 mencatat, setidaknya terdapat 9 kasus 
penangkapan yang terjadi selama 2019 terhadap warga negara yang 
dianggap melakukan penistaan atau penodaan agama (6 kasus) dan 
ujaran kebencian (3 kasus).  

Tindakan-tindakan lain aktor Negara yang terjadi pada tahun 
2019 adalah terkait dengan pentersangkaan (7 tindakan), kriminalisasi 
(6 tindakan), dakwaan penodaan agama (5 tindakan), pembiaran (4 
tindakan), restriksi atau pembatasan (4 tindakan), dan terakhir yang 
termasuk 10 tindakan teratas adalah pelarangan aktivitas ibadah (3 
kasus). 

Grafik 18. 
8 Tindakan Tertinggi Non-Negara

	

Sementara itu, tindakan tertinggi aktor bukan negara masih 
didominasi oleh tindakan intoleransi yaitu sebanyak 54 tindakan, 
diikuti oleh tindakan pelaporan penodaan agama sebanyak 18 tindakan, 
penolakan pendirian tempat ibadah sebanyak 10 tindakan, penolakan 
tempat ibadah sebanyak 9 tindakan, perusakan 8 tindakan, ujaran 
kebencian sebanyak 8 tindakan, dan penolakan kegiatan keagamaan 
sebanyak 6 tindakan. 

	 Intoleransi	 54

	 Pelaporan penodaan agama	 18

	 Penolakan pendirian tempat ibadah	 10

	 Penolakan tempat ibadah	 9

	 Perusakan	 8

	 Perusakan tempat ibadah	 8

	 Ujaran kebencian	 8

	 Penolakan kegiatan keagamaan	 6
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Sebagaimana dijelaskan pada bagian pelanggaran per wilayah, kasus 
intoleransi masih mewarnai pelanggaran kebebasan beragama tahun 
2019 yang dilakukan oleh aktor non-negara. Hal ini juga seiring dengan 
riset SETARA Institute yang menegaskan meningkatnya intoleransi di 
daerah terkait dengan semakin menguatnya konservatisme di daerah 
dan pengaruh dari kebijakan dan situasi di level makro-nasional. 

Menguatnya konservatisme agama ditandai dengan dua 
fenomena utama, yaitu semakin melembaganya organisasi keagamaan/
sosial kemasyarakatan yang bersifat konservatif dan mengganggu 
kenyamanan dalam interaksi lintas identitas di tingkat lokal dan 
kedua fenomena berkembangnya ‘otoritas’ keagamaan baru yang 
berpotensi memperuncing ketegangan lintas identitas.42 Dengan ragam 
faktor lainnya, kedua faktor di atas memberikan pengaruh signifikan 
dalam penguatan konservatisme keagamaan di daerah dan akhirnya 
berkontribusi pada meningkatnya intoleransi. 

Sementara di level makro-nasional, tindakan intoleransi tidak bisa 
dilepaskan dari ruang komunikasi dan konsultasi komunitas keagamaan 
ketika menyikapi kelompok minoritas agama atau keyakinan, dinamika 
politik nasional yang berdampak pada politik lokal dan akhirnya pada 
relasi mayoritas-minoritas di daerah, kebijakan diskriminatif di level 
nasional, seperti SKB Ahmadiyah, yang berimplikasi negatif di daerah. 
Ketiga faktor tersebut, setidaknya tergambar dari sejumlah peristiwa 
dan tindakan yang dipantau dalam laporan ini, sehingga ‘pekerjaan 
rumah’ untuk menyelesaikan intoleransi di daerah harus dibarengi 
dengan perbaikan keagamaan, budaya politik elit di nasional, dan 
sekaligus pula kebijakan yang masih diskriminatif di tingkat nasional. 

Pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan lain yang juga 
signifikan di tahun 2019 adalah terkait dengan gangguan tempat ibadah 
yang mencapai 30 peristiwa dari total 200 peristiwa pelanggaran tahun 
2019. Pelanggaran gangguan terhadap rumah ibadah ini meliputi 
tindakan-tindakan yang mengganggu keberadaan rumah ibadah, mulai 
dari penolakan rumah ibadah, penolakan tempat ibadah yang telah 
berdiri, perusakan tempat ibadah, pelarangan atau gangguan pada 
aktivitas ibadah. Grafik di bawah ini menunjukkan rumah ibadah-

42   Lihat lebih lanjut terkait hal ini dalam Laporan tematik SETARA Institute, 
Halili (ed)., Revivalisme Islam dan Pelembagaan Syariah, (Jakarta: Pustaka Masyarakat 
Setara, 2019). 
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rumah ibadah yang menjadi sasaran pelanggaran pada tahun 2019, 
mencakup gereja sebanyak 60%, masjid 27%, dan pura 13%. 

Grafik 19 dan 20. 
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Data pemantauan di atas menunjukkan, gereja masih konsisten 
menjadi sasaran teratas pelanggaran gangguan rumah ibadah 
sebagaimana tahun 2018. Dari segi jumlah, peristiwa di tahun 2019 
meningkat menjadi 18 peristiwa yang sebelumnya hanya 13 peristiwa. 
Sementara itu, masjid yang pada tahun 2018 hanya 5 peristiwa menjadi 
8 peristiwa pada tahun 2019. Demikian pula pura, yang pada tahun 
2018 hanya 2 peristiwa menjadi 4 peristiwa. Secara keseluruhan, 
gangguan terhadap rumah ibadah meningkat di tahun 2019, dari total 
21 peristiwa pada 2018 menjadi 30 peristiwa pada 2019. 

Tingginya kasus-kasus yang berkaitan dengan rumah ibadat dalam 
satu atau dua tahun terakhir tidak dapat dipisahkan dari menguatnya 
penggunaan politik identitas dalam sejumlah pemilu nasional maupun 
lokal. Laporan survei yang dilakukan oleh Lembaga Survei Indonesia 
(LSI) menunjukkan kecenderungan peningkatan intoleransi dalam 
hal tempat ibadat dari tahun 2017 sebagaimana meningkatnya sikap 
intoleran masyarakat Indonesia terhadap pemimpin pemerintahan 
yang memiliki agama berbeda.43  

Slamet Ditolak karena Beda Agama, 
Bupati Bantul: Aturan Dusun Langgar Hukum!

Salah satu praktik baik terkait kebebasan beragama atau 
berkeyakinan pada 2019 muncul di Bantul, Yogyakarta. Sikap 
tegas yang disampaikan oleh pemerintah setempat, yaitu 
Suharsono sebagai Bupati Bantul perlu dicatat dalam laporan 
ini karena berani menyatakan sikap atas tindakan warga 
masyarakat yang melarang warga non muslim tinggal di RT 8 
Dusun Karet, Desa Pleret, Kecamatan Pleret, Bantul. Menurut 
Suharsono aturan itu melanggar hukum dan harus diubah. 
Ia menyatakan bahwa NKRI mengedepankan Bhinneka 
Tunggal Ika dan seharusnya tidak ada mendiskreditkan suku, 
ras dan agama. Jadi aturan itu (warga non muslim tinggal di 

43   Burhanuddin Muhtadi, Populisme Politik Identitas, op.cit., h. 37. 
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Dusun Karet) salah besar dan melawan hukum itu. 

Pernyataan Bupati ini berangkat dari suatu peristiwa 
yang terjadi di Dusun Karet terhadap seorang warga non-
Muslim, Slamet Jumiarto (42), yang dilarang tinggal di 
dusun tersebut pada awal tahun 2019. Setelah beberapa 
proses mediasi, ia tetap tidak diizinkan oleh kepala dusun 
dan lurah setempat.  Setelah proses ini, Slamet akhirnya 
mengalah dengan catatan warga RT 8 Dusun Karet 
merevisi kembali aturan yang melarang umat non muslim 
untuk tinggal di dusun tersebut. Atas aturan dan tindakan 
tersebut, Bupati Bantul menegaskan tidak adanya aturan 
rujukan terhadap larangan tersebut, sehingga warga harus 
mengubahnya, terutama dalam klausul larangan bertempat 
tinggal bagi non-Muslim. 

3.	 Kelompok Korban dan Korban Perempuan 

a. Kelompok Korban 

Dari sisi korban, pelanggaran kebebasan beragama/ 
berkeyakinan pada tahun 2019 menyasar 234 orang korban 
yang terdiri dari 24 kelompok.  Serupa dengan Laporan 
SETARA Instute tahun 2018, pelanggaran kebebasan 
beragama/berkeyakinan pada tahun 2019 paling banyak 
menimpa warga, yaitu mencapai 68 peristiwa. Pedagang 
menjadi korban pada 28 peristiwa, umat Kristiani/Kristen 
menjadi korban pada 27 peristiwa, individu menjadi korban 
pada 27 peristiwa, pelajar menjadi korban pada 19 peristiwa, 
umat Islam menjadi korban pada 11 peristiwa, aparatur sipil 
negara menjadi korban pada 9 peristiwa, Syiah menjadi 
korban pada 8 peristiwa, umat Katolik menjadi korban pada 7 
peristiwa, jemaat Ahmadiyah pada 6 peristiwa, dan selebihnya 
adalah umat Hindu, pengusaha, umat Konghucu, mahasiswi, 
tokoh agama, dan korban lainnya. 
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Grafik 21. 
Kelompok Korban 

b.	 Korban Perempuan dalam Pelanggaran Kebebasan 
Beragama/Berkeyakinan

Pelanggaran kebebasan beragama yang menyasar korban 
dari pelbagai kelompok dan kalangan tersebut di atas merupakan 
gambaran umum bahwa kelompok minoritas agama atau 
keyakinan masih berada dalam situasi rentan pelanggaran. Yang 
lebih utama, adalah mereka yang memang yang berada pada 
situasi paling rentan, seperti perempuan dan anak. 

Dari ragam pelanggaran yang terjadi, perempuan setidaknya 
menjadi korban pelanggaran, baik yang dilakukan oleh negara 
ataupun non-negara. Dalam banyak kasus kebebasan beragama/
berkeyakinan, perempuan mengalami diskriminasi ganda, akibat 
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dari pelanggaran kebebasan sekaligus pelanggaran sebagai 
perempuan. Komnas Perempuan, pada Laporan Khusus tahun 
2014 menegaskan, 

“Hasil pemantauan menunjukkan bahwa kerentanan 
atas kekerasan dan diskriminasi bagi perempuan semakin 
meningkat ketika ia menjadi bagian dari komunitas 
minoritas agama dalam situasi intoleransi. Seperti 
juga anggota komunitas yang laki-laki, mereka harus 
menghadapi situasi penyerangan dan intimidasi yang 
memposisikan mereka berhadapan dengan kekerasan 
fisik, psikologis, seksual dan ekonomi. Namun, perempuan 
juga berhadapan dengan bentuk dan dampak kekerasan 
yang khas karena jenis kelamin dan gendernya. Posisinya 
di dalam keluarga dan di komunitas juga membedakan 
pengalamannya akan kekerasan dan diskriminasi dalam 
konteks intoleransi dan pelanggaran hak konstitusional 
kebebasan beragama.”44

Kaitannya dengan hak perempuan tersebut, kebebasan 
beragama berada pada kerangka perlindungan terhadap 
kelompok ini dengan meletakkan individu atau kelompok sebagai 
subyek perlindungan. Kerangka ini mencakup dua hal, pertama 
bahwa penghormatan dan perlindungan kebebasan beragama/ 
berkeyakinan berlaku secara universal untuk setiap manusia, 
baik laki-laki maupun perempuan; dan kedua, bahwa kebebasan 
beragama memastikan bahwa perempuan terhindar atau bebas 
dari segala macam bentuk diskriminasi atau praktik berbahaya 
bagi perempuan.45

Untuk yang pertama, berangkat dari prinsip HAM yang 
terhubung satu sama lain, berdiri sendiri, dan tidak bisa 
dipisahkan satu sama lain (universal, interrelated, interdependent, 

44    Komnas Perempuan, Laporan Pelapor Khusus Komnas Perempuan  
Tentang Kekerasan dan Diskriminasi terhadap Perempuan dalam Konteks 
Pelanggaran Hak Konstitusional Kebebasan Beragama,  Pengalaman dan 
Perjuangan Perempuan Minoritas Agama Menghadapi Kekerasan dan 
Diskriminasi Atas Nama Agama, Jakarta, 22 Desember 2014. 

45	 Nazila Ghanea, IPPFoRB International Meeting in Singapore, 30-31 
October 2019. 
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dan indivisible). Kebebasan beragama/berkeyakinan sebagai 
bagian dari HAM tidak dapat dimaknai sebagai upaya untuk 
melindungi konservatisme atau tradisi patriarkis yang berasal 
dari ajaran agama. Sebaliknya, kebebasan beragama/berkeyakinan 
justru untuk melindungi individu atau kelompok, termasuk di 
dalamnya adalah perempuan, yang mencakup perlindungan untuk 
menginterpretasikan atau melaksanakan ajaran agamanya dengan 
cara yang dianggapnya benar, meskipun hal itu akan bertentangan 
dengan doktrin arus utama. 

Sementara aspek kedua, berangkat dari prinsip pembatasan 
hak kebebasan beragama/berkeyakinan, menegaskan pembatasan 
hak untuk menganut atau tidak menganut suatu agama yang 
merupakan non-derogable rights, hak untuk melaksanakan dan 
menjalankan agama atau keyakinan tersebut hanya bisa dibatasi 
dalam situasi yang sangat khusus, terutama ketika pelaksanaan 
hak tersebut akan melanggar hak orang lain. Untuk itu pula, hak 
kebebasan beragama/berkeyakinan tidak dapat digunakan sebagai 
justifikasi untuk melanggar hak dan kebebasan perempuan, 
termasuk prinsip kesetaraan. Sunat perempuan, ‘pembunuhan 
untuk kehormatan’ (honor killing), kekerasan berbasis jender, dan 
semua tindakan membahayakan lainnya yang didasarkan pada 
nilai atau ajaran agama justru menjadi sasaran tujuan perlindungan 
dari hak kebebasan beragama/berkeyakinan.46

Terkait dengan dua hal di atas, menurut Nazila Ghanea, 
setidaknya beberapa pertanyaan krusial muncul bagaimana 
perempuan dilindungi dalam konsep kebebasan beragama/
berkeyakinan, apakah kelompok perempuan mendapatkan 
perhatian yang cukup dalam kebebasan beragama/berkeyakinan, 
bagaimana koersi dari perspektif perempuan, bagaimana dengan 
pengaturan hukum keluarga atau perdata, serta bagaimana 
pengalaman perempuan mengalami diskriminasi dalam konteks 
agama? Secara realitas, pertanyaan yang krusial adalah terkait 
dengan apakah perempuan memiliki akses dalam kebebasan 
beragama/berkeyakinan, apakah menafsirkan hati nurani mereka 
secara bebas, serta apakah mereka dapat menjalankan keyakinan 

46	 https://www.universal-rights.org/blog/womens-rights-and-freedom-of-
religion-or-belief/
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mereka secara bebas? Untuk mengkonfirmasi hal tersebut di atas, 
bagian Laporan SETARA Institute akan ini merujuk pada peristiwa 
dan tindakan yang muncul selama pemantauan dilakukan. 

1)	 Hak Kebebasan Beragama/Berkeyakinan Perempuan 

Dari sejumlah peristiwa pelanggaran yang dipantau oleh 
SETARA Institute pada 2019, beberapa kasus dapat dikategorikan 
sebagai pelanggaran terhadap hak-hak kebebasan beragama/
berkeyakinan bagi perempuan, baik pada level internum maupun 
eksternum. Yang paling signifikan terkait KBB dan perempuan 
tentunya adalah terkait perempuan yang menjadi korban dari 
pelanggaran, terutama forum internum. Laporan SETARA 
Institute mencatat, setidaknya 2 peristiwa terkait penodaan atau 
penistaan agama yang menimpa perempuan, yaitu kasus Suzethe 
Margaret di Bogor, Jawa Barat, yang dilaporkan penodaan agama 
karena membawa anjing ke dalam masjid dan kasus lainnya adalah 
pelaporan penodaan agama yang dilakukan oleh Diah Mutiara 
Sukmawati Sukarnoputri pada 15 November 2019. 

Penodaan agama merupakan kasus yang tidak hanya 
menimpa perempuan, namun juga laki-laki. Pada 2019 sendiri 
setidaknya terdapat 18 peristiwa pelaporan dan 5 peristiwa 
dakwaan yang berlangsung. Namun, pada dua peristiwa di atas, 
sebagaimana ditegaskan Ghanea Nazila sebelumnya, konsepsi 
negara tentang bagaimana perempuan dilaporkan dan diproses 
secara hukum karena penodaan agama belum terkonstruksi secara 
baik dan komprehensif. Akibatnya, pelanggaran dalam bentuk 
pelaporan atau proses hukum dalam kasus penodaan agama yang 
menimpa perempuan memunculkan dampak tersendiri pada 
aspek kebebasan perempuan untuk meyakini, melaksanakan, dan 
mengekspresikan agama atau keyakinannya tersebut. Untuk itu 
pula, kegagalan negara dalam mengidentifikasi kekhususan situasi, 
kerentanan, dan dampak spesifik yang dialami oleh perempuan 
pada peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/berkeyakinan 
potensial meletakkan perempuan sebagai korban yang lebih 
menderita dibandingkan korban laki-laki.  

Dalam hal pelarangan jilbab, meskipun para ahli berbeda 
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pendapat tentang kedudukan atribut ini sebagai forum internum 
maupun forum eskternum, Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan 
Beragama lebih mengutamakan pendekatan kasus per kasus 
terhadap pembatasannya. Untuk itu pula, pembatasan yang 
tergesa-gesa terhadap jilbab oleh otoritas publik justru mengarah 
pada pelanggaran forum internum, karena terdapat sebagian 
umat Islam yang meyakini atribut ini sebagai forum internum. 
Pada peristiwa-peristiwa 2019 ditemukan beberapa perusahaan 
di Indonesia melarang penggunaan jilbab bagi pekerja wanitanya, 
seperti yang dilakukan oleh Optik Seis, Optik Melawai, Optik 
Tunggal, Sport Station, Gosh, ME Gallery, dan Jordan Bakery pada 
Mei 2019. 

Peristiwa lain juga terjadi di Lumajang, sebuah perusahaan 
yang memiliki supermarket dan Hotel Gajah Mada melarang 
penggunaan jilbab untuk lowongan kerja yang dipublikasi di sosial 
media. Di Depok, Jawa Barat, managemen sebuah hotel The Margo 
Hotel diketahui menolak seorang calon Praktik Kerja Lapangan 
(PKL) pada akhir Oktober 2019 karena adanya kebijakan pelajaran 
jilbab bagi karyawan. 

Bertolak belakang dengan peristiwa di atas, Laporan SETARA 
Institute 2019 juga menemukan banyak pemerintah daerah dan 
otoritas publik lainnya yang – memaksakan penggunaan jilbab – 
juga berpotensi melanggar forum internum. Hal ini didasarkan 
pada keragaman pemahaman keagamaan terkait jilbab dan diyakini 
oleh umat Islam, terutama perempuan, secara berbeda-beda. Tidak 
hanya sebagai bentuk pelanggaran terhadap kebebasan beragama/
berkeyakinan, perintah kewajiban penggunaan jilbab tersebut juga 
merupakan bagian dari diskriminasi terhadap perempuan atas 
dasar nilai atau norma agama. Hal ini akan dibahas lebih lanjut 
pada bagian berikutnya Bab ini. 

Pelanggaran hak perempuan di ranah eksternum atau 
manifestasi mewujud pada sejumlah peraturan atau kebijakan 
otoritas publik yang melarang penggunaan atribut keagamaan 
yang dianggap sebagai bagian dari anjuran keagamaan. Hal 
ini tergambar dari kasus-kasus pelarangan penggunaan cadar, 
niqab, maupun ukuran jilbab yang lebih besar bagi perempuan 
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di sejumlah institusi pendidikan, baik tingkat perguruan tinggi, 
menengah, maupun dasar.47  

2)	 Agama sebagai Dasar Diskriminasi Perempuan (?)

Dalam banyak kasus, termasuk pula dalam peristiwa-
peristiwa yang dicatat dalam pemantauan SETARA Institute 2019, 
nampak bahwa tidak jarang agama digunakan sebagai alat atau 
justifikasi untuk mendiskriminasikan perempuan. Keyakinan 
keagamaan – yang didasarkan pada pemahaman patriarkis 
dan bias – tidak jarang digunakan sebagai dasar pelaksanaan 
keyakinan seseorang untuk atau berdampak pada diskriminasi 
perempuan. Secara faktual, masih ada kesalahpahaman, bahkan 
di antara pegiat HAM, terkait dengan relasi antara kebebasan 
beragama/berkeyakinan dengan kesetaraan gender atau hak-
hak perempuan. Hal ini dicatat oleh Pelapor Khusus PBB untuk 
Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan dalam satu laporannya.  

Di tengah konflik yang sering terjadi di antara kebebasan 
beragama/ berkeyakinan dan kesetaraan gender, banyak orang 
menganggap kedua norma HAM itu memang saling bertentangan. 
Suatu konstruksi antagonistik abstrak mengenai relasi antara 
kebebasan beragama/berkeyakinan dengan kesetaraan gender 
sering kali didasarkan pada kesalahpahaman sifat keduanya 
sebagai hak asasi. Sebagai hak asasi, kebebasan beragama atau 
berkeyakinan tidak melindungi agama per se (seperti tradisi, 
nilai-nilai, identitas, dan klaim kebenaran), melainkan bertujuan 
memberdayakan manusia, baik secara individual maupun sebagai 
komunitas bersama yang lain.48 Untuk itu pula, konstruksi 
tentang pemahaman keagamaan yang bertentangan dengan nilai 
kebebasan beragama tidak dapat dijustifikasi pelaksanaannya 
dengan kebebasan beragama berkeyakinan. 

47	 Beberapa kasus yang muncul di antaranya adalah pelarangan penggunaan 
niqab atau cadar bagi mahasiswi di IAIN Parepare dan IAIN Kendari, larangan 
penggunaan jilbab besar di SMPN 1 Palangga, serta pelarangan menggunakan cadar 
bagi siswi SMPN 29 Makassar, Sulawesi Selatan. 

48	 Laporan Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan 
terkait hal ini dalam Heiner Bielefeldt, Freedom of Religion or Belief: Thematic Report 
of the UN Special Rapporteur 2010 – 2016, (Bonn: Internasional Institute for Religious 
Freedom, 2017). 
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Laporan SETARA Institute ini mengindikasikan adanya 
penggunaan nilai atau norma kegaamaan yang digunakan oleh 
otoritas publik atau institusi masyarakat, yang secara langsung 
maupun tidak, berimplikasi pada diskriminasi terhadap 
perempuan. Pada 2019, peristiwa-peristiwa yang dominan terjadi 
adalah penerbitan regulasi di tingkat lokal dan/atau pelaksanaan 
kebijakan yang diskriminatif. 

Terkait hal ini, SETARA Institute mencatat, setidaknya 
terdapat 4 (empat) aktor yang terlibat dalam peristiwa tersebut, 
di antaranya adalah pemerintah daerah, organisasi keagamaan, 
institusi pendidikan, dan terakhir adalah pelaku usaha. Tindakan 
pelanggaran yang dilakukan lebih dominan didasarkan pada 
pengaturan penggunaan pakaian atau atribut keagamaan yang 
berangkat dari streotipe perempuan dan bias gender. Hal ini terjadi, 
misalnya, di Tangerang Selatan, Banten, salah seorang Camat 
mengeluarkan Surat Perintah Nomor: 800/Kec.Cip/2019 tentang 
Perintah Penggunaan Pakaian Gamis Hitam Setiap Hari Jumat 
pada 9 Oktober 2019. Peristiwa lain yang juga terpantau cukup 
signifikan pada 2019 adalah tindakan pemaksaan penggunaan 
atribut atau pakaian yang sesuai dengan ajaran agama, terutama 
untuk wilayah yang menerapkan otomoni khusus seperti Aceh. 

Pemaksaan penggunaan atribut atau pakaian tersebut terjadi 
ketika aparatur Pemerintah Daerah melakukan razia terhadap 
masyarakat yang dianggap tidak berpakaian sesuai Syariat Islam 
di Aceh, sebagaimana terjadi di Aceh Timur yang dilakukan oleh 
tim gabungan Satpol PP, Wilayatul Hisbah Aceh Timur, Sat Lantas 
Polres Aceh Timur, serta Polsek dan Koramil Julok melakukan 
razia pada 24 Maret 2019. Terdapat 11 perempuan yang menjadi 
korban razia pengawasan dan penertiban busana yang tidak sesuai 
Syariat Islam saat mereka di perjalanan (penumpang bus, minibus, 
angkutan umum, dan pengendara sepeda motor). Razia pakaian 
juga dilakukan oleh Satpol PP dan Wilayatul Hisbah Aceh di Jalan 
Soekarno-Hatta, Kecamatan Darul Imarah, Aceh Barat, pada 23 
Juli 2019, Wilayatul Hisbah Kota Lhokseumawe pada 5 Agustus 
2019 di depan Taman Riyadah Lhokseumawe.  

Institusi kemasyarakatan yang juga melakukan tindakan 
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mengarah pada diskriminasi terjadi di Kabupaten Pidie, Aceh, 
dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Ulama (MPU) 
Kabupaten Pidie, Aceh, yang mengeluarkan surat berisi saran 
dan masukan kepada Bupati Pidie, di antaranya meminta perawat 
di rumah sakit untuk tidak melayani pasien lawan jenis dan 
memisahkan laki-laki dan perempuan.49 Sementara pada institusi 
pendidikan, kecenderungan kebijakan diskriminatif terjadi di 
salah satu SMPN di Jakarta dengan membedakan tangga antara 
siswa laki-laki dan perempuan pada 26 Juni 2019. Tindakan serupa 
juga terjadi di Nusa Tenggara Barat dengan adanya kebijakan 
yang dibuat oleh Balai Taman Nasional Gunung Rinjani terhadap 
pendaki Gunung Rinjani dengan menerapkan aturan memisahkan 
jalur pendakian antara laki-laki dan perempuan pada 19 Juni 2019. 

Pelapor Khusus PBB menegaskan 2 aspek utama yang dapat 
digunakan untuk mengukur sejauh mana negara melakukan 
diskriminasi terkait hak perempuan dalam kaitannya dengan hak 
kebebasan beragama, yaitu aspek berdasarkan pelanggaran dan 
aspek berdasarkan netralitas. Kedua aspek ini memiliki indikator 
masing-masing yang harus dijadikan tolok ukur dalam kebijakan 
dan tindakan negara.  

Aspek pertama adalah indikator pelanggaran. Indikator 
pelanggaran yaitu indikator untuk menilai apakah suatu 
pembatasan dilakukan telah melanggar hak beragama atau tidak. 
Bila salah satu atau lebih dari indikator-indikator berikut ini 
terbukti, berarti negara atau otoritas publik telah melanggar hak 
beragama atau berkeyakinan. Indikator-indikator tersebut adalah:  

1.	 Pembatasan terhadap simbol agama ini dilakukan untuk 
menghilangkan atau mengingkari hak atau kebebasan 
individu untuk menjalankan ajaran agama atau keyakinannya. 
Misalnya, larangan untuk menggunakan simbol agama yang 
diinspirasi oleh ideologi sekular (laicite) bahwa agama tidak 
boleh masuk ke ruang publik; pembatasan yang dilakukan 
tanpa alasan pembenar, dan tidak sesuai dengan prinsip-
prinsip pembatasan HAM. 

49   Surat bernomor 451.7/089/2019 M itu disampaikan MPU Pidie pada 5 
Maret 2019
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2.	 Pembatasan secara eksplisit dan sengaja dimaksudkan untuk 
atau diarahkan untuk memunculkan diskriminasi secara 
terang-terangan atau pembedaan kelompok agama atau 
keyakinan tertentu; 

3.	 Pembatasan penggunaan simbol agama dengan tujuan 
melindungi moral publik yang hanya didasarkan pada 
pandangan eksklusif satu tradisi saja (keagamaan, keyakinan, 
budaya, dan lain-lain). Dalam konteks HAM, moral publik 
dapat saja dijadikan alasan untuk melakukan pembatasan, 
namun moral tersebut tidak hanya berangkat dari satu tradisi 
saja, akan tetapi harus mewakili semua kepentingan tradisi, 
misalnya semua agama atau keyakinan, sehingga moral itu 
telah menjadi milik bersama (common values) dan tidak 
hanya dimiliki oleh salah satu tradisi.  

4.	 Ada kebijakan yang memberikan pengecualian terhadap 
larangan memakai simbol-simbol agama, baik secara terang-
terangan maupun secara diam-diam, yang disesuaikan 
dengan agama atau kepercayaan dominan atau agama 
penguasa atau pemegang otoritas saja. 

5.	 Pembatasan diterapkan secara diskriminatif atau memang 
untuk tujuan yang diskriminatif, misalnya dengan sewenang-
wenang menargetkan komunitas atau kelompok tertentu, 
misalnya kelompok perempuan.

6.	 Pembatasan dilakukan tidak spesifik terhadap simbol-simbol 
agama, sehingga pembatasan itu bersifat abstrak (umum) 
tanpa menetapkan simbol-simbol yang dilarang.  

7.	 Pembatasan yang dilakukan terhadap simbol-simbol yang 
menurut kelompok atau aliran keagamaan sebagai hak 
terdalam (internum) yang seharusnya bukan menjadi obyek 
pembatasan. 

8.	 Pembatasan menggunakan metode pemaksaan dan/
atau sanksi yang diterapkan kepada individu yang tidak 
ingin mengenakan pakaian agama atau simbol, dengan 
mendalihkan pada pandangan keagamaan, baik sanksi 
pidana, administratif, atau dalam relasi lain yang tidak 
seimbang. 
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Kedua, indikator netral. Indikator netral adalah indikator 
yang dirumuskan untuk mengukur apakah suatu pembatasan hak 
ekspresi keagamaan dilakukan secara absah atau tidak, yaitu: 

1.	 Secara bahasa, pembatasan atau pelarangan yang diterapkan 
menggunakan bahasa atau klausul yang netral dan mencakup 
semua (kelompok agama/keyakinan). Artinya, pembatasan 
tidak diskriminatif, tidak berat pada suatu pandangan agama 
atau keyakinan tertentu, atau memang ditujukan untuk 
kelompok tertentu. 

2.	 Pembatasan yang dilakukan tidak mengandung inkonsistensi 
atau bias terhadap kelompok agama tertentu, kelompok 
minoritas atau kelompok rentan. Artinya, pembatasan 
tersebut tidak menyasar kelompok minoritas atau rentan 
saja. 

3.	 Persyaratan foto di kartu identitas untuk menegaskan 
identifikasi pengguna simbol tersebut. Pembatasan 
dan keleluasaan terhadap penggunaan penutup kepala 
dilakukan secara proporsional dan sah, dan bila if reasonable 
accommodation of the individual’s religious manifestation are 
foreseen by the State.

4.	 Pembatasan dilakukan karena memang intervensi tersebut 
sangat dibutuhkan untuk melindungi hak-hak perempuan, 
agama minoritas dan kelompok rentan. 

5.	 Kebijakan pembatasan tersebut diterapkan dengan 
mengakomodasi pelbagai situasi yang dianggap rentan bagi 
seseorang atau kelompok, yang kemudian memberikan 
legitimasi bagi pembatasan yang dilakukan, seperti untuk 
melindungi anak-anak, kebebasan orang tua atau wali untuk 
menentukan arah pendidikan moral dan agama anaknya.50

Meskipun dapat dikembangkan dan tidak terbatas pada 
apa yang telah disebutkan di atas, setidaknya menurut Pelapor 
Khusus PBB untuk Kebebasan Beragama Berkeyakinan, indikator-

50   Asma Jahangir, Report of the Special Rapporteur on freedom of 
religion or belief, E/CN.4/2006/5, Paragraf 55
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indikator ini dapat dijadikan rujukan dasar bagi semua pihak untuk 
mengukur apakah kebijakan pembatasan penggunaan simbol atau 
atribut keagamaan dapat dilakukan dan sesuai dengan prinsip hak 
asasi manusia atau sebaliknya pembatasan justru memunculkan 
diskriminasi dan pelanggaran hak. 

c.	 Melindungi dan Menghormati Hak-hak Perempuan atas 
Kebebasan Beragama / Berkeyakinan

Sebagaimana dalam penjelasan sebelumnya, kebebasan 
beragama/ berkeyakinan seringkali disalahpersepsikan sebagai 
dalih untuk melakukan diskriminasi terhadap perempuan. 
Sementara itu, hak kebebasan beragama/ berkeyakinan bagi 
perempuan belum pula terdokumentasi secara komprehensif, 
sehingga pendekatan kebebasan beragama/berkeyakinan yang 
selama ini digunakan tidak serta merta dapat digunakan sebagai 
kacamata untuk memantau secara rinci pengalaman-pengalaman 
perempuan dalam KBB.  

Dalam hal ini pula, dalam sebuah pertemuan yang dirancang 
khusus untuk mendiskusikan hal ini, setidaknya ada beberapa hal 
yang penting untuk dilakukan oleh negara agar hak-hak kebebasan 
beragama/berkeyakinan ini dapat dijalankan, di antara yang sangat 
mendesak adalah dengan mencabut peraturan-peraturan yang 
diskriminatif terhadap perempuan (terutama di bidang keluarga), 
mereformasi sistem pendidikan untuk memastikan pendidikan 
yang inklusif untuk semua, dan memberikan perhatian yang besar 
terhadap dampak dari pelanggaran hak-hak kebebasan beragama/
berkeyakinan. 51 

Selain itu, perlu pula mewacanakan pemahaman dan 
sekaligus melibatkan aktor-aktor keagamaan dalam mengatasi 
permasalahan gender dan ketidakadilan berbasis agama. Hal ini, 
sebagaimana ditegaskan oleh Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan 
Beragama/Berkeyakinan, kebebasan beragama/berkeyakinan 
sendiri merupakan norma yang dapat dirujuk baik oleh kelompok 
liberal maupun konservatif, feminis maupun tradisionalis, guna 

51	 https://www.universal-rights.org/blog/womens-rights-and-freedom-of-
religion-or-belief/
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memajukan keprihatinan mereka sendiri yang beraneka ragam dan 
kerap saling bertentangan terkait dengan agama atau keyakinan, 
termasuk pandangan dan kepentingan mereka yang kerap saling 
bertentangan dalam soal tradisi keagamaan dan isu-isu gender.52

Untuk itu, sebagai sebuah landasan konsep yang berbasis pada 
HAM, bersamaan dengan kebebasan berekspresi, KBB membantu 
tradisi-tradisi keagamaan untuk terbuka pada pertanyaan dan 
debat sistematis. Dalam diskursus mengenai isu-isu keagamaan, 
setiap orang seharusnya punya suara dan kesempatan untuk 
didengarkan, baik mereka yang meyakini interpretasi konservatif 
atau tradisional sampai para teolog liberal ataupun tokoh-
tokoh pembaruan. Dengan juga memberdayakan kelompok-
kelompok yang selama ini mengalami diskriminasi, termasuk para 
perempuan, maka kebebasan beragama atau berkeyakinan dapat 
menjadi titik pijak guna mengkritik kecenderungan patriarkis 
yang ada dalam berbagai tradisi keagamaan.[]

52   Lihat lebih lanjut Laporan Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Beragama 
atau Berkeyakinan terkait hal ini dalam Heiner Bielefeldt, Freedom of Religion or 
Belief: Thematic Report of the UN Special Rapporteur 2010 – 2016, (Bonn: Internasional 
Institute for Religious Freedom, 2017), h. 165
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Bab 3.
Tahun Pemilu, Polarisasi, 

dan Menguatnya Pembatasan 
oleh Negara

A.	 Pengantar 

Tahun 2019 seringkali disebut dengan tahun politik, karena 
pada 2019 dilaksanakan Pemilihan Umum dan sekaligus pula 
Pemilihan Presiden di Indonesia. Menguatnya konservatisme 

menjadikan politik identitas tidak luput dari perkembangan politik 
di Indonesia dan tidak jarang politik identitas ini berdampak pada 
munculnya tindakan intoleransi bahkan diskriminasi. Pada akhirnya, 
politik identitas akan menghasilkan masyarakat yang terpolarisasi 
bila tidak segera disikapi dengan pendekatan yang sistematis dan 
menyeluruh. 

Penggunaan politik identitas dalam mencapai tujuan politik tentu 
memberikan dampak buruk. Tidak hanya pada proses politik yang 
seringkali menghalangi politik mencapai tujuan esensinya, namun 
juga menurunkan kualitas demokrasi. Hal ini disebabkan oleh persepsi 
publik yang seringkali tidak rasional dan kemudian mendorong para 
elit untuk memanfaatkan sentimen tersebut dalam proses pemilu yang 
berlangsung. Dalam kasus Indonesia, menguatnya konservatisme dan 
penggunaan politik identitas justru direspons pula oleh negara dengan 
pendekatan-pendekatan yang represif dan pembatasan. 

Bagian ini akan berfokus pada analisa terkait proses pemilihan 
umum dan pemilihan presiden yang terjadi di tahun 2019 dalam 
kaitannya dengan kebebasan beragama/berkeyakinan. Secara sistematis 
akan dijabarkan tentang kebebasan beragama di tahun Pemilu 2019, 
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penilaian terhadap komitmen Jokowi sebagai calon presiden untuk 
periode keduanya, dan analisa tentang pengaturan KBB dan menguatnya 
rezim pembatasan.

B.	 Kebebasan Beragama/Berkeyakinan di Tahun Pemilu 
2019 

Pemilihan Umum merupakan salah satu faktor penentu meningkat 
atau menurunnya kasus-kasus pelanggaran hak kebebasan beragama/ 
berkeyakinan. Dari banyak analisa, kepentingan negara untuk menjaga 
stabilitas politik menjelang, saat, dan pasca pemilu menjadikan negara 
semakin sigap untuk menyelesaikan ketegangan-ketegangan yang 
terjadi di lapangan sekaligus pula kesibukan aparatur pemerintahan 
untuk melaksanakan Pemilu. Dalam situasi ini, peristiwa pelanggaran 
kebebasan beragama/ berkeyakinan cenderung menurun dibandingkan 
masa-masa bukan pemilu. Sebagaimana Laporan SETARA Institute 
pada 2014, tindakan pelanggaran KBB oleh Negara pada tahun itu 
mengalami penurunan, sementara dibandingkan tahun sebelumnya 
(2013) sebanyak 117 tindakan. 

Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Beragama/Berkeyakinan 
mencatat, bahwa pemerintah di belahan dunia kerap memakai agama 
sebagai alat untuk membentuk dan mengokohkan konsep identitas 
nasional yang sempit, dengan menggunakan perasaan sebagai umat 
suatu agama untuk memperkuat loyalitas politik mereka. Menurutnya, 
tidak ada agama atau keyakinan yang, pada dirinya sendiri, imun atau 
kebal dari bentuk eksploitasi demikian. Secara praktik, instrumentalisasi 
agama itu dapat berlangsung dalam berbagai konteks politik maupun 
aturan konstitusionalnya. Tidak hanya di negara yang mengakui adanya 
agama resmi, namun terjadi pula di banyak negara yang secara formal 
sekuler, agama telah dipakai untuk memperkokoh kesatuan nasional 
dan homogenitas sosial melalui simbol-simbol budaya dan/atau agama 
dominan yang diharapkan dapat membangkitkan sentimen positif 
semua warga.53

53   Heiner, Bab 7, (Menangani Manifestasi Kebencian Kolektif Keagamaan). 
Lihat Heiner Bielefeldt, Freedom of Religion or Belief: Thematic Report of the UN 
Special Rapporteur 2010 – 2016, (Bonn: Internasional Institute for Religious Freedom, 
2017).
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Sementara itu, di sisi yang lain pemilu juga memunculkan 
persoalan yang cukup serius terhadap penghormatan dan perlindungan 
kebebasan beragama/berkeyakinan, terutama pada penggunaan 
identitas keagamaan dan/atau etnis pada proses pemilu oleh elit-elit 
politik, sehingga menimbulkan polarisasi serius di antara masyarakat. 
Sayangnya, sebagaimana terjadi di Indonesia, banyak analisa yang 
menyebutkan bahwa polarisasi itu tidak selesai meski Pemilu 
telah berlalu beberapa tahun. Setidaknya, catatan Sandra Hamid 
menegaskan hal tersebut secara komprehensif dengan sejumlah pemilu 
atau pilkada yang dilaksanakan di Indonesia dan dampaknya pada 
polarisasi masyarakat setelahnya.54 Dalam konteks ini pula, tidak jarang 
permasalahan agama digunakan sebagai alat untuk menyerang lawan 
politik yang dianggap saingan.55

Garfik 22. 
Jumlah Peristiwa Berdasarkan Bulan (Januari – Desember 2019)

54   Sandra Hamid, “Normalising Intolerance: Elections, Religion and Everyday 
Life in Indonesia,” Centre for Indonesian Law, Islam, and Society (CILIS) Policy 
Paper 2018, diunduh pada laman https://law.unimelb.edu.au/centres/cilis/research/
publications/cilis-policy-papers/normalising-intolerance-elections,-religion-and-
everyday-life-in-indonesia

55   Cole Durham mencatat, di sejumlah Negara, delik penodaan atau penistaan 
agama masih sering digunakan sebagai alat untuk menyerang oposisi atau lawan 
politik yang dianggap mengancam. Lihat W. Cole Durham dan Brett G. Schrarffs, 
Law and Religion: National, Internasional, and Comparative Perspective, (New York: 
Aspen Publisher, 2010)
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Dalam pantauan SETARA Institute, setidaknya ada beberapa 
peristiwa yang terjadi pada 2019 terkait dengan proses pemilihan umum, 
dengan tingkat peristiwa pelanggaran paling rendah pada bulan April 
2019, bulan di saat pemilihan umum dilaksanakan. Adapun peristiwa 
pelanggaran yang meningkat tajam pada Mei 2019. Jika ditinjau secara 
rinci dari segi tindakan, hal ini lebih berkaitan dengan bulan Ramadhan. 
Menurut data tersebut di atas, diketahui bahwa Laporan SETARA 
Institute pada 2014 masih tetap relevan, karena pada 2019 pelanggaran 
KBB paling rendah terjadi pada bulan dilaksanakannya pemilu. 

Terdapat dua peristiwa yang terjadi di tahun 2019 berkaitan 
dengan pemilu adalah peristiwa pelaporan penodaan agama dan kasus 
penggunaan identitas agama sebagai simbol untuk memengaruhi massa. 
Peristiwa pertama adalah penggunaan delik penodaan agama terhadap 
Simon Parlaungan, calon legislatif dari Partai Berkarya, pada Januari 
2019, atas postingan di akun Facebook miliknya.56  Atas laporan tersebut, 
ia ditangkap pada Jumat 8 Januari 2019 di Jalan Jend. Sudirman, Duri, 
Mandau, Bengkalis dan perkaranya disidangkan pada 9 April 2019 di 
Pengadilan Negeri Bengkalis. Peristiwa lain yang dicatat SETARA adalah 
pelaporan penodaan agama dilakukan perwakilan Forum Perkumpulan 
dan Komunikasi Ormas Islam (FPKOI) Jawa Barat terhadap Dedi 
Mulyadi atas dugaan penodaan agama ke Polda Jabar pada 4 September 
2019. Dedi Mulyadi –yang juga sebagai salah satu Ketua Wilayah salah 
satu partai politik ini– dilaporkan atas kasus penodaan agama setelah 
melakukan deklarasi dukungan terhadap calon Ketua Umum Golkar.  

Peristiwa lain yang terjadi di masa-masa pemilu adalah 
penangkapan terhadap IS (inisial) atas postingan di akun Facebooknya 
yang dianggap mengandung unsur ujaran kebencian terhadap salah 
satu calon presiden. Peristiwa ini juga terjadi pada Januari 2019 dan 
dijerat dengan sangkaan Pasal 28 ayat (2) juncto Pasal 45A UU Nomor 
19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU No. 11/2008 tentang ITE. 

Menguatnya Politik Identitas Pemilu 2019 

56   Postingannya berisi ajakan untuk membongkar kasus dugaan korupsi di 
PWI Bengkalis, menuding Pemerintah Kabupaten Bengkalis mendapatkan gratifikasi 
dari Qori dan Qoriah yang juara MTQ pada tingkat Provinsi Riau, serta dianggap 
oleh pelapor menyesatkan kutipan sebuah hadis. JPU mendakwa Simon Parlaungan 
dengan Pasal berlapis, yakni: Pasal 27 ayat (3) Undang-undang No.19 Tahun 2016 
tentang Perubahan atas Undang-undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan 
Transaksi Elektronik jo. Pasal 156 a huruf a jo. Pasal 207 KUHPidana. 
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Tidak jelasnya sikap negara terhadap hak-hak kebebasan beragama/ 
berkeyakinan semakin menguatkan penggunaan agama sebagai alat 
untuk mendulang suara saat pemilu atau pilkada berlangsung. Pilpres 
2019 menunjukkan fenomena menguatnya politisasi agama tersebut, 
setidaknya akibat dari pilkada DKI pada 2017 yang belum sepenuhnya 
bisa direkonsiliasi. Menurut catatan Sandra Hamid di atas, fenomena 
ini telah menguat pada tahun 2014. 

Politik identitas tidak selalu berkonotasi negatif. Pada 1979, 
menurut Mary Berstein, Aspach menggunakan pertama kali istilah ini 
untuk menggambarkan gerakan aktivisme sekelompok orang mengubah 
pandangan publik terhadap disabilitas. Dalam beberapa dekade 
berikutnya, identitas politik baru digunakan untuk menggambarkan 
etnisitas sebagai bentuk baru dari politik (1982), bentuk pedagogi 
kritis yang menghubungkan struktur sosial post-strukturalisme terkait 
subyektifitas alamiah (1989), serta digunakan untuk menggambarkan 
dan mengeksplorasi anggota-anggota identitas budaya.57 Identifikasi 
politik identitas ini digunakan bukan hanya karena identitas ini tidak 
terkait dengan struktur ekonomi politik, namun digunakan sebagai 
identitas kelompok yang menuntut pengakuan kekhususan identitas, 
berbeda dari kelompok masyarakat lainnya.

Dalam realitas politik di Indonesia hampir satu dekade terakhir, 
secara sosiologis, agama (termasuk juga suku, ras, ideologi, atau 
golongan digunakan sebagai alat memengaruhi masyarakat untuk 
mencapai tujuan politis tertentu dengan menggunakan identitas-
identitas tersebut. Secara praktik, preferensi politik atas dasar identitas 
merupakan suatu kewajaran dalam dinamika atau kehidupan politik, 
yaitu ketika penonjolan identitas tertentu digunakan sebagai alat 
mendulang suara. Namun, dalam konteks kebebasan beragama atau 
berkeyakinan, penggunaan identitas agama, ras, suku, etnis atau identitas 
priomordial lainnya ini seringkali memunculkan efek pelanggaran dan 
pengingkaran pada hak-hak kelompok rentan dan marjinal. Lebih dari 
itu, penggunaan identitas-identitas tersebut sering pula mengarah pada 
terlanggarnya hak orang lain, dengan bentuk-bentuk seperti menghina, 
mendiskriminasi, menghasut, melekatkan seseorang atau kelompok 

57   Mary Bernstein, “Identity Politics”, Annual Review of Sociology, Vol. 
31 (2005), pp. 47-74
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dengan identitas tertentu (labelisasi) yang merugikan.58 Sebagaimana 
pengaturan sistem kenegaraan dan pemerintahan berdasarkan 
agama atau tradisi tertentu yang dimungkinkan dalam konteks HAM 
selama tidak mendiskriminasi, namun dalam praktiknya cenderung 
diskriminatif terhadap kelompok rentan dan marjinal. 

Berkaca pada Pemilu 2019, ragam bentuk politik identitas ini 
cukup jamak digunakan oleh masing-masing kelompok politik yang 
berseteru. Donald Greenlees, misalnya, mencatat para alumni 212 
yang menggabungkan diri pada barisan capres Prabowo Subianto saat 
Pilpres 2019 menyebarkan informasi dalam kampanye di sosial media 
bahwa calon presiden lainnya (Joko Widodo) dekat dengan komunis, 
etnis Cina atau Kristen, untuk memengaruhi umat Islam agar tidak 
memilih incumbent tersebut.59 Sayangnya, rangkaian kampanye yang 
menggunakan identitas agama, etnis, ras, dan kelompok tersebut 
direspon dengan cara yang serupa oleh pasangan Joko Widodo dengan 
cara menggandeng Makruf Amin sebagai calon Wakil Presiden. 
Pilihan Joko Widodo yang merangkul Makruf Amin sebagai wakil 
presiden merupakan respons nyata dari kubu Joko Widodo untuk 
memenangkan pertaruhan politik yang sudah terlanjur menggunakan 
sentimen keagamaan. 

Selain memupuk jarak ketegangan antarkelompok semakin luas, 
politisasi agama juga mendorong setiap kelompok meningkatkan 
penggunaan simbol-simbol agama untuk memberikan serangan balik. 
Tak terhindari, kelompok paling rentan dan marjinal akan menjadi 
korban karena visi, misi, dan tindak tanduk politik elit akan lebih 
mempertimbangkan kepentingan massa yang memengaruhi dulang 
suara. Sebagaimana diketahui, Makruf Amin adalah Ketua Majelis 
Ulama Indonesia (MUI), lembaga yang mengeluarkan fatwa-fatwa 
bagi kelompok-kelompok keagamaan dalam Islam yang dianggap 
menyimpang dan sesat. Dalam pemantauan SETARA, misalnya, fatwa-
fatwa tersebut tidak hanya memperkuat sentimen keagamaan publik 

58   Tedi Kholiludin, dkk., “Politisasi Identitas sebagai Infeksi 
Demokrasi: Catatan Pemilu 2019 di Jawa Tengah”, https://elsaonline.com/
politisasi-identitas-sebagai-infeksi-demokrasi-catatan-pemilu-2019-di-jawa-
tengah/

59   Jokowi on track for a second term, but can he deliver? Donald 
Greenlees, 16 April 2019 at https://www.aspistrategist.org.au/jokowi-on-
track-for-a-second-term
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terhadap komunitas rentan dan marjinal, namun dijadikan justifikasi 
bagi kelompok intoleran untuk melakukan tindakan intoleransi dan 
diskriminasi. Ragam fakta organisasi masyarakat sipil menegaskan hal 
ini, bahwa fatwa MUI terhadap suatu kelompok atau komunitas tertentu 
memunculkan dampak pada meningkatnya diskriminasi, intoleransi, 
dan kekerasan kepada komunitas tersebut, baik yang dilakukan oleh 
Negara maupun oleh aktor non-Negara. Meskipun, menurut catatan 
Azyumardi, kontestasi Pilres 2019 telah berhasil memecah soliditas 
gerakan Islam populis di Indonesia pasca Bela Islam 212, karena 
masuknya sejumlah elit Alumsi 212 telah masuk ke barisan Jokowi.60 

Praktik Baik

Suhu Politik 2019 Memanas, 
Komunitas Lintas Agama Gelar 

Deklarasi Pemilu Damai

Semakin menguatnya polarisasi dikalangan umat islam 
pada Pemilu 2019 menimbulkan kekhawatiran komunitas 
keagamaan di Bandung, karenanya Forum Lintas Agama 
Deklarasi Sancang (FLADS) bekerja sama dengan Jaringan 
Kerja Antar Umat Beragama (JAKATARUB) dan SETARA 
INSTITUTE menggelar deklarasi pemilu damai.

Deklarasi ini menolak kecurangan, hoaks serta ujaran 
kebencian dalam kampanye, bertema Silaturahmi Lintas 
Agama dan Deklarasi Pemilu Damai yang dihadiri sekira 150 

60   Azyumardi Azra, “”, Pengantar pada Burhanuddin Muhtadi, Populisme 
Politik Identitas dan Dinamika Elektoral, (Jakarta: Intrans Publishing, 2019), h. xvii



86

LAPORAN KONDISI KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN & minoritas keagamaan DI INDONESIA TAHUN 2019

orang dari berbagai agama dan aliran keagamaan, bertempat 
di Java Retro Hotel Kota Bandung, yang berlangsung pada 
Kamis, (21/01/19).

Wawan Gunawan mewakili SETARA Institute menyatakan 
latarbelakang deklarasi damai   sebagai respon situasi yang 
ada dan melihat kebutuhan masyarakat sekarang yang 
terpolarisasi karena Pilpres dan banyak perkembangan 
mutakhir seperti terorisme dan radikalisme di Indonesia 
yang berubah wujud menjadi Neo-HTI.

“Kami menolak istilah agama resmi dan tidak resmi. Sebuah 
keyakinan itu berhak hidup di Indonesia karena itu HAM 
kategorinya yang tidak bisa diganggu gugat kendatipun dalam 
situasi perang yaitu hak untuk beragama. Makanya selain ada 
Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Budha dan Konghucu serta 
kelompok-kelompok agama besar misalnya ormas-ormas besar 
seperti NU dan Muhammadiyah di kami juga ada Ahmadiyah 
dan Syiah yang berafiliasi dalam IJABI dan ABI”, terang Wawan.

Sementara itu Dr. Bambang Q Anees, M.Ag sebagai keynote 
speaker menjelaskan bahwa jangan sampai terjadi migrasi 
mimpi buruk terorisme dari luar masuk ke Indonesia yang 
mendorong terjadinya balas dendam, seperti konflik Suriah 
dan kasus teroris Selandia Baru.

Untuk antisipasi polarisasi dua kelompok pasca pemilu yang 
berbeda dan saling berhadapan yaitu dengan mendinginkan 
umatnya bahwa inti beragama itu pada Tuhan, pemilu itu cuma 
bagian kecil. Jangan sampai karena Pemilu, lalu pesan Tuhan 
yang paling dahsyat tidak nyampai tidak dilakukan oleh kita.

“Persatuan yang paling mendasar adalah menjaga 
perdamaian, melakukan kebaikan apapun agamanya, 
menjaga kemanusiaan apapun agamanya. Nggak ada yang 
memerintahkan bencilah yang lain, bunuhlah yang lain. Jadi 
posisi kan lagi bahwa Pilkada atau Pemilu ini cuma nomor 
kedua atau nomor ketiga. nomor pertama adalah beriman dan 
menjalankan ajaran inti agama”, jelas Bambang.
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Sumber: Bangbara.com, 21 Maret 2019

Pada level ini, pemilihan Makruf Amin sebagai calon 
Wakil Presiden merupakan pilihan yang tidak sepenuhnya 
mempertimbangkan kepentingan perlindungan kelompok rentan 
dan marjinal, karena keberadaan Wakil Presiden pada tataran 
pemerintahan dan politik di Indonesia potensial memperkuat 
masuknya nilai-nilai keagamaan pada kebijakan Negara bila tidak 
diimbangi dengan deliberisasi publik yang terbuka dan partisipatif. 
Ben Bland menggambarkan bahwa pilihan atas calon Wakil Presiden 
ini menggambarkan kompromi Jokowi terhadap aktor-aktor intoleran 
dan menunjukkan rendahnya komitmennya terhadap prinsip-
prinsip demokrasi, yang akhirnya melemahkan penegakan HAM, 
rule of law, dan perlindungan terhadap minoritas. 61 Sebagai pilihan 
kompromistis, politik akomodasi agama (Islam) akan memungkinkan 
lebih kuat pada masa ini, tetapi juga memungkinkan hal sebaliknya, 
yakni dengan ‘mengandangi’ Makruf Amin dalam tubuh negara, 
justru Jokowi semakin tanpa beban menjalankan kepemimpinan 
toleransi. 

Selain itu, disayangkan pula, respon pendukung incumbent 
terhadap politisasi agama ini juga dilakukan dengan memperketat 
penegakan hukum melalui delik penodaan agama, pengaturan 
ITE, dan kebijakan darurat untuk membubarkan organisasi 
kemasyarakatan seperti HTI.62 Kondisi ini, meskipun secara praktik 
mengurangi sentimen-sentimen politisasi agama dalam Pilpres 
2019, di sisi yang lain mempertegas jurang pemisah antara dua 
pendukung dan akhirnya memperkuat polarisasi di masyarakat. 
Hal yang lebih memperihatinkan, polarisasi ini tidak terhenti pada 
saat Pemilu selesai dilakukan namun menjadi tantangan baru bagi 
Indonesia untuk membangun masyarakat yang demokratis, bhineka, 
dan setara. 

61   Ben Bland, Politics in Indonesia: Resilient elections, defective democracy, 
(LOWY Institute, April 2019); Lihat lebih lanjut terkait hal ini dalam, Ismail Hasani 
(ed.), Dinamika Interaksi Sosioreligius dalam Tata Kelola Kebhinekaan, (Jakarta: 
Pustaka Masyarakat Setara, 2019). 

62   Jokowi wins second term as Indonesian president, but the Islamist 
challenge remains Alexander Arifianto, 22 May 2019 at https://www.aspistrategist.
org.au/jokowi-wins-second-term-as-indonesianpresident-but-the-islamist-challenge-
remains.
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Terhadap kebebasan beragama, Pelapor Khusus PBB untuk 
Kebebasan Beragama mengidentifikasi risiko penggunaan agama 
sebagai instrumen politik tersebut, yaitu kemungkinan diskriminasi 
kepada kelompok-kelompok agama minoritas maupun permusuhan 
kepada mereka yang dipandang bukan bagian dari identitas nasional-
religius arus utama. 

Riset The Economist dan Eurasia Group, sebagaimana dikutip 
Muhtadi, menemukan kemunduran demokrasi di Indonesia 
akibat penggunaan politik identitas dalam pemilu, sekaligus pula 
kampanye-kampanye yang lebih mengutamakan aspek emosional 
dibandingkan rasionalitas. Secara faktual, hal ini disinyalir pula 
melalui survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) sejak 2016 hingga 
2018 bahwa dalam dua tahun itu, terutama sejak Aksi 212, intoleransi 
warga secara politik menunjukkan tren meningkat, dengan 59% 
warga Muslim keberatan non-Muslim menjadi Presiden, 55% warga 
Muslim keberatan non-Muslim menjadi wakil Presiden, dan 52% 
warga Muslim keberatan non-Muslim menjadi Gubernur, Bupati, 
atau Walikota.63

Studi yang dilakukan di Thomas Carothers, dkk., terhadap 
Negara-negara di Asia Selatan dan Asia Tenggara terkait dengan politik 
polarisasi menyimpulkan bahwa ketegangan sosial politik telah terjadi 
di kawasan ini sejak dua dekade terakhir dan nampak jelas memberikan 
ancaman terhadap pemerintahan yang demokratis dan kohesi sosial.64 
Di Negara seperti Indonesia (dan pula Negara di Asia Selatan atau 
Asia Tenggara lainnya), polarisasi ini disebabkan oleh sejumlah sebab 
yang ada di masyarakatnya, di antara yang paling signifikan adalah: 
keagamaan, etnisitas, atau ideologi. Bersama dengan India, Indonesia 
adalah negara yang dasar polarisasi terjadi karena sebab agama dan 

63   LSI mencatat, bahwa keberatan warga Muslim terhadap Presiden non-
Muslim pada 2016 sebesar 48%, keberatan terhadap wakil Presiden non-Muslim 
sebanyak 41%, dan keberatan terhadap Gubernur, Bupati, dan Walikota non-Muslim 
sebanyak 39%. Burhanuddin Muhtadi, Populisme Politik Identitas dan Dinamika 
Elektoral, (Jakarta: Intrans Publishing, 2019), h. 36

64   Thomas Carothers dan Andrew O’donohue, ed., Political Polarization 
in South and Southeast Asia: Old Division, New Danger, (Agustus 2020), buku edisi 
online diakses pada laman https://carnegieendowment.org/2020/08/18/conclusions-
pub-82440.
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etnis, dengan ketegangan utama terjadi antara masyarakat yang 
mengutamakan mayoritarianisme dan masyarakat yang lebih pluralis 
tentang bagaimana seharusnya Negara mengambil peran dalam 
kehidupan sosial dan politik.  

Secara lebih rinci, kecenderungan menguatnya polarisasi ini 
dapat dilacak pada beberapa hal, yaitu lintasan (trajectories) konteks, 
pemimpin, dan implikasi. Pada aspek lintasan konteks, menurut 
Charoters, dkk., meskipun pemisahan berbasis identitas sering kali 
terjadi sejak pembentukan negara-bangsa modern, beberapa negara 
berhasil menghindari polarisasi menjadi semakin parah selama 
bertahun-tahun setelah masa kemerdekaan. Sebaliknya, Indonesia 
mengalami polarisasi yang intens selama pertengahan abad kedua 
puluh, yang sering kali dipicu oleh perpecahan Perang Dingin 
antara komunis dan antikomunis. Setelah serangkaian pemilu yang 
kontroversial pada tahun 2014, perpecahan politik antara kekuatan 
Islamis dan lebih pluralis menjadi lebih mencolok dibandingkan 
dekade-dekade sebelumnya.

Kedua adalah aspek kepemimpinan, digambarkan sebagai 
oposisi yang menjadi faktor penting dalam menentukan apakah 
polarisasi meningkat atau menurun. Di Indonesia, menurut analisa 
ini, Prabowo Subianto sebagai oposisi telah menjadi “pinoner 
untuk kampanye strategi sektarian populis”. Sementara itu, 
revivalisme keagamaan telah menjadi faktor pendorong terjadinya 
polarisasi, sebagaimana Islamisasi kehidupan sosial budaya yang 
menjadi pijakan bagi mengerasnya pertarungan antara pandangan 
konservatif dan pluralis. Hal serupa setidaknya digambarkan 
oleh Charoters, dkk. terjadi pula di India dengan menguatnya 
konservatisme Hindu.

Terakhir, sebagaimana pengalaman dari Negara-negara 
Asia menggarisbawahi bahwa polarisasi di sejumlah Negara telah 
merusak institusi demokrasi dan pemerintahan. Di Indonesia, 
riset ini mengungkap, setidaknya cara-cara yang mengarah pada 
penyalahgunaan kewenangan eksekutif dilakukan terhadap lawan 
politik. Selain itu, meskipun secara nyata politik identitas yang 
dilakukan oleh elit politik tersebut hanya berlaku beberapa saat 
menjelang pemilu, polarisasi berdampak pada menguatnya sikap 
eksklusivisme di masyarakat. Untuk itu, apa yang terjadi tidak hanya 
di Indonesia, faktanya polarisasi tidak hanya menjadi permainan elit 
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tetapi memunculkan dampak serius secara sosial.

Upaya dan Arah Pemulihan Polarisasi 

Burhanuddin Muhtadi mencatat, nampaknya, penggunaan 
ideologi kiri dan kanan atau kesenjangan ekonomi untuk mendulang 
suara tidak begitu relevan di Indonesia. Fakta ini tergambar dari 
pengalaman-pengalaman pemilu yang berlangsung dan terutama 
Pemilu 2009 dan 2014 ketika Probowo menggunakan kesenjangan 
ekonomi dalam kampanye politiknya. Merujuk pada pengalaman Pilpres 
2019, nampaknya polarisasi itu justru berhasil ketika menggunakan 
identitas agama dengan memanfaatkan populisme politik, yaitu gerakan 
demagogi menggunakan retorik untuk mengusung agenda dan tujuan 
tidak realistis guna menarik dukungan berbagai spektrum dan lapisan 
masyarakat.65  

Keberhasilan penggunaan politik identitas berbasis agama 
dan populisme politik ini berakibat pada menguatnya polarisasi 
masyarakat Indonesia pasca Pilpres 2019, meskipun tokoh utama 
petarung Pilpres secara simbolis telah melakukan rekonsiliasi dengan 
masuknya Prabowo Subianto di bawah Kabinet Indonesia Maju. 
Polarisasi sudah terlanjur tumbuh dan menjamur. Charotes, dkk., 
mengibaratkan polarisasi diibaratkan sebagai penyakit, jika tidak 
segera diobati, maka akan terus memburuk dan menyebar menular 
ke seluruh kehidupan sosial politik. Depolarisasi akan memunculkan 
kesulitan tersendiri bagi pemimpin politik, terutama pada komitmen 
untuk mengubah perilaku mereka. Padahal, perubahan perilaku pada 
pemimpin politik ini menjadi keniscayaan terjadinya depolarisasi. 
Pengalaman dari banyak negara, sayangnya, para pemimpin politik 
tidak dapat dengan mudah mundur dari penggunaan tindakan 
atau strategi yang mengarah pada polarisasi, terutama di tingkat 
masyarakat.  

65   Istilah dan definisi populisme politik diambil dari Azyumardi Azra, , 
Pengantar pada Burhanuddin Muhtadi, Populisme Politik Identitas dan Dinamika 
Elektoral, (Jakarta: Intrans Publishing, 2019), h. xiv.
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Praktik Baik

Lembaga Persahabatan Ormas Islam 
Deklarasikan Pemilu Damai

Sejumlah ormas keagamaan seluruh Indonesia secara 
bersama-sama mendeklarasikan pemilu damai dalam acara 
Deklarasi Pemilu Damai Ormas Keagamaan se-Indonesia, di 
Kantor Lembaga Persahabatan Ormas Islam (LPOI), Jakarta, 
Jumat.

Ketua panitia Deklarasi Pemilu Damai Ormas Keagamaan 
se-Indonesia KH Anwar Sanusi mengatakan tujuan deklarasi 
tiada lain agar pemilu sesuai dengan azas langsung, umum, 
bebas, rahasia, jujur, adil, aman, tertib dan damai.

“Deklarasi ini diikuti 14 ormas Islam dan beberapa ormas 
keagamaan lain,” kata Anwar Sanusi.

Ormas keagamaan yang terlibat dalam deklarasi itu 
yakni, NU, Al Irsyad Al Islamiyyah, Persis, Syarikat Islam 
Indonesia, Mathla’ul Anwar, Al-Jamiyatul Washliyah, Perti, 
Al Ittihadiyah, Az-Zikra, PITI, Ikadi, PUI, HBMI, Nahdlatul 
Wathan, Matakin, Permabudhi, PHDI, PGI, KWI, WALUBI.

Selain itu turut hadir perwakilan TNI/Polri, BIN, dan 
lembaga negara lain.

Anwar mengatakan seluruh perwakilan tokoh ormas 
keagamaan yang hadir membawahi sedikitnya 168 juta 
umat beragama. “Kami berharap media massa dapat 
menyosialisasikan dan menyebarkan deklarasi pemilu 
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damai ini, karena umat kami ada 168 juta, dan tokoh-tokoh 
agamanya ada disini semua,” jelas Anwar.

Ketua Umum LPOI Said Aqil Siradj menyampaikan semua 
tokoh ormas keagamaan hadir sebagai warga negara 
Indonesia. Dalam sambutannya, Said Aqil menyampaikan 
bahwa keutuhan NKRI harus dijaga seluruh pihak, karena 
NKRI adalah hasil perjuangan, keringat, darah bahkan 
nyawa, para pendiri bangsa.

Dalam deklarasinya, para tokoh ormas keagamaan yang 
hadir menyatakan:

1.	 Pemilihan Umum adalah sarana kedaulatan rakyat 
untuk memilih wakil-wakil rakyat, Presiden dan Wakil 
Presiden, yang dilaksanakan secara Langsung, Umum, 
Bebas, Rahasia, Jujur, dan Adil dalam NKRI berdasarkan 
Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

2.	 Penyelenggara Pemilihan umum, yaitu KPU, Bawaslu, 
dan DKPP adalah institusi terpercaya yang akan 
bertindak Adil, Jujur, Objektif, dan Profesional.

3.	 Peserta Pemilihan Umum wajib mentaati ketentuan 
peraturan perundang-undangan, khususnya larangan 
melakukan kampanye dalam bentuk apapun di rumah-
rumah ibadah, tidak melakukan politik uang dan hoaks, 
serta siap menerima keputusan hasil Pemilihan Umum.

4.	 Umat Beragama yang telah memiliki hak pilih 
berkewajiban menggunakan hak pilihnya dalam 
Pemilihan Umum.

5.	 Kami Mendukung Polri dan TNI untuk menjamin 
pelaksanaan Pemilihan Umum yang Damai, Aman, dan 
Beradab.”
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Sumber: Antara News, 22 Maret 2019

Berdasarkan pengalaman di sejumlah Negara, Charoters dkk. 
mencatat beberapa hal yang perlu diperhatikan untuk memulihkan 
masyarakat yang sudah terpolarisasi, yaitu: pertama, upaya untuk 
inisiatif memulihkan masyarakat yang sudah terpolarisasi itu harus 
dibuat sederhana dan dalam skema waktu panjang. Hal ini berdasarkan 
pada fakta, polarisasi biasanya berakar pada perpecahan yang sudah 
berlangsung lama, sehingga akan sangat sulit untuk menghapuskannya 
secara menyeluruh. Sebaliknya, berpikir untuk mencoba menangani 
masalah dan mengurangi efek berbahaya dari polarisasi adalah lebih 
baik, dengan skema yang terukur dan berjangka panjang. 

Kedua, perlunya pemahaman dan pengetahuan menyeluruh 
tentang dinamika ekonomi, politik, dan sosial suatu negara untuk 
memahami apa yang mungkin berguna dan apa yang mungkin sia-sia. 
Polarisasi menunjukkan pola umum di berbagai tempat, tetapi akar dan 
penggeraknya sangat bervariasi menurut negara sehingga semua upaya 
perbaikan perlu disesuaikan dengan konteks lokal. 

Ketiga, perubahan besar membutuhkan upaya lebih dari sekedar 
upaya mengubah aturan dan struktur dari sistem politik dan ekonomi 
suatu negara. Modifikasi tersebut dilakukan melalui desentralisasi 
kekuasaan hingga reformasi sistem pemilu dan sistem partai politik agar 
mendukung representasi yang lebih besar dan pembagian kekuasaan. 
Dalam jangka panjang, inklusivitas adalah  kunci untuk membuat 
medan sosial kurang subur untuk agenda politik yang memecah belah.

Keempat, aktor depolarisasi perlu mendapatkan kredibilitas di 
antara kedua kelompok yang terpolarisasi, sekaligus membutuhkan 
ketekunan, keterampilan, dan komitmen yang kuat dengan prinsip 
yang tinggi. Bagi aktor nasional atau domestik, sumber kredibilitas 
tersebut dapat mencakup rekam jejak yang terbukti dari keterlibatan 
politik yang netral, jangkauan kepada mitra di kedua sisi yang terbelah, 
transparansi tentang tujuan dan metode, serta keahlian teknis yang 
memadai dan relevan. Bagi aktor-aktor transnasional, tantangan 
utamanya berada pada kecurigaan para pihak yang terpolarisasi akan 
independensi aktor depolarisasi, keraguan atas niat baik mereka, dan 
bahkan hal sekecil apapun yang condong kepada salah satu pihak akan 
menjadi permasalahan.
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Peranan Media Independen, Masyarakat Sipil dan Organisasi Keagamaan  

Salah satu pelajaran berarti yang penting dicatat di banyak Negara 
adalah tentang peranan dari organisasi masyarakat sipil dan media 
massa yang masih dapat menjaga independensinya dalam suasana 
masyarakat yang terpolarisasi. Aktor-aktor ini, menurut Charoters dkk, 
telah bekerja secara massif dan kontinyu untuk merajut perpecahan di 
banyak negara seperti India, Indonesia, Malaysia, dan Sri Lanka, dengan 
pelbagai platform, melalui dialog antaragama atau antaretnis. Di sisi 
yang lain, modalitas untuk meminimalisasi polarisasi juga terdapat 
dalam sifat sinkretis dari banyak komunitas agama, baik Hindu di India 
atau Muslim di Indonesia, yang dalam banyak situasi telah terbukti 
menjadi aset berharga yang mendukung inisiatif dialog. 

Di Indonesia, Laporan Charotes, dkk. mencatat, organisasi-
organisasi masyarakat, asosiasi jurnalis, perusahaan media, dan mitra 
internasional telah bekerja sama untuk memerangi kesalahan informasi 
selama kampanye pemilu. 

Praktik Baik

Pemilu dan KBB

Laporan ini mencatat bahwa Pemilu 2019 merupakan salah 
satu momentum politik di Indonesia yang menimbulkan 
dampak serius bagi kehidupan keagamaan. Dampak ini 
mewujud pada polarisasi masyarakat yang tidak hanya selesai 
ketika pencoblosan dilakukan, namun berlanjut hingga 
hasil Pemilu 2019 dinyatakan sah. Elit politik seringkali 
memanfaatkan identitas keagamaan masyarakat untuk 
mendulang suara. 

Di tengah maraknya penggunaan politik identitas dalam 
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pemilu atau pilkada di Indonesia beberapa tahun terakhir, 
cerita baik datang dari Jambi, ketika umat beragama di Jambi 
diumbau untuk menciptakan iklim kondusif jelang Pemilu 
2019. Adalah Gubernur Jambi yang menyampaikan imbauan 
kepada warga masyarakat Jambi untuk mengedepankan rasa 
persaudaraan dalam proses pemilu, menjaga kerukunan dan 
keamanan dalam proses pemilu 2019. Hal ini disampaikan 
Gubernur Jambi pada Peresmian Resort HKBP Syaloom Kota 
Jambi pada April 2019. 

Sumber: Dokumentasi SETARA Institute, 2019. 

Dalam konteks Pemilu/Pilpres 2019, sejumlah inisiatif dilakukan 
oleh masyarakat sipil untuk meminimalisasi polarisasi di antara 
masyarakat, terutama dalam hal pengurangan penggunaan isu-
isu primordial sektarian yang memperteguh polarisasi. Nahdlatul 
Ulama dan Muhammadiyah dipandang sebagai dua organisasi yang 
memiliki modalitas besar untuk menahan laju polarisasi semakin 
lebar di masyarakat, karena kontestasi politik pada 2019 tidak hanya 
menjadi pertarungan perebutan kekuasaan dan penyebaran wacana 
tertentu yang melibatkan elit politik, namun juga hingga ke akar 
rumput. Dengan sejumlah catatan peristiwa yang muncul dilakukan 
oleh sejumlah organisasi sayap NU, melalui Ketua Umumnya, NU 
menyampaikan pernyataan lugas tentang pentingnya membangun 
persaudaraan sesama anak banga kembali setelah terpecah akibat 
pemilu. Demikian pula Ketua Umum Pusat Gerakan Pemuda Ansor, 
NU, mengajak masyarakat untuk menghentikan gejolak pemilu yang 
telah berlangsung dan ditutup dengan rekonsiliasi nasional.66 Hal 
senada juga disampaikan oleh Pengurus Pusat Muhammadiyah pada 

66   “Upaya NU Mencegah Polarisasi Masyarakat Pascapilpres”, 27 Juni 2019, 
diakses dari  Sumber:  https://www.nu.or.id/post/read/108008/upaya-nu-mencegah-
polarisasi-masyarakat-pascapilpres
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April 2019.67 

C.	 Menilai Komitmen Jokowi untuk Kedua Kalinya 

Joko Widodo mencalonkan kembali untuk kedua kalinya 
sebagai calon Presiden Republik Indonesia setelah 5 tahun menjabat 
sebagai kepala pemerintahan periode 2014-2019. Pada periode kedua 
ini, menurut sejumlah pendapat, pasangan Jokowi-Makruf fokus 
pada peningkatan kesejahteraan infrastruktur dan kehidupan rakyat 
dibandingkan pada aspek demokrasi dan kebebasan sipil, sebagai 
kelanjutan dari visi dan misi yang telah dicanangkan pada periode 2014 
– 2019. 

Visi-Misi Jokowi-Makruf 2019 terdiri dari 9 hal, yaitu: 
Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, Struktur Ekonomi Yang 
Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing, Pembangunan Yang Merata 
dan Berkeadilan, Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan, 
Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa, Penegakan 
Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya, 
Perlindungan Bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada 
Seluruh Warga, Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan 
Terpercaya, serta terakhir Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka 
Negara Kesatuan. Dibandingkan visi misi 2014, visi-misi periode kedua 
Joko Widodo lebih terperinci, menggambarkan respon calon presiden 
dan wakilnya terhadap permasalahan yang terjadi di Indonesia, 
termasuk bidang HAM. Hak asasi manusia ditegaskan dalam misi 
keenam, yaitu aspek penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan 
HAM. Sementara kebebasan beragama, tergambar dari misi kelima 
yang memasukkan aspek restorasi toleransi dan kerukunan sosial. Wakil 
Ketua Tim Kampanye Jokowi-Ma’ruf, Arsul Sani, menegaskan visi misi 
Jokowi-Ma’ruf untuk 5 tahun ke depan lebih menitikberatkan pada 
pembangunan sumber daya manusia. Hal ini tergambar dari visi misi 
pertama, yaitu peningkatan budaya dan kebijakan yang berperspektif 

67   “Pasca Pemilu, Muhammadiyah Memandang Perlunya Rekonsiliasi 
Nasional untuk Tegaknya Kedaulatan dan Persatuan Indonesia”, 18 April 2019, 
diakses dari http://m.muhammadiyah.or.id/id/news-16341-detail-pasca-pemilu-
muhammadiyah-memandang-perlunya-rekonsiliasi-nasional-untuk-tegaknya-
kedaulatan-dan-persatuan-indonesia.html
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atau berwawasan HAM.68 

Terkait visi misi ini, pidato pertama Jokowi pada 14 Juli 2019 di 
Sentul yang berujudul “Visi Indonesia” sama sekali tidak membahas 
masalah kebebasan beragama ataupun HAM, namun lebih berfokus 
pada pembangunan infrastruktur, sumber daya manusia yang lebih 
difokuskan pada pendidikan, perluasan investasi, reformasi birokrasi, 
serta penggunaan anggaran negara yang tepat sasaran. Hanya di bagian 
akhir pidatonya Jokowi seakan menyampaikan ajakan agar proses 
pemilihan presiden yang telah selesai tidak menimbulkan dendam dan 
kebencian.  

Pesan toleransi dan kebebasan beragama ini kembali ditegaskan 
oleh Jokowi ketika diputuskan resmi memenangi Pilres 2019 dan 
menjadi Presiden RI untuk periode kedua. Sambutan dalam perayaan 
Natal Nasional 2019, di SICC, Bogor, Jawa Barat, pada 27 Desember 2019, 
Jokowi mengatakan “Saya tegaskan bahwa di negeri Pancasila, negara 
menjamin kebebasan beragama dan beribadah menurut agamanya 
masing-masing”. Jokowi bahkan mengulangi hal tersebut untuk kedua 
kalinya, “Saya tegaskan di sini sekali lagi, negara menjamin kebebasan 
beragama dan beribadah menurut agamanya masing-masing.” 69 

Pidato di atas setidaknya menjadi janji Jokowi yang perlu dipegang 
oleh pemerintahan yang baru dibentuk. Meskipun pada masa-masa 
kampanye pasangan Jokowi-Makruf tidak banyak menyinggung 
soal perlindungan kebebasan beragama/berkeyakinan, setidaknya 
Pidato yang disampaikan pada saat perayaan Natal tahun 2019 di atas 
memberikan sinyal jelas bahwa Jokowi memiliki komitmen untuk 
melindungi setiap anak bangsa, tanpa melihat latar belakang agama 
atau keyakinan. 

Sementara itu, Makruf Amin yang nota bene dianggap mampu 
menandingi politik identitas yang menjamur di masa Pilres menjadi figur 
yang banyak disoroti oleh pegiat kebebasan beragama berkeyakinan. 
Hal ini terkait dengan tindakan Makruf Amin saat memimpin Majelis 
Ulama Indonesia (MUI) menerbitkan fatwa-fatwa intoleran kepada 

68   “Sembilan Visi-Misi Jokowi-Ma’ruf Terkait Kasus HAM”, https://tirto.id/
dhlQ

69   Pidato lengkap Jokowi pertama kali sebagai Presiden untuk periode kedua ini 
dapat diunduh pada laman: https://nasional.kompas.com/read/2019/07/15/06204541/
pidato-lengkap-visi-indonesia-jokowi?page=all 
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kelompok minoritas dan kemudian memicu terjadinya kekerasan atau 
intoleransi di kalangan masyarakat. 

Atas hal tersebut, menarik untuk menyimak kembali sebuah 
wawancara informal yang dilaksanakan oleh salah satu stasiun televisi, 
Makruf menjelaskan, bahwa fatwa merupakan keputusan hukum yang 
dikeluarkan MUI agar Pemerintah mencegah penyebaran paham-
paham yang dianggap sesat tersebut. Makruf menyatakan bahwa 
kewenangan MUI adalah untuk menjaga jalur dan nilai-nilai agama 
masyarakat dan aturan di dalam Alquran, sementara mencegah 
munculnya dampak negatif yang muncul dari fatwa-fatwa tersebut 
merupakan kewenangan Negara. Terhadap tindakan intoleransi 
dan kekerasan ini, Makruf menyampaikan hal itu sebagai bentuk 
penyalahgunaan dari fatwa, karena eksekusi fatwa tersebut bukan 
menjadi kewenangan masyarakat. Untuk itu, Makruf menyampaikan 
bahwa anggapan yang menyebutkan fatwa MUI telah merusak HAM 
merupakan kesalahpahaman terhadap fatwa itu sendiri, karena fatwa 
secara esensi tidak salah, namun dimaknai dengan persepsi dan 
tindakan yang salah.70

Dalam perspektif hak asasi manusia, setiap komunitas keagamaan 
berhak atas truth claim-nya, termasuk perlindungan atas klaim 
kebenaran tersebut. Negara sebagai pemangku kewajiban seharusnya 
menghormati pilihan-pilihan agama atau keyakinan yang beragam dari 
setiap komunitas keagamaan, baik keyakinan arus utama, keyakinan 
dengan penganut lebih kecil, bahkan keyakinan di dalam keyakinan arus 
utama. Sementara itu, setiap komunitas keyakinan tersebut memiliki 
orotitas untuk mengklaim ‘kebenaran’ setiap ajaran yang dianut dan 
dipraktikkannya. 

Untuk itu, menyikapi fatwa tersebut, sudah seharusnya Negara 
kemudian mengambil sikap tegas dan jelas tentang kedudukan fatwa 
yang dianggap panutan bagi setiap komunitas yang meyakini fatwa 
tersebut sebagai pedoman hukum, namun tidak dapat memaksakan 
pelaksanaan fatwa bagi mereka yang memandang fatwa tertentu 
sebagai rujukan hukum yang mengikat. Di sisi yang lain, sebagai 
Negara hukum yang tidak menempatkan fatwa sebagai salah satu 

70   Lihat video lengkap wawancara “Eksklusif: Ma’ruf Amin soal Wapres 
yang Terlupakan”, Najwa Shihab, pada laman https://www.youtube.com/
watch?v=nYk9l1EoFbA
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peraturan perundang-undangan tidak dapat hanya berpedoman pada 
fatwa untuk mengambil tindakan hukum, apalagi kebijakan tersebut 
nyata-nyata diskriminatif bertentangan dengan prinsip HAM yang 
diatur di dalam Undang-undang Dasar 1945 dan peraturan perundang-
undangan lainnya. Tidak ada kewajiban hukum bagi aparatur Negara 
untuk mentaati apa yang difatwakan oleh suatu institusi keagamaan dan 
sebaliknya kewajiban bagi aparatur Negara dan pemerintahan untuk 
menindak masyarakat yang menggunakan fatwa sebagai justifikasi 
untuk melakukan kekerasan. 

Kembali pada pernyataan Cawapres Makruf Amin di atas, 
pemerintah dan publik sepatutnya memandang pernyataan tersebut 
sebagai upaya komunitas keagamaan untuk membuat panduan atas 
klaim kebenaran komunitasnya dan sesuai dengan sifat fatwa yang 
mengikat siapa saja yang meyakininya sebagai pedoman hukum. 
Sementara pemerintah, termasuk pula pasangan calon yang kemudian 
menjadi Presiden dan Wakil Presiden RI periode tersebut, harus 
berpedoman pada Konstitusi dan peraturan perundang-undangan 
dibandingkan merujuk pada fatwa yang pada dasarnya mengikat secara 
internal bagi individu  atau kelompok keagamaan tertentu.

Akan tetapi, pemakaian agama untuk memperkokoh politik 
identitas nasional mengandung risiko serius, yakni kemungkinan 
diskriminasi pada kelompok-kelompok agama minoritas maupun 
permusuhan pada mereka yang dipandang bukan bagian dari identitas 
nasional-religius arus utama. 

Selain dipandang berbeda secara agama, kelompok minoritas atau 
individu-individu yang punya pandangan keagamaan berbeda akan 
dicurigai dapat menggerogoti persatuan nasional dan membahayakan 
bagi perkembangan negara. Ini akan menambah kemungkinan 
munculnya kebencian kolektif di mana kebencian nasional dan 
keagamaan berbaur menjadi satu. Kelompok-kelompok sasaran 
kebencian biasanya adalah para pendatang dari agama lain atau 
gerakan keagamaan yang baru, yang kerap distigmatisasi tidak sesuai 
dengan tatanan nasional-religius negara itu, atau bahkan dianggap 
punya potensi sebagai pengkhianat bangsa. Namun anggota kelompok 
minoritas yang sudah lama ada, yang kebanyakan juga merupakan 
anggota kelompok etnis minoritas di negara itu, dapat menjadi korban 
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stigmatisasi dan dituduh mengancam persatuan nasional.71

D. Pengaturan KBB dan Menguatnya Rezim Pembatasan 

Rangkaian Laporan SETARA Institute mencatat bahwa 
pelanggaran kebebasan beragama berkeyakinan terjadi dalam pelbagai 
situasi masyarakat, dengan aktor yang beragam, dan disebabkan oleh 
sejumlah faktor. Secara umum katalisator pokok pelanggaran kebebasan 
beragama/ berkeyakinan di Indonesia dapat diidentifikasi ke dalam 
empat faktor utama: Faktor kebijakan, faktor tindakan aparatur negara, 
faktor aktor-aktor intoleran, dan faktor masyarakat sipil. Dari tahun ke 
tahun, empat faktor tersebut belum mengalami perubahan berarti.

Sementara itu, Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Beragama 
atau Berkeyakinan melaporkan, pengalaman di banyak negara, 
meskipun tafsir keagamaan atau keyakinan yang intoleran memang 
merupakan salah satu akar penyebab yang penting pelanggaran 
KBB, pelanggaran KBB dapat terjadi karena ragam faktor sosial dan 
politik suatu masyarakat. Faktor-faktor tersebut di antaranya adalah 
intervensi pemerintah yang hendak mengatur segalanya, pemakaian 
agama sebagai identitas nasional yang tunggal, hilangnya kepercayaan 
pada institusi-institusi publik dan proses fragmentasi sosial yang 
menyertainya, kesenjangan ekonomi dan sosial, melebarnya jurang 
kekuasaan antar-kelompok dalam masyarakat, dan variabel-variabel 
lainnya. Bila dikerucutkan, faktor-faktor ini dapat dilihat pada empat 
hal, yaitu: 1) Tafsir keagamaan atau keyakinan yang intoleran; 2) 
Menggunakan agama sebagai alat untuk meneguhkan identitas 
nasional; 3) Memperkuat kontrol politik secara berlebihan; 4) Negara 
yang melemah dan gagal; Ketidakseimbangan kekuasaan sosial dan 
variabel lain.

1. Campur Tangan Negara pada Keyakinan 

Di antara faktor-faktor di atas, terdapat situasi yang mengarah 
pada menguatnya campur tangan dan kontrol negara terhadap 
kehidupan keagamaan, sehingga memunculkan dampak pembatasan 

71   Heiner Bielefeldt, Freedom of Religion or Belief, op.cit., h. 198
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yang tidak sah. Dalam hal tafsir keagamaan, misalnya, tidak jarang 
pemerintah mendukung interpretasi agama yang intoleran, sehingga 
Negara gagal melindungi kelompok minoritas dan rentan dari ujaran 
kebencian, tindakan intoleransi, dan bahkan kekerasan. Persetujuan 
secara eksplisit (baik melalui kebijakan, pernyataan, maupun tindakan) 
atau implisit (pembiaran atau persetujuan diam-diam atas pelanggaran) 
yang diberikan oleh pemerintah membuat kelompok-kelompok 
intoleran merasa memiliki otoritas melindungi kemurnian agama dari 
mereka yang dituduh kafir, bid’ah, atau dianggap menyimpang. 

Hal ini setidaknya yang menjadikan pelanggaran KBB dalam 
tindakan penodaan agama terus menerus terjadi di Indonesia, karena 
pemerintah tidak memberikan kejelasan sikap tentang delik tersebut 
dan berupaya untuk meminimalisasi penggunaan delik penodaan dalam 
penegakan hukum. Selama tahun 2019, SETARA Institute mencatat 
setidaknya terdapat 18 tindakan pelaporan dan 5 kasus penodaan 
agama yang diproses dan pada 2018 terdapat 23 tindakan kasus baru 
dan 2 kasus lama. 

Grafik 23.
 Jumlah Tindakan Penodaan Agama 2018 – 2019

Bahkan, salah satu korban yang dilaporkan adalah seorang 
perempuan yang mengalami disabilitas mental (skizofrenia), yaitu 
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kasus Suzethe Margaret, seorang penganut agama katolik, ibu dengan 
empat anak, yang dilaporkan oleh Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) 
Al-Munawaroh, Sentul, Babakan Madang, Kabupaten Bogor, pada 
1 Juli 2019. Margaret dilaporkan karena membawa anjing ke dalam 
masjid dan pada hari itu pula Kepolisian Bogor menetapkannya sebagai 
tersangka, dengan 3 tuntutan sekaligus, yakni dugaan penistaan agama, 
tuduhan perbuatan tidak menyenangkan karena menuduh masjid telah 
menikahkan suaminya, serta penganiayaan terhadap salah satu petugas 
keamanan masjid. Jaksa menuntutnya delapan bulan penjara dalam 
persidangan yang dimulai pada September 2019. Terhadap Suzethe, 
Pengadilan Negeri Bogor melepaskan perempuan 52 tahun itu dari 
segala tuntutan hukum pada Februari 2020. 

Kasus tersebut di atas menggambarkan situasi masyarakat 
Indonesia yang semakin mudah terpicu oleh peristiwa yang berbau 
SARA, mengutamakan aspek emosional dibandingkan rasionalitas, 
serta memilih menggunakan delik penodaan dibandingkan berdialog 
dan mencari tahu akar permasalahannya. Video yang sempat viral di 
media sosial ini bahkan menjadi “ajang” politisasi sejumlah orang dan 
membawa-bawa kasus ini di luar konteksnya, apalagi peristiwa ini terjadi 
tak lama setelah pemilihan presiden dilaksanakan. Pelapor Khusus PBB 
menjelaskan, penggunaan kasus-kasus penodaan umumnya di banyak 
negara, selain melanggar dan mengingkari hak kebebasan beragama, 
rezim-rezim itu seringkali membekukan debat-debat intelektual yang 
serius mengenai isu-isu agama dan karenanya kerap menciptakan iklim 
yang fanatik dan penuh kepura-puraan. 

Adalah NU dan sejumlah tokoh agama yang memandang kasus 
ini sebagai peristiwa yang perlu disikapi dengan kepala dingin. Dalam 
komentarnya, Pengurus Besar Nahdlatul Ulama menyampaikan 
pendapat agar publik tidak mempolitisasi kasus ini atau malah diseret-
seret di luar konteksnya. Meskipun PBNU tetap menyayangkan peristiwa 
tersebut, namun publik tetap menyikapinya secara bijaksana. PBNU dan 
sejumlah tokoh agama lainnya bahkan memberikan contoh peristiwa di 
masa Nabi Muhammad SAW ketika seorang Badui yang kencing di area 
masjid, memaafkan seorang Badui tersebut karena ketidaktahuannya, 
serta meminta para sahabat untuk membersihkannya. Sikap serupa 
juga disampaikan oleh Muhammadiyah.72

72   “Tanggapan PBNU Atas Insiden Wanita Bawa Anjing Masuk Masjid”, 
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2. Kompromi dalam Penodaan Agama dan Pilihan Penyelesaian 

Kasus penodaan agama lainnya yang signifikan pada tahun 2019 
adalah terkait dengan pelaporan tokoh agama, tokoh masyarakat, atau 
public figure karena dianggap menodai agama. Pada 2019, setidaknya 
dua tokoh agama dan dua tokoh publik yang dilaporkan ke kepolisian 
karena dianggap menodai agama, yaitu Ustadz Abdus Somad atau UAS, 
Gus Muwafiq, Sukmawati Sukarno Putri, dan Andre Taulany. 

Dalam pemantauan SETARA Institute, secara bersamaan UAS 
dilaporkan oleh 4 kelompok, yaitu Pertama UAS dilaporkan oleh 
perkumpulan masyarakat batak, Horas Bangso Batak (HBB) di Jakarta, 
Forum Komunikasi Alumni PMKRI dan Perhimpunan Mahasiswa 
Katolik Republik Indonesia (PMKRI) Cabang Maumere, organisasi 
massa di Kota Kupang, bernama Brigade Meo, dan laporan oleh 
Pengurus Pusat Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (PP GMKI). 
Laporan dilakukan masing-masing pada 17 Agustus dan 19 Agustus 
2019 di kantor kepolisian setempat. Menurut para pelapor, UAS 
dianggap menistakan simbol-simbol agama melalui video yang beredar 
luas di masyarakat dan melanggar Pasal 156a KUHP. 

Terhadap kasus UAS, banyak kalangan memberikan 
pandangannya terkait hal tersebut, di antaranya yang menyesalkan 
adanya ceramah yang dapat memunculkan perpecahan di masyarakat, 
ceramah UAS merupakan perbuatan yang tak bijak dan tidak etis 
(namun bukan berarti harus dipidana), dan di antaranya pula yang 
menganggap ceramah UAS bukan termasuk penistaan agama sehingga 
melaporkannya ke kepolisian. 

Delik penodaan agama juga digunakan untuk melaporkan 
Gus Muwafiq, seorang penceramah yang berlatar belakang NU asal 
Yogyakarta, saat ia berceramah di Purwodadi. Pada awal Desember 

1 Juli 2019, diakses dari website PBNU, pada laman https://www.nu.or.id/post/
read/108094/tanggapan-pbnu-atas-insiden-wanita-bawa-anjing-masuk-masjid; “NU- 
Muhammadiyah Sikapi Insiden Anjing Masuk Masjid”, Selasa, 2 Juli 2019, diakses 
dari https://nasional.republika.co.id/berita/ptzsec320/numuhammadiyah-sikapi-
insiden-anjing-masuk-masjid
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2019, Front Pembela Islam (FPI) adalah organisasi yang melaporkannya 
ke Bareskrim karena dianggap menyampaikan kalimat yang menghina 
Nabi. Atas tindakan ini, Gus Muwafiqpun meminta maaf kepada 
publik, karena adanya kesalahpahaman dalam menginterpretasikan 
ceramahnya. 

Atas pelaporan ini, organisasi Nahdlatul Ulama memberikan 
pembelaan kepada Gus Muwafiq, mengajak masyarakat untuk 
mengedepankan klarifikasi dan tidak mudah menggunakan istilah 
penodaan agama. Tindakan pelaporan ini dipandang oleh NU sebagai 
tindakan ketergesa-gesaan, karena ucapan yang disampaikan bisa 
jadi merupakan ketidaksengajaan atau tidak dimaksudkan sebagai 
penodaan. 

Kasus ketiga yang dipantau oleh SETARA adalah tindakan 
pelaporan penodaan agama terhadap Sukmawati Soekarno Putri atas 
pernyataannya dalam diskusi yang disampaikan pada 11 November 
2019. Laporan ini dilakukan oleh Imron Abidin yang mewakili Forum 
Pemuda Islam Bima pada November 2019,73 dengan tuduhan penodaan 
karena Sukamawati membandingkan Alquran dengan Pancasila dan 
membandingkan Nabi Muhammad dengan Soekarno. Tidak hanya 
pelaporan, sebagaimana peristiwa pelaporan Gus Muwafiq, sejumlah 
protes dan demonstrasi juga muncul di beberapa wilayah menuntut 
agar Sukmawati dipidana. Kasus Sukmawati mendapatkan perhatian 
publik, sejumlah organisasi masyarakat sipil, termasuk pula sejumlah 
politisi.74

Sebelum ketiga kasus di atas, seorang komedian dan pembawa 
acara, Andre Taulany, juga dilaporkan ke polisi atas kasus penodaan 
agama, yang dilaporkan oleh Alumni 212, teregister dengan nomor 
TBL/2727/V/2019/PMJ/ Dit.Reskrimsus per tanggal 4 Mei 2019, dengan 
alasan membuat bahan bercandaan yang menyinggung umat Islam. Ia 
sempat meminta maaf dan mendatangi Majelis Ulama Indonesia (MUI) 
untuk meminta maaf secara langsung. Kendati demikian, pelaporan 

73   Laporan tertuang dalam Nomor LP/7393/XI/2019/PMJ/Dit.Reskrimum 
tanggal 15 November 2019

74   PDIP Ingin Kasus Penodaan Agama yang Menjerat Sukmawati Tidak 
Diperpanjang, Minggu 17 November 2019, https://nasional.okezone.com/
read/2019/11/17/337/2130919/pdip-ingin-kasus-penodaan-agama-yang-menjerat-
sukmawati-tidak-diperpanjang
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tetap berlanjut di Polda Metro Jaya.

Keempat kasus yang dipantau oleh SETARA pada tahun 2019 
menjadi perhatian dalam Laporan ini dengan pertimbangan bahwa 
kasus-kasus tersebut memiliki keunikan dibandingkan kasus-kasus 
penodaan lainnya yang lain. Selain respon publik yang begitu luas, 
keempatnya juga memunculkan pro dan kontra di tingkat nasional 
dan sejumlah pihak memberikan pendapat yang beragam. Hal ini 
disebabkan oleh karena para korban merupakan tokoh agama atau 
tokoh publik yang memiliki sumber daya lebih (baik secara sosial, 
politik, maupun ekonomi) dibandingkan korban-korban lain.  

Beberapa hal yang dicatat dalam Laporan terkait keempat kasus 
di atas adalah substansi dari delik penodaan agama, niat atau maksud 
dari pelaku, penyikapan terhadap tindakan intoleransi yang dianggap 
sebagai penodaan, dan pentingnya dialog atau penyelesaian di luar 
proses peradilan.  

a. Substansi Delik Penodaan 

Terkait dengan substansi dari delik penodaan agama, 
secara internasional konsep penodaan agama telah dianggap 
bertentangan dengan HAM karena secara konsep penodaan 
agama dirumuskan untuk melindungi individu dari pelecehan 
atau penghinaan, sehingga penerapannya pada kelembagaan 
akan memunculkan pertanyaan tentang otoritas yang mampu 
menyatakan suatu tindakan dianggap sebagai penodaan atau 
tidak. Selain itu, terlepas dari hal teknis di atas, delik penodaan 
akan sangat sulit dilaksanakan karena adanya kesumiran di 
dalamnya. Pada praktiknya, delik ini lebih banyak diterapkan 
kepada minoritas dibandingkan mayoritas, secara substantif 
penodaan agama bertentangan dengan hak kebebasan beragama 
berkeyakinan dan kebebasan berekspresi berpendapat (Pasal 18, 
18, dan 20 Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik).75

Merujuk pada keempat contoh di atas, kehati-hatian hak asasi 
manusia menerapkan delik tersebut telah terbukti, karena nyatanya 
otoritas politik dan otoritas agama akan mempertimbangkan 

75   Joelle Fiss dan Jocelyn Getgen Kestenbaum, Respecting Rights? Measuring 
the World’s Blashpemy Laws, (USA: UNSCIRF, 2017), h. 9. 
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aspek-aspek sosio, politik, dan ekonomi pelaku yang dituduh 
melakukan penodaan. Hal ini akan mengarahkan pelaksanaan 
delik penodaan pada tebang pilih, menekan kelompok minoritas 
dan mencari alternatif-alternatif jalan keluar agar mereka yang 
tidak mungkin dijerat dengan pasal ini bisa dilepaskan dari 
tuntutan hukum. Untuk itu pula, Putusan Mahkamah Konstitusi 
No. 140/PUU-VII/2009 tahun 2010 mencatat pendapat sejumlah 
ahli pidana yang menyatakan delik penodaan agama di dalam UU 
No. 1/PNPS/1965 jo Pasal 156a KUHP sulit memenuhi prinsip 
azas legalitas, yaitu bahwa hukum pidana harus bersifat lex scripta, 
lex certa, lex stricta dan lex praevia.

Dengan perbedaan substansi dan pelaksanaan, menurut 
Laporan USCIRF, Indonesia adalah salah satu di antara 71 Negara 
yang memiliki regulasi hukum tentang penodaan. Tiga indikator 
digunakan dalam penelitian ini, yaitu berat hukuman, diskriminasi 
kepada kelompok minoritas, perlindungan negara terhadap agama, 
kebebasan beragama berkeyakinan, dan kebebasan bereskpresi. 
Ke-71 Negara tersebut dapat dibedakan menjadi 3 kategori, yaitu: 
1) kategori “penyimpangan terparah”, yaitu paling tidak sesuai 
dengan prinsip HAM (skor >55);76 2) kategori “penyimpangan 
terendah” atau paling mendekati prinsip-prinsip HAM (>40-
55), dan; 3) kategori “tengah”, yaitu negara-negara yang berada 
di posisi tengah antara 11 terparah dan 10 terendah (25-40). 77 
Sepuluh Negara yang berada paling dekat dengan prinsip HAM 
(yaitu Negara yang masih mencantumkan hukum penodaan, 
namun lebih sesuai dengan prinsip HAM), yaitu: Ireland (dengan 
skor 25.7), Spain (dengan skor 26.0), The Philippines (dengan 
skor 26.2), Guyana (dengan skor 27.2), St. Lucia (dengan skor 
28.7), Grenada (dengan skor 29.0), Vanuatu (dengan skor 29.2), 
Brazil (dengan skor 29.3), Canada (dengan skor 29.5), dan Tunisia 

76   Secara garis besar, kategori ini mengarah pada regulasi dan praktik yang 
mendiskriminasikan kelompok minoritas dan melindungi agama negara, melanggar 
kebebasan berekspresi, kebebasan beragama atau berkeyakinan, dan beratnya pidana 
yang dijatuhkan. 

77   Menurut Laporan ini pula, Negara-negara yang masuk dalam kategori 1 
terdiri dari 11 Negara dengan skor tertinggi, yaitu: Iran (dengan skor 66.7), Pakistan 
(dengan skor 64.2), Yemen (dengan skor 63.5), Somalia (dengan skor 63.0), Qatar 
(dengan skor 59.3), Egypt (dengan skor 56.2), Italy (dengan skor 56.2), Algeria (dengan 
skor 52.8), Comoros (dengan skor 52.5), Malta (dengan skor 50.3), dan Libya (49.5).
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(dengan skor 29.7). 

Menurut Laporan ini, Indonesia merupakan Negara yang 
berada di posisi di atas rata-rata di antara Negara yang mengatur 
penodaan agama, namun belum mencapai tingkat Negara-negara 
dengan skor tertinggi yang melanggar prinsip HAM, yaitu di urutan 
ke-22 skor tertinggi dari 71 Negara. Itu artinya, regulasi penodaan 
agama di Indonesia masih jauh dari peraturan prinsip-prinsip 
HAM. Hal ini tergambar dari substansi pengaturan penodaan di 
Indonesia yang tidak jelas dibandingkan negara lain, meskipun 
Indonesia bukan sebagai tujuh Negara yang memiliki skor tertinggi 
(terburuk). Laporan ini menemukan suatu Negara, yaitu Kanada, 
yang menegaskan adanya pembatasan otoritas pemerintah untuk 
menafsirkan arti “penodaan” atau “penghujatan”. Hukum pidana 
Kadana menetapkan, “Tidak seorang pun dapat dihukum karena 
pelanggaran menurut bagian ini karena mengungkapkan dengan 
itikad baik dan dalam bahasa yang sopan, atau mencoba untuk 
membangun dengan argumen yang digunakan dengan itikad baik 
dan disampaikan dalam bahasa yang sopan, pendapat tentang 
materi agama”. Istilah “iktikad baik” dan “cara yang baik” menjadi 
catatan Laporan sebagai upaya meminimalisasi penggunaan yang 
sewenang-wenang. 

b. Mens rea dalam Delik Penodaan 

Mens rea atau niat buruk merupakan bagian yang tidak dapat 
dipisahkan dari sejumlah tindak pidana. Mens rea penting untuk 
membedakan suatu tindakan masuk dalam kategori pidana atau 
tidak, sehingga actus reus atau perbuatan tidak serta merta dapat 
dilihat sebagai kesalahan bila tidak dibuktikan dengan adanya 
niat buruk dari pelakunya. Terkait hal ini, Pasal 156a menegaskan 
secara eksplisit tentang unsur ini di dalam klausulnya, sehingga 
seharusnya pelaksanaannya pun benar-benar harus dibuktikan 
dalam proses peradilan. 

Selain itu, prinsip umum ilmu hukum menegaskan tentang 
proporsionalitas hukuman yang di dalamnya mengandung keadilan 
dan keseimbangan antara pembatasan, hukuman yang diberikan, 
serta beratnya tindakan yang perlu diperbaiki. Konsekuensinya, 
Negara harus mendefinisikan tindak pidana tertentu dan alasan 
yang proporsional untuk memberikan sanksi secara sah. Pengadilan 
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HAM Eropa menggarisbawahi tentang tes proporsionalitas tersebut 
dengan batasan: (1) memiliki tujuan yang sah dan hendaknya (2) 
sesuai, (3) perlu, (4) masuk akal untuk mencapai tujuan tersebut.78 
Untuk itu pula, instrumen HAM internasional, terutama Konvensi 
Internasional Menentang Penyiksaan melarang hukuman-
hukuman tertentu, penyiksaan, atau bentuk hukuman lainnya yang 
tidak manusiawi dan merendahkan martabat kemanusiaan, seperti 
hukuman mati atau kerja paksa. 

Kembali pada permasalahan penodaan agama, hukum 
Indonesia merupakan salah satu Negara yang memiliki 
pengaturan yang longgar dalam menentukan tindak pidana 
penodaan, meskipun Indonesia masuk dalam kategori 34% 
dari 71 Negara yang memasukkan mens rea atau niat tertentu 
dalam tindak pidana penodaan menurut Laporan USCIRF.79 
Berikut ini perbandingan Negara-negara yang memasukkan 
mens rea dalam delik penodaan agama di dalam hukum 
pidananya. 

Negara yang Memasukkan “niat” atau “mens rea” dalam 
Delik Penodaan:

Bahasa Klausul Negara

“Niat” or “berniat”

Brunei, Bangladesh, Cyprus, India, 
Malaysia, Nigeria, South Sudan, Sri 
Lanka, St. Vincent and the Grenadines, 
Tanzania, Zambia, Zimbabwe

“niat baik” Canada, Guyana, St. Lucia

“dengan jahat” atau 
“kebencian” Greece, SZwitzerland

78   Lihat lebih lanjut, Matthias Klatt dan Moritz Meister, “Proportionality—a 
benefit to human rights?”, dalam I·CON (2012), Vol. 10, No. 3, h. 704.

79   Joelle Fiss dan Jocelyn Getgen Kestenbaum, Respecting Rights?, op.cit. h. 10.
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 “dengan tujuan 
menyinggung,” “untuk 
menyinggung”

Finland, Russia, Spain

“Disengaja”, “dengan 
sengaja”, atau “niat yang 
disengaja”

Indonesia, Kazakhstan, Singapore

	 Sumber: USCIRF, 2017

Dilihat dari tabel di atas, meskipun telah memasukkan aspek 
mens rea di dalam KUHP dan sebagaimana pula dimaknai oleh para 
ahli pidana,80 pengaturan penodaan agama tergolong paling lemah 
dibandingkan dengan negara-negara lain. Indonesia serupa dengan 
Kazakhstan dan Singapura. Kategorisasi USCIRF didasarkan pada 
dua pertanyaan utama, yaitu: apakah pelarangan tindakan dibuat 
secara jelas dan tidak didefinisikan secara utuh? dan, apakah ada 
pembatasan bagi otoritas Negara untuk menafsirkan apa yang 
dimaksud dengan penodaan dan apa yang tidak. 

Berdasarkan pada hal tersebut di atas, setidaknya ada dua 
hal perlu dicatat dalam konteks ini. Hal pertama terkait dengan 
substansi pasal penodaan di Indonesia yang pada dasarnya masih 
sangat lemah dan multitafsir, sehingga mengakibatkan inkonsistensi 
dan ambiguitas dalam pelaksanaannya. Sementara catatan kedua, 
terkait dengan batasan otoritas publik dalam menafsirkan penodaan 
yang masih sangat luas dan akibatnya pula dilaksanakan secara 
inkonsisten, tebang pilih, dan cenderung menyasar individu atau 
kelompok lemah. 

Menarik untuk melihat kembali paparan keempat kasus di atas 
yang terjadi pada tahun 2019, terutama pada aspek substansi dan 
pelaksanaan pasal penodaan agama di Indonesia. Secara praktik, 
keempat kasus di atas menggambarkan, pertama, ketidakjelasan 
pasal penodaan agama dan sekaligus pula inkonsistensi dalam 

80   Arsil, dkk., Penafsiran terhadap Pasal 156a Kitab Undang-undang Hukum 
Pidana Tentang Penodaan Agama (Analisa Hukum Hak Asasi Manusia), (Jakarta: 
LeIP, 2018), h. 35
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memaknai pasal penodaan yang ada di dalam KUHP. Hal ini 
didasarkan pada penafsiran banyak pihak terhadap kasus-kasus 
tersebut dan kemudian kepolisian berada pada posisi yang gamang, 
antara melanjutkan kasus atau menghentikan. Dalam situasi 
demikian, ketika korban adalah mereka yang memiliki sumber 
daya, entah sosial, politik, atau ekonomi, kecenderungan untuk 
menyelesaikan kasus penodaan agama melalui dialog atau maaf-
memaafkan lebih besar dibandingkan korban dari kelompok 
minoritas atau lemah. Bahkan, dalam 4 kasus di atas, komunitas 
yang selama ini banyak melakukan tindakan intoleran menjadi 
penafsir tentang apakah suatu perbuatan seseorang termasuk 
sebagai tindakan penodaan atau bukan. 

Hal kedua yang penting dicatat dari 4 peristiwa penodaan 
agama di atas adalah tentang pelaksanaan delik penodaan yang 
cenderung ditafsirkan secara berbeda-beda oleh otoritas Negara, 
sehingga indikator tentang otoritas ini tidak terpenuhi dalam konteks 
Indonesia. Penelitian yang dilakukan oleh LeIP terhadap pelaksanaan 
perkara penodaan ini menunjukkan adanya inkonsistensi dan 
karakter sewenang-wenang dalam penafsiran unsur-unsur untuk 
membuktikan terjadinya penodaan agam. Kesimpulan ini nampak 
pada pembuktian elemen mental (mens rea), yang sebenarnya 
merupakan komponen yang paling menentukan, jika menganut pada 
kerangka hukum yang ada saat ini. Selain itu, secara praktik, data ini 
menunjukkan bahwa pembuktian dalam banyak kasus penodaan 
agama tidak didasarkan pada unsur-unsur yang sebenarnya 
diartikulasikan dalam undang-undang, tetapi lebih pada kekeliruan 
tafsir hukum atau keyakinan pribadi dan pendapat jaksa dan hakim.81 

Secara praktik pula, dari gambaran 4 kasus yang diungkap dalam 
Laporan 2019 ini, tidak jarang kepolisian yang memiliki penafsiran 
terhadap tindakan yang masuk kategori penodaan maupun tidak. 
Dalam kondisi masyarakat yang terpolarisasi, keberadaan delik 
penodaan yang demikian akan memunculkan potensi dampak-
dampak negatif bagi penghormatan dan perlindungan hak kebebasan 
beragama / berkeyakinan, yaitu adanya penggunaan delik penodaan 

81   Lihat lebih lanjut laporan dalam, Arsil, dkk., Penafsiran terhadap Pasal 156a 
Huruf a KUHP Tentang Penodaan Agama (Analisa Hukum dan Hak Asasi Manusia), 
(Jakarta: LeIP, 2018). 
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sebagai alat untuk menyerang salah satu kelompok yang dianggap 
lawan, membatasi hak beragama berkeyakinan, membungkam 
ekspresi dan pendapat yang dianggap mengancam ketahanan nasional 
atas nama ketertiban, serta adanya kecenderungan penafsiran 
sewenang-wenang terhadap delik penodaan agama. 

Catatan ketiga dari 4 peristiwa di atas adalah terkait dengan 
penyelesaian kasus-kasus penodaan agama pada dasarnya dapat 
diselesaikan secara dialog, tanpa proses hukum, sebagaimana 
selama ini terjadi. Adanya kemungkinan penyelesaian kasus 
penodaan agama melalui dialog dan tidak dilanjutkan ke proses 
hukum ini seyogyanya menjadi pilihan strategis yang diambil oleh 
Pemerintah dan penegak hukum dalam menyikapi banyaknya 
kasus-kasus penodaan yang dilaporkan.82 Menurut pantauan 
SETARA, satu peristiwa yang terjadi di Probolinggo, Jawa Timur, 
merupakan langkah positif yang dapat ditiru oleh pelbagai pihak, 
karena lebih mengutamakan dialog dibandingkan langsung ke 
proses hukum menggunakan delik penodaan agama. SETARA 
mencatat adanya upaya Bakorpakem dan MUI membuka ruang 
dialog dengan pelaku dan kemudian mengklarifikasi pernyataan 
yang disampaikan oleh seorang warga di laman facebooknya. Meski 
awalnya dianggap meresahkan masyarakat, pemahaman aliran 
Ponco Suro dipandang oleh Ketua Bakorpakem Probolinggo sebagai 
suatu pemahaman yang wajar, karena secara praktik penganut aliran 
ini masih menjalankan agama layaknya penganut lain. Lebih dari 
itu, meskipun penilaian sesat atau tidaknya suatu pemahaman 
keagamaan di luar dari kewenangan Negara, secara praktik peristiwa 
ini dapat dipertimbangkan sebagai alternatif penyelesaian kasus-
kasus yang dianggap meresahkan masyarakat sebelum masuk ke 
proses penegakan hukum.  

Tidak hanya sebagai upaya meminimalisasi peluang 
kriminalisasi keyakinan dan pendapat, pendekatan dialog ini 
justru membuka ruang diskusi publik atas pemahaman dan 
keyakinan keagamaan yang beragam, sehingga publik diberikan 
pembelajaran untuk semakin dewasa dan siap menerima perbedaan 
dan keragaman. Sebaliknya, pendekatan pidana atau inkonsistensi 

82   Laporan Tahunan SETARA Institute 2018 telah menegaskan meningkatnya 
kasus-kasus penodaan agama di Indonesia. 
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antara pidana dan dialog yang selama ini digunakan oleh Negara 
justru akan semakin memperkuat polarisasi masyarakat, karena 
berdampak pada melemahnya kepercayaan publik terhadap peran 
Negara dalam menjamin hak atas keadilan warga negara. 

3.	 Meneguhkan Identitas Nasional dan Menutup Ruang 
Dialog Agama 

Secara prinsip, penodaan agama bertentangan dengan hak 
asasi manusia. Laporan SETARA Institute 2018 telah menjelaskan 
konsep penodaan secara lebih gamblang dan jelas. Menurut 
Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Beragama Berkeyakinan, 
secara praktik penodaan agama kerapkali digunakan oleh Negara 
untuk menguatkan identitas nasional, selain digunakan untuk 
melindungi “kemurnian” klaim-klaim keagamaan arus utama. 
Tidak hanya di Negara-negara yang mengakui agama resmi, namun 
sejumlah negara yang manganut non-teokrasi juga seringkali 
terjebak pada penggunaan delik ini sebagai sarana menguatkan garis 
antara agama “nasional” yang patut didukung dan agama “asing” 
yang dicurigai berbahaya atau destruktif bagi persatuan nasional.83 

Hal ini tergambar pada peristiwa yang dipantau SETARA pada 
2019, penindakan oleh polisi terhadap Kelompok Doa Aliran Hati 
Kudus Allah Kerahiman Ilahi di Mimika Baru, Papua, atas laporan 
sejumlah penganut Katolik di daerah ini pada 28 Juli 2019. Atas 
laporan tersebut, polisi mengamankan JK dan seorang pengikut 
aliran bernama BT, dengan beberapa orang lainnya (DK dan SK).  

Peristiwa lain yang terjadi pada 2019 menunjukkan pula 
kecenderungan yang serupa. Salah satu kasus yang dipantau oleh 
SETARA Institute pada 2019 menunjukkan adanya pemrosesan 
kasus penodaan agama dan ujaran kebencian kepada salah seorang 
guru SMPN Terpadu di Sulawesi Tengah pada 7 September 2019 
dengan tuduhan melakukan ujaran kebencian saat menyampaikan 
materi tentang agama ke siswa.84 Menurut pelapor, terdapat 
empat materi yang mengarah ke penistaan agama, yaitu larangan 

83   Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Beragama/Berkeyakinan.
84   Laporan tersebut teregister dengan nomor LP/268/IX/2019/SPKT Polda 

Sulteng tanggal 7 September 2019
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beribadah salat tepat waktu, mengucapkan bahwa isi Alquran 
belum tentu benar, belum tentu bahasa Arab itu benar, dan belum 
tentu ulama dan para ustaz itu suci. 

Pada kasus di atas dan sebagaimana penjelasan sebelumnya, 
sebetulnya pemerintah, kepolisian, dan tokoh agama dapat 
menjembatani kasus tersebut melalui diskusi dan dialog keagamaan, 
tanpa harus membawa kasus ini ke proses hukum. Membuka 
dialog dan mendiskusikan apa yang dianggap sebagai penodaan 
merupakan langkah awal untuk membangun masyarakat yang 
saling memahami dan toleran, karena dengan begitu setiap 
orang bisa mempertanggungjawabkan apa yang diucapkannya 
secara akademis dan legitimit berdasarkan pada pemahaman 
keagamaan yang dianggap benar oleh penganutnya. Sebaliknya, 
dialog memungkinkan setiap orang untuk kembali merujuk pada 
khazanah pemikiran keagamaan yang tumbuh dan berkembang 
selama berabad-abad, sehingga akhirnya masyarakat memiliki 
pemahaman utuh tentang kekayaan pemikiran keagamaan tersebut. 

Kasus serupa juga terjadi di Makassar, Sulawesi Selatan, ketika 
ruang dialog ditutup oleh Pemda dengan adanya surat imbauan 
Sekretaris Daerah Kota Makassar Nomor 400/402/Kesra/IX/2019 
tentang Himbauan Mewaspadai dan Mengantisipasi Penyesatan 
Syiah yang ditujukan kepada seluruh camat se-Kota Makassar, pada 
9 September 2019.85 Tidak hanya potensial memunculkan konflik 
di masyarakat, imbauan ini tidak memiliki dasar hukum yang 
kuat, sehingga dapat dikatakan bertentangan dengan semangat 
kebhinekaan yang dianut di dalam UUD 1945. Klaim kebenaran 
merupakan hak yang dijamin oleh hak asasi manusia pada setiap 
komunitas dan organisasi keagamaan, harus dilindungi Negara, 
namun intervensi negara untuk menguatkan satu identitas agama 
atau keyakinan melalui kebijakan merupakan pelanggaran terhadap 
kebebasan beragama atau berkeyakinan itu sendiri. 

85   Surat tersebut mengacu pada Surat Edaran Sekretaris Daerah Provinsi 
Sulawesi Selatan nomor: 450/0224/B. Kesejahteraan tanggal 12 Januari 2017. Ada 
tiga hal yang tercantum dalam surat tersebut. Masyarakat dihimbau untuk waspada 
agar tidak terpengaruh dengan ajarah Syiah, tidak memberikan peluang penyebaran 
faham Syiah, dan bertindak tegas dalam menangani aliran menyimpang karena 
bukan termasuk kebebasan beragama tetapi penodaan agama.
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Fenomena lain yang menguat dalam peristiwa-peristiwa 
pelanggaran KBB pada tahun 2019 yang dicatat oleh SETARA 
adalah terkait dengan menjamurnya regulasi dan kebijakan di 
daerah yang diarahkan untuk membatasi ruang masyarakat 
dalam berusaha dengan mengatasnamakan peribadatan di bulan 
puasa. Sebagaimana bab sebelumnya, selama 2019 SETARA 
Institute mencatat angka pelanggaran tertinggi terjadi pada saat 
pelaksanaan ibadah puasa dengan bentuk tindakan pelarangan 
berusaha bagi rumah makan di siang hari. Secara sekilas, aturan 
ini nampak netral dan otoritas pemerintahan yang mengeluarkan 
kebijakan ini bisa saja berpendapat hal itu dilakukan karena 
anjuran moral pribadinya. Namun, secara tersirat, sebagaimana 
ditegaskan oleh Pelapor Khusus PBB di dalam Laporannya, aturan 
tersebut dapat mendiskriminasi orang-orang atau kelompok yang 
memiliki pandangan berbeda tentang norma agama tersebut. 

Hal serupa juga terjadi pada kasus-kasus lain yang di 
dalamnya Negara membatasi identitas tertentu kepada warga 
negaranya, yang secara sadar maupun tidak, memunculkan 
diskriminasi. Situasi ini tergambar ketika adanya aturan-aturan 
yang mewajibkan perbuatan atau penggunaan atribut keagamaan 
tanpa mengindahkan pandangan yang berbeda-beda di internal 
keagamaan tersebut. Pelapor Khusus PBB86 mencontohkan tentang 
aturan yang mewajibkan seragam pakaian tertentu di sekolah 
publik, misalnya, meskipun tidak menyasar komunitas tertentu, 
namun hal itu mendiskriminasi mereka yang berpandangan bahwa 
atribut itu diwajibkan oleh agamanya. Dalam konteks Indonesia, 
peristiwa-peristiwa dengan nada serupa terjadi pada tahun 2019, 
mulai dari pembatasan kehidupan sosial dengan menggunakan 
norma moral dan/atau keagamaan, pelarangan penggunaan jilbab 
atau cadar, pelarangan perayaan valentine, serta aturan-aturan lain 
yang secara langsung maupun tidak telah mendiskriminasi.

4.	 Memperkuat kontrol politik secara berlebihan; penggunaan 
delik ujaran kebencian 

Salah satu faktor terjadinya pelanggaran kebebasan 

86   Lihat juga uraian dalam Bab VIII mengenai “akomodasi yang masuk 
akal” – penerjemah.
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beragama berkeyakinan menurut pelapor khusus PBB untuk 
Kebebasan Beragama berkeyakinan adalah penguatan kontrol 
politik secara berlebih dengan menggunakan perangkat hukum 
yang diskriminatif. Kencederungan beberapa tahun terakhir, 
menguatnya ekstrimis dan tindakan terorisme menjadikan Negara 
cenderung memperkuat pendekatan keamanan terhadap ekspresi-
ekspresi yang mengarah pada kekerasan. 

HAM memandang bahwa terorisme merupakan salah 
satu bentuk ancaman terhadap penikmatan hak warga negara, 
sehingga Pemerintah perlu melakukan tindakan pencegahan dan 
penanganan terhadap segala bentuk teror yang terjadi. Namun, 
HAM juga menegaskan bahwa penanganan terorisme tidak boleh 
melampaui batasan-batasan hak yang ditegaskan oleh instrumen 
HAM, termasuk pula penggunaan perangkat negara untuk 
memperkuat kontrol publik yang menyebabkan pelanggaran 
terhadap kebebasan sipil. Dalam hal ini, Pelapor Khusus PBB untuk 
Kebebasan Beragama lebih mengutamakan penggunaan istilah 
“ekstrimisme kekerasan” dibandingkan radikalisme atau istilah 
lain yang cenderung sulit diukur dan berpotensi memberikan 
ruang kepada aparatur Negara untuk bertindak sewenang-
wenang. Dicatat oleh Pelapor Khusus dalam Laporannya,  “Dalam 
konteks ini, perang melawan terorisme terbukti menjadi alasan yang 
ampuh bagi sebagian pemerintah saat ingin memaksakan kontrol 
berlebihan mereka yang melanggar KBB dan HAM lainnya”. 

Di samping itu, menurut Pelapor Khusus KBB juga, dari 
pengalaman di banyak negara di dunia, tampaknya bisa dikatakan 
bahwa semakin suatu pemerintahan otoriter, maka semakin 
berlebihan obsesi mereka untuk mengontrol masyarakat, termasuk 
dalam hal keagamaan.  Untuk itu, KBB dapat dikatakan “pintu 
gerbang” pada kebebasan lain, termasuk kebebasan berekspresi 
dan kebebasan berserikat. Hal ini pula yang membuat sebagian 
pemerintahan otoriter khawatir dan menyebabkan mereka 
berusaha menghalangi KBB. 

Dalam kasus Indonesia, ketika polarisasi masyarakat 
cenderung menguat dan sejumlah tema-tema yang menjadi 
ajang perdebatan secara daring atau offline juga merupakan 
isu yang seringkali berkelindan dengan isu-isu keagamaan 
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dan ekstremisme.87 Hal ini memunculkan kegamangan pada 
Pemerintah untuk melakukan tindakan dan pilihan kebijakan; 
di satu sisi hendaknya memperkuat kepercayaan publik kepada 
Negara, namun di sisi yang lain tindakan yang dilakukan 
cenderung membatasi hak-hak beragama yang akan menjadi 
titik lemah serangan kepada pemerintah di hadapan kelompok-
kelompok agama yang memanfaatkan populisme publik. 

Kegamangan ini tidak jarang memunculkan dampak pada 
pelanggaran hak-hak warga negara, sebagai contoh pada peristiwa-
peristiwa tahun 2019 yang terjadi terkait dengan laporan dan 
pemrosesan ujaran kebencian. Salah satu kasus yang menunjukkan 
kecenderungan ini adalah ketika polisi memproses kasus ujaran 
kebencian yang dilakukan oleh seorang pengguna media sosial 
Facebook pada 18 Januari 2019 atas tindakan ujaran kebencian 
kepada salah satu calon presiden. Kasus lain yang serupa juga 
dilakukan oleh kepolisian terhadap seorang berinisial AFD atas 
postingan Facebooknya yang dianggap menyudutkan pemerintah. 
ADF ditangkap oleh Polres Tanjungpinang 25 Januari 2019. 

Dalam kasus lain, meskipun secara tindakan berbeda, delik 
ujaran kebencian juga digunakan oleh Pemerintah untuk menekan 
ekspresi-ekspresi keagamaan dan keyakinan yang dianggap 
mengganggu ketertiban umum atau memunculkan gejolak di 
masyarakat. Salah satu peristiwa yang dipantau oleh SETARA 
dalam konteks ini adalah putusan Pengadian Negeri Medan yang 
menjatuhkan hukuman satu tahun penjara terhadap Agung Kurnia 
terbukti melakukan ujaran kebencian melalui media sosial dengan 
menghina Bendera Tauhid. Putusan ini dikeluarkan pada Maret 2019. 

Peristiwa lainnya yang dapat dikemukakan dalam bagian 
ini adalah terkait dengan Pelarangan kegiatan dilakukan oleh 
Gerakan Pemuda Anshor (GP Anshor) terhadap agenda ceramah 

87   Pada praktiknya, menurut catatan Wishnu Triwibowo, perkembangan 
Pemilu/Pilpres 2019 memunculkan dampak pada perdebatan sengit berbagai isu 
sosial, ekonomi, dan politik yang muncul di ranah publik atau media social, serta 
masyarakat selalu terbagi menjadi dua kubu tanpa adanya dialog publik. Kompas.
com,  “Mencegah Polarisasi Politik Pasca-Pilpres 2019 Semakin Tajam”, diakses 
dari:  https://nasional.kompas.com/read/2019/04/23/13291151/mencegah-polarisasi-
politik-pasca-pilpres-2019-semakin-tajam?page=all.
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Felix pada Rabu 26 Juni 2019 di Masjid Balai Kota DKI Jakarta. 
Protes itu dilayangkan lantaran Felix Siauw merupakan anggota 
HTI pendukung Khilafah yang telah dibubarkan pemerintah.

Sejumlah kasus di atas menggambarkan kegamangan 
pemerintah dalam menyikapi polarisasi di masyarakat di satu sisi 
dan menguatnya populisme politik yang menggunakan politik 
identitas di sisi yang lain. Tidak digunakannnya hak asasi manusia, 
terutama hak kebebasan beragama atau berkeyakinan, sebagai 
landasan kebijakan adalah salah satu sebab munculnya ambiguitas 
dalam kebijakan tersebut. Hal ini karena Pemerintah bisa bersikap 
adil – dalam arti tidak berat sebelah dan memiliki keajegan sikap 
– dalam menyikapi situasi-situasi yang mengarah pada gangguan 
keamanan nasional. Pendekatan yang tidak menggunakan 
kerangka HAM dalam penanganan kasus-kasus keagamaan yang 
cenderung mendapatkan dukungan di masyarakat justru akan 
semakin menyudutkan pemerintah. Akibatnya, polarisasi semakin 
kuat dan Negara semakin kehilangan kepercayaan publik yang 
sudah terlanjur memiliki patron politisnya.  

Berkaca dari peristiwa-peristiwa tahun 2019 dan beberapa 
tahun sebelumnya, sudah sepatutnya Negara membuat rumusan 
yang komprehensif tentang bagaimana meletakkan agama 
dalam konteks demokrasi Indonesia saat ini. Hak asasi manusia, 
di antaranya adalah kebebasan beragama atau berkeyakinan, 
menyedikan ruang tentang bagaimana seharusnya Negara 
dapat mengambil sikap yang tegas, antara memberikan jaminan 
perlindungan terhadap ekspresi keagamaan itu dan membatasi 
ekspresi-ekspresi yang potensial bertentangan dengan prinsip 
HAM itu sendiri. Hak asasi manusia secara prinsip tidak 
bisa digunakan sebagai alat untuk melakukan diskriminasi, 
intoleransi, dan kekerasan, sehingga semua tindak kekerasan 
yang mengatasnamakan agama, tradisi, norma tertentu adalah 
bertentangan dengan hak asasi manusia itu sendiri.

5.	 Catatan Kunci tentang Perempuan dan Hak Kebebasan 
Beragama/Berkeyakinan 

Salah satu isu krusial dan kontroversial dalam kebebasan 
beragama adalah terkait dengan penggunaan simbol-simbol 
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keagamaan yang seringkali disematkan pada perempuan. 
Seperti halnya terjadi di Indonesia, Pelapor Khusus PBB untuk 
Kebebasan Beragama mencatat dua kecenderungan Negara di 
dunia ketika menerapkan atribut keagamaan bagi perempuan; 
terdapat negara yang melarang dan membatasi penggunaan 
atribut keagamaan di ruang publik dengan alasan membersihkan 
ruang publik dari simbol atau atribut keagamaan, namun di sisi 
yang lain terdapat negara yang memaksakan penggunaan simbol 
atau atribut keagamaan ketika berada di ruang publik. 88 

Praktik di sejumlah Negara menunjukkan hal ini. Ada 
beberapa kasus di Negara lain memunculkan perhatian 
internasional terkait simbol agama ini, yang paling popular 
adalah ketika Perancis menerapkan sistem sekular (Laicite) dan 
berakibat pada pelarangan penggunaan simbol-simbol agama 
di sekolah-sekolah publik dan di tempat kerja.89 Ada banyak 
kajian dan kritik terhadap kebijakan tersebut yang pada akhirnya 
mengarah pada suatu kesimpulan bahwa konsep sekularisme, 
terutama laicite, tidak dapat dijadikan acuan bagi bangunan 
kehidupan yang toleran dan setara.90 

Baru-baru ini, Presiden Rusia, Vladimir Putin, juga 
mengeluarkan kebijakan kontroversial yang melarang 
penggunaan jilbab di sekolah Rusia dengan alasan sekularisasi 
ruang publik dan menjaga kesetaraan di antara warga negara.91 
Permasalahan simbol agama juga muncul ketika sekelompok 
orang, institusi atau bahkan negara hendak menyeragamkan 

88   SR on FoRB, Rapporteur’s Digest on Freedom of Religion or Belief, 21-22. 
89   Faiza Zerouala, “Headscarf ban turns France’s Muslim women towards 

homeworking”, The Guardian, 3 October 2014, diakses dari http://www.theguardian.
com/world/2014/oct/03/france-muslim-women-home-working (9 January 2016)

90   Lihat di antaranya, Talal Asad, “French Secularism and the ‘Islamic Veil 
Affair’”, dalam Hedgehog Review, Spring and Summer 06, 93; Dawn Lyon and Debora 
Spini, “Unveiling the Headscarf Debate”, dalam Feminist Legal Studies 12, Kluwer 
Academic Publisher 2004, 333 – 345; European Commission for Democracy Through 
Law, “Guideline for Legislative Reviews of Law Affecting Religion or Belief: OSCE/
ODHIR Panel of Expert on FoRB”, 11 June 2014,  11

91   Lihat di antaranya, Ellen Barry, “Local Russian Hijab Ban Puts Muslim 
in a Squeeze”, dalam The New York Time, 18 Maret 2013, http://www.nytimes.
com/2013/03/19/world/europe/russian-regions-hijab-ban-puts-squeeze-on-muslims.
html?_r=0 (diakses 6 January 2016) 
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penggunaan simbol agama di ruang publik dengan menggunakan 
otoritas yang dimilikinya. Pemaksaan ini, baik secara langsung 
ataupun tidak, seringkali bertentangan dengan keyakinan pribadi 
seseorang, sehingga kebijakan yang demikian pun melanggar 
prinsip-prinsip kebebasan beragama atau berkeyakinan. 

Pemantauan SETARA Institute 2019 menunjukkan kedua 
kecenderungan yang digarisbawahi oleh Pelapor Khusus PBB 
tersebut di atas. Merujuk pada peristiwa dan tindakan yang terjadi 
selama setahun ini, terdapat otoritas publik yang menerapkan aturan 
keharusan penggunaan atribut keagamaan tertentu dan bahkan 
kasus-kasus diskriminasi di Aceh yang dicatat dalam Laporan 
2019 sebagian besar terkait dengan pemaksaan penggunaan atribut 
tertentu berdasarkan norma keagamaan. Namun di lain peristiwa, 
SETARA Institute juga menemukan adanya kecenderungan 
pembatasan penggunaan simbol dan atribut keagamaan ini yang 
secara prinsip melanggar kebebasan beragama berkeyakinan 
seseorang atau komunitas, seperti adanya sejumlah aturan 
pengusaha yang melarang penggunaan jilbab. 

Tabel 2
Jumlah Tindakan Pelaragan dan Kewajiban Atribut Keagaman

Tabel di atas menunjukkan dua kecenderungan pemerintah 
daerah di Indonesia yang menggunakan dua bentuk kebijakan yang 

Perintah 
Penggunaan 
Atribut 
Keagamaan

Larangan 
Penggunaan 
Atribut Keagamaan

Penggunaan Gamis dan Peci 2 0

Penggunaan Busana Islami 5 0

Penggunaan Jilbab 0 1

Penggunaan Cadar 0 3

Penggunaan Jilbab Besar 0 1
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disinyalir oleh Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Beragama atau 
Berkeyakinan. Di satu sisi, terdapat Pemerintah Daerah, terutama terjadi 
di wilayah Aceh yang memaksakan penggunaan atribut keagamaan, 
di antaranya melalui kebijakan dan rangkaian razia busana Islami di 
jalan-jalan raya. Razia setidaknya terjadi 2 area di daerah Aceh Timur, 
Aceh Barat, Kota Lhokseumawe, Banda Aceh, dan Aceh Barat khusus 
untuk laki-laki menggunakan peci. Sementara di luar Aceh, terdapat 
satu peristiwa di Banten, terjadi di Kecamatan Ciputat, dengan adanya 
Surat Perintah penggunaan Pakaian Gamis Hitam Setiap Hari Jumat 
bagi aparatur sipil negara di lingkungan kecamatan. 

Sementara larangan penggunaan atribut tergambar dari grafik di 
atas, terfokus pada 3 tindakan, yaitu larangan jilbab, larangan cadar, 
dan larangan penggunaan jilbab besar. Hal ini terjadi di 2 sektor, usaha 
dan pendidikan. Pelarangan jilbab besar bagi siswa terjadi di Makassar, 
Sulawesi Selatan, kemudian pelarangan dalam pekerjaan dilakukan 
oleh salah satu perusahaan di Jawa Timur, serta larangan penggunaan 
cadar atau niqab terjadi di satu sekolah menengah pertama di Sulawesi 
Selatan, satu perguruan tinggi Islam negeri di Sulawesi Selatan, serta 
satu perguruan tinggi Islam di Sulawesi Tenggara.  

Terkait dengan dua kecenderungan tersebut, Laporan SETARA 
Institute ini merujuk pada Laporan yang dibuat oleh Acrot Krishnawami, 
Special Rapporteur of the Sub-Commission on the Prevention of 
Discrimination and Protection of Minorities, pada tahun 1960, yang 
menegaskan bahwa pembatasan otoritas publik terhadap penggunaan 
symbol, bel, musik keagamaan, dan pengeras suara yang berkaitan 
dengan agama atau keyakinan hanya dapat dilakukan untuk menjaga 
perdamaian dan mencegah kerusakan, ketegangan, atau kekerasan, 
terutama pada wilayah yang beragam secara keyakinan. Dalam konteks 
ini, Krishnawami menegaskan, bahwa mengetahui secara komprehensif 
situasi dan lingkungan suatu kasus harus dilakukan terlebih dahulu 
sebelum melakukan penilaian apakah suatu hal dapat dibatasi atau 
tidak, sehingga pembatasan tidak justru melanggar hak-hak individu.92

Secara konseptual, kebebasan beragama meletakkan dasar 

92   Arcot Krishnawami (Special Rapporteur of the Sub-Commission on the 
Prevention of Discrimination and Protection of Minorities), Study of Discrimination 
in the Matter of Religious Rights and Practices (E/CN.4/Sub.2/200/Rev.1) (New York: 
PBB, 1960), h. 33. 
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argumentasinya pada kebebasan individu, yaitu “kebebasan positif” bagi 
setiap orang untuk menggunakan simbol agama – seperti jilbab – sebagai 
sebuah pilihan yang bebas dan sebaliknya “kebebasan negatif” untuk 
tidak ‘secara terpaksa’ menggunakan simbol atau atribut agama tersebut 
juga harus dijamin oleh Negara. Hak setiap orang untuk mendapatkan 
pendidikan, misalnya, tidak boleh dihalangi dengan aturan yang 
melarang atau mengharuskan seseorang untuk menggunakan simbol 
agama. Lebih dari itu, hak orang tua untuk memastikan pendidikan 
dan moral anaknya sesuai dengan keyakinannya – termasuk dalam hal 
penggunaan atribut atau pakaian keagamaan – juga harus disampaikan 
kepada tenaga pendidik sebagai suatu hak yang dilindungi.93

Untuk yang pertama, terkait dengan kewajiban menggunakan 
simbol keagamaan Negara seharusnya menahan diri dan berhati-hati 
untuk tidak mengintervensi pandangan keagamaan seseorang dalam 
hal penggunaan simbol keagamaan. Hal ini didasarkan pada keragaman 
pandangan keagamaan itu sendiri, tidak hanya di antara umat beragama 
namun juga intra agama itu sendiri. Negara harus menghormati 
(respect) kebebasan aktif setiap orang dalam menjalankan agama yang 
diyakininya sebagai sebuah kebenaran serta mencegah untuk memaksa 
seseorang mengikuti atau menggunakan atribut keagamaan. 

Prinsip hak asasi manusia ini menegaskan pentingnya menjaga 
kebebasan positif dan negatif hak beragama secara bersamaan. 
Dengan kata lain, Negara memiliki kewajiban untuk menghormati dan 
menjamin hak setiap orang untuk menggunakan serta menunjukkan 
simbol-simbol keagamaan atau keyakinannya, seperti halnya Negara 
harus menahan diri (tidak boleh) untuk mengadopsi simbol atau atribut 
keagamaan tertentu sebagai atribut publik yang wajib digunakan, 
dengan memaksakan simbol atau atribut tersebut, melarang simbol 
atau atribut keagamaan/keyakinan yang berbeda, dan/atau meminta 
kelompok keagamaan/keyakinan mengubah simbol atau sebagian 
simbolnya yang mereka yakini. []

93   Terkait dengan hak orang tua dalam hal pendidikan agama dijelaskan lebih 
detil dalam bagian lain buku ini. 
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Bab 4.
Kebebasan Beragama Indonesia di 

Mata Internasional

Kebebasan beragama berkeyakinan merupakan bagian dari 
isu hak asasi manusia yang telah menjadi perhatian banyak 
komunitas internasional. PBB telah membentuk Pelapor Khusus 

untuk Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan di bawah Komisi HAM 
PBB dan kemudian saat ini di Dewan HAM PBB. Sejumlah Negara 
juga membentuk kantor Kebebasan Beragama yang bekerja secara 
internasional, seperti halnya Amerika Serikat dengan nama Office of 
Internasional Religious Freedom dan Kanada dengan sebutan Office of 
Religious Freedom.94 

Sementara itu, kebebasan beragama berkeyakinan yang ditegaskan 
di dalam Pasal 18 DUHAM dan Pasal 18 Kovenan Internasional 
Hak Sipil dan Politik menjadikan isu ini bagian dari pembahasan-
pembahasan situasi HAM di suatu negara, termasuk Indonesia, di 
bawah mekanisme-mekanisme yang ada di PBB. 

Di samping itu, sejumlah Negara juga membuat laporan-laporan 
terkait situasi kebebasan beragama berkeyakinan yang terjadi di 
seluruh dunia, seperti yang paling popular adalah Amerika Serikat yang 
mengkompilasi laporan dari setiap Negara dalam laporan tahunan dan 
dipublikasikan secara regular setiap tahun. 

Terdapat pula laporan-laporan organisasi masyarakat sipil 

94   Untuk Amerika, dapat dilihat pada laman berikut: https://www.state.gov/
bureaus-offices/under-secretary-for-civilian-security-democracy-and-human-rights/
office-of-international-religious-freedom/
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dan thinktank yang dirilis setiap tahun atau untuk periode tertentu. 
Biasanya dengan menggunakan metode-metode pemantauan HAM 
dan terdapat pula yang menggunakan pendekatan statistik atau indeks. 

Bagian Bab 4 laporan ini akan berfokus perhatian komunitas 
internasional terhadap situasi yang terjadi di Indonesia dan sekaligus 
pula sejumlah pemberitaan internasional yang memuat tentang 
Indonesia. Bagian ini diharapkan memberikan gambaran tentang 
perhatian sejumlah pihak di tingkat internasional dan bagaimana 
Indonesia mendorong perbaikan di tingkat nasional. 

Situasi KBB di Indonesia yang menjadi perhatian komunitas 
internasional, di antaranya adalah Laporan-laporan Lembaga HAM 
PBB, laporan yang dikeluarkan oleh Negara-negara terhadap situasi di 
seluruh dunia, laporan yang disampaikan oleh organisasi masyarakat 
sipil, serta pemberitaan media-media internasional. 

A. Laporan lembaga-lembaga HAM PBB 

Salah satu mekanisme HAM PBB yang memberikan laporan secara 
kontinyu terkait dengan kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah 
Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan. 
Saat ini, mandat Pelapor Khusus dipegang oleh Ahmad Shaheed, 
seorang akademisi warga negara Maldives yang tinggal di Inggris. 

Selama tahun 2019, Pelapor Khusus mengeluarkan 2 laporan 
tematik terkait kebebasan beragama atau berkeyakinan yang 
disampaikan kepada Dewan HAM PBB dan kemudian di Majelis 
Umum PBB. Laporan pertama terkait dengan “Blasphemy and the 
defamation of religion” dan kedua “Combatting Antisemitism to 
Eliminate Discrimination and Intolerance Based on Religion or Belief”, 
yang masing-masing dipublikasi pada Mei dan September 2019. 

Dalam Laporan tematik tahun 2019 tentang Blasphemy and the 
defamation of religion, pelapor khusus menyampaikan situasi regulasi 
dan pelaksanaan delik penodaan agama di seluruh dunia. Pada bagian 
awal laporannya, ia menegaskan bahwa hampir 47% negara-negara di 
dunia memiliki regulasi terkait dengan pemidanaan penistaan, murtad, 
dan penodaan agama.  

Secara praktik, penggunaan pasal-pasal ini lebih terkait dengan 
pandangan individu atau Negara terhadap ekspresi yang menyinggung 
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“kesucian” atau “sensitivitas” orang lain. Hal ini didasarkan pada 
sejumlah sebab, seperti alasan untuk menjaga kerukunan atau 
kedamaian. Niatnya adalah untuk menjaga sensitivitas penganut agama 
mayoritas dan pandangan minoritas dianggap menghina atau menista, 
sehingga diperlukan perlindungan terhadap mereka.

Dalam laporan ini, Pelapor Khusus menunjukkan sejumlah praktik 
yang terjadi di dunia, termasuk di Indonesia. Laporannya menyebutkan 
sejumlah kasus penodaan atau penistaan yang tidak hanya melanggar 
hak kebebasan beragama berkeyakinan namun juga kebebasan 
ekspresi dan pendapat. Di antara kasus yang disebutkan adalah kasus 
komunitas Ahmadiyah secara khusus, kasus Mohammed Shaikh Ould 
Mohammed Ould Mkhaitir (seorang insinyur di Mauritania yang 
mempublikasikan tulisan pada situs online pada 2013 dengan judul 
“Religion, religiosity and blacksmiths” yang mengkritisi menggunaan 
agama untuk menjustifikasi perbudakan dan hubungan antara agama, 
rasisme dan diskriminasi, Asia Bibi (dituduh melakukan penistaan pada 
November 2010 dan dihukum mati di Pakistan), dan Avijit Roy (seorang 
blogger keturunan Amerika-Bangladesh, saat mengunjungi Bangladesh 
dan bersama isterinya, Rafida Ahmed, diserang dengan golok di jalanan 
Dkaha. Kasus lain yang dicatat oleh Pelapor Khusus secara spesifik 
adalah di Indonesia, terkait dengan kriminalisasi kepada Basuki Tjahaja 
Purnama atau Ahok. 

Kasus Ahok yang dijadikan perhatian oleh Pelapor Khusus terkait 
dengan dakwaan penodaan agama yang dialaminya pada tahun 2017 
ketika ia mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta. Pelapor 
Khusus mencatat kasusnya, bahwa Ahok mengutip ayat Alquran dalam 
pernyataannya ketika melakukan kampanye, lalu kampanye dipublikasi 
melalui media dan kemudian memunculkan kesalahpahaman.  
Kemudian, pernyataan ini kemudian dilaporkan oleh sejumlah 
organisasi karena pernyataan tersebut mengandung ujaran kebencian 
dan intoleransi. Meskipun, menurut Pelapor Khusus, pernyataan 
ini lebih karena alasan politik. Pada Mei 2017, Pelapor Khusus KBB 
mencatat, pada 9 Mei 2017 kemudian Ahok diputus bersalah oleh 
Pengadilan Negeri Jakarta Utara untuk 2 tahun penjara. Pada 24 Januari 
2019 ia dibebaskan.95

95   Report of the Special Rapporteur on freedom of religion or belief, A/
HRC/40/58, 5 March 2019, Agenda item 3; To the 40th Session of the Human Rights 
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Atas situasi-situasi yang ada tersebut di atas, termasuk kasus yang 
muncul di Indonesia dan kemudian menjadi perhatian komunitas 
internasional, Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Beragama atau 
Berkeyakinan mencatat sejumlah rekomendasi di dalam Laporannya 
tersebut, di antaranya adalah: 

Pertama, Pelapor Khusus mengusulkan agar Negara mengkaji 
kembali dampak yang ditimbulkan dari pelarangan ekspresi keagamaan 
pada sisi korban dan kemudian mengevaluasi hukuman yang telah 
diberikan. Selain itu, perlu pula dilakukan kajian terkait dengan dampak 
dari keberadaan delik penodaan yang tidak jarang justru memunculkan 
kekisruhan dan bahkan tindakan-tindakan intoleransi di kalangan 
masyarakat. 

Kedua, Negara perlu  meninjau kembali pelaksanaan dari delik-
delik tersebut yang dalam banyak kasus memunculkan kekeliruan 
dan penyalahgunaan wewenang, terutama dalam hak ketepatan 
pelaksanaan Pasal. Hal ini terkait erat dengan ambuguitas yang 
terkandung di dalam Pasal penodaan. Arahnya hingga pada revisi atau 
pencabutan pasal-pasal yang memang memunculkan subyektifitas 
dan bias tersebut. 

Ketiga, menguatkan peranan yudikatif dalam pelaksanaan 
regulasi yang cenderung memunculkan diskriminasi dan pelanggaran 
terhadap hak-hak individu. Hal ini penting untuk meminimalisasi 
penyalahgunaan hukum sebagai alat untuk mendiskriminasi atau 
mencegah adanya fanatisisme yang melumpuhkan untuk bersikap adil 
dan independen. Dalam hal ini, Pelapor Khusus merekomendasikan 
agar Negara merujuk kembali kepada Rabat Plan of Action yang 
menegaskan tentang batasan-batasan intervensi negara dalam 
kehidupan masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan ekspresi 
dan beragama.96

Laporan lainnya yang disampaikan oleh Pelapor Khusus PBB 
untuk KBB adalah terkait dengan  Combatting Antisemitism to 
Eliminate Discrimination and Intolerance Based on Religion or Belief97 

Council on 5 March 2019, diunduh pada laman: https://www.ohchr.org/EN/Issues/
FreedomReligion/Pages/ReportRestrictionsExpression.aspx 

96   See annex I, para. 20.
97   Report of the Special Rapporteur on freedom of religion or belief ( Elimination 
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yang disampaikan pada Sesi Sidang September 2019. Dalam laporan 
ini, Ahmad Shaheed yang bertindak sebagai Pelapor Khusus PBB 
untuk Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan mengidentifikasi 
situasi kekerasan, diskriminasi, dan ekspresi permusuhan yang 
didasarkan pada antisemitisme sebagai suatu kendala serius 
dalam penikmatan hak kebebasan beragama atau berkeyakinan. 
Laporan ini didasarkan pada laporan-laporan korban, perwakilan, 
dan sekaligus tokoh agama di seluruh dunia. Selain itu, Pelapor 
Khusus juga mengumpulkan informasi dari sejumlah Negara dari 
komunitas-komunitas Yahudi yang berada di Australia, Bosnis 
dan Herzegovina, Brazil, Chile, Colombia, Mesir, Indonesia, 
Irak, Meksiko, Myanmar, dan Tunisia yang berpartisipasi dalam 
rangkaian pertemuan di Amerika Serikat.  

Di dalam Laporan tersebut, Pelapor Khusus mencatat tren di 
tingkat regional terkait sikap publik terhadap komunitas Yahudi. Di 
Asi Pasifik, misalnya, Laporan ini menyebutkan bahwa retorika yang 
terjadi di banyak negara memiliki kesamaan, yaitu mengasosiasikan 
Yahudi dengan Israel dan kebijakan politiknya. Untuk ini, Pelapor 
Khusus memberikan contoh Indonesia, bahwa 57% guru/dosen dan 
53.74% siswa di Indonesia setuju bahwa “Yahudi adalah musuh 
Islam”. Pelapor Khusus juga mencatat penyerangan dan ancaman 
yang ditujukan pada sinagog di Surabaya, Jawa Timur, pada tahun 
2013, di samping kasus-kasus lain yang terjadi belahan dunia yang 
lain. 

B.	 Perhatian Negara di dunia tentang Situasi KBB di 
Indonesia 

Salah satu laporan yang secara regular menyampaikan laporan 
situasi KBB di seluruh dunia, termasuk Indonesia, adalah Amerika 
Serikat dalam Internasional Religious Freedom Report 2019. Laporan 
ini mengungkap kebijakan dan praktik pelanggaran yang dialami oleh 
kelompok, denominasi agama, atau individual. Laporan ini ditetapkan 
melalui UU Kebebasan Beragama tahun 1998.  

of all forms of religious intolerance), A/74/358, Agenda item 70 (b),   Seventy-fourth 
session,  To the 74th Session of General Assembly on 17 October 2019, https://www.
ohchr.org/EN/Issues/FreedomReligion/Pages/ReportSRtotheGeneralAssembly.aspx
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Laporan ini memuat dua hal, yaitu terkait dengan kerangka 
regulasi dan pelaksanaan atau praktik oleh Negara. Dalam kerangka 
regulasi, laporan ini mengulang kembali situasi-situasi regulasi yang 
sebelumnya telah ada namun tidak diupayakan perubahan atau 
perbaikan, di antaranya adalah delik penodaan agama yang ada di 
dalam KUHP, SKB Tiga Menteri tentang Ahmadiyah, SKB Gerakan 
Fajar Nusantara, serta sejumlah peraturan daerah yang melanggar 
prinsip KBB seperti di Aceh. Termasuk pula dalam laporan ini 
adalah Undang-Undang Perkawinan tidak secara eksplisit melarang 
pernikahan beda agama. 

Dalam hal praktik, laporan Pemerintah Amerika Serikat 
mencatat sejumlah situasi yang terjadi di tahun 2018, termasuk 
sejumlah catatan yang disampaikan oleh SETARA Institute dan 
sejumlah organisasi lain. Laporan ini mengutip Setara Institute 
tentang terjadinya 202 kasus pelanggaran kebebasan beragama di 
tahun 2018 (72 kasus dilakukan oleh pemerintah dan yang lainnya 
oleh masyarakat). Selain itu, sejumlah catatan lain yang muncul adalah 
terkait dengan pelanggaran yang terjadi pada tahun 2018, di antaranya 
kasus hukuman cambuk di Aceh bagi mereka yang melanggar aturan 
Syariah,  tindakan Mahkamah Agung yang menolak kasasi Meliana, 
seorang wanita yang pada tahun 2018 dijatuhi hukuman 18 bulan 
penjara karena penistaan agama, kasus penistaan agama terhadap 
Daud Rafles, pengusiran terhadap satu keluarga Katolik di Bantul, 
Yogyarkarta, oleh masyarakat sekitarnya, penolakan gereja Bethel 
Indonesia di Birobuli Selatan, Sulawesi Tengah, serta kasus-kasus lain 
yang muncul di tahun 2019.98

C.	 Laporan NGO atau think-tank internasional tentang 
KBB di Indonesia 

Laporan kebebasan beragama tidak hanya dilaporkan oleh 
lembaga-lembaga PBB atau Negara, namun juga oleh organisasi 
hak asasi manusia atau think tank yang berfokus pada kebebasan 
beragama atau berkeyakinan. Freedom House, salah satu organisasi 
internasional yang bekerja untuk isu-isu kebebasan sipil memberikan 

98  https://id.usembassy.gov/our-relationship/official-reports/2019-report-on-
international-religious-freedom/
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nilai indeks 61 per 100 untuk Indonesia atas situasi kebebasan 
sipil di Indonesia pada tahun 2019. Laporan ini mencatat sejumlah 
perkembangan kunci pada 2019, di antaranya adalah kemenangan 
Jokowi yang diusung oleh PDI-P pada pemilihan presiden 2019 dan 
mengalahkan pasangan lainnya, Prabowo. Dalam kondisi demikian, 
Laporan juga menggarisbawahi peristiwa protes pendukung Prabowo 
yang tidak terima atas kemenangan Jokowi dan memunculkan 
sejumlah keributan di Jakarta, setidaknya memakan 6 orang korban 
jiwa. 

Di samping itu, peristiwa kunci yang dicatat oleh Freedom 
House terkait dengan kekerasan yang terjadi selama protes besar-
besaran yang dilakukan oleh mahasiswa terkait dengan revisi RKUHP, 
yang di antaranya melarang perzinaan, akses pada kontrasepsi, serta 
demontrasi pelemahan KPK. Terakhir, Laporan mencatat tentang 
penangkapan sejumlah mahasiswa Papua di Indonesia.99

Dalam konteks kebebasan beragama berkeyakinan, Freedom 
House menggunakan sejumlah indikator, di antaranya adalah 
apakah setiap orang bebas mempraktikkan atau mengekspresikan 
keyakinan agamanya atau tidak percaya sesuatu di ranah publik 
atau privat? Apakah ada sistem peradilan yang independen? Apakah 
setiap orang menikmati kebebasan sosial, termasuk memilih 
pasangan menikah? 

Terkait indikator pertama, apakah setiap orang bebas 
mempraktikkan dan mengekspresikan kepercayaan agama atau 
tidaknya di ranah publik atau privat, Laporan ini mencatat tentang 
adanya pengakuan 6 agama di Indonesia dan setiap orang pada 
dasarnya bebas untuk tidak menuliskan agama di kolom KTP, 
namun seringkali mereka mendapatkan diskriminasi. Ateisme 
tidak diperbolehkan, serta masih adanya regulasi KUHP yang 
melarang penodaan dan penyimpangan terhadap agama resmi 
tersebut. Menurut Freedom House, pemerintah pusat dan daerah 
gagal melindungi kelompok minoritas dan melakukan investigasi 
atau penuntutan terhadap kasus-kasus pelanggaran yang terjadi. 
Kekerasan dan intimidasi terhadap komunitas Ahmadiyah dan Syiah 
masih terjadi dan pemerintah seringkali mengabaikan kasusnya. 

99   https://freedomhouse.org/country/indonesia/freedom-world/2020
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Indikator kedua terkait dengan sistem peradilan yang independen, 
secara umum Laporan menegaskan adanya independensi sistem 
peradilan, namun juga mencatat kelemahan dari sistem peradilan 
yang masih koruptif dan lemah, bahkan seringkali dipengaruhi 
pertimbangan-pertimangan agama, Hal ini dicontohkan oleh Freedom 
House dalam kasus Meliana yang dijatuhi hukuman 18 bulan penjara 
oleh pengadilan. 

Terkait indikator ketiga, selain permasalahan hak perempuan 
dan anak di dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, 
Laporan Freedom House juga menggarisbawahi tentang 
pelaksanaan perkawinan yang dikontrol di bawah institusi agama 
dan seringkali menjadi penghalang pelaksanaan perkawinan beda 
agama. 

Kelompok think-tank lain yang melakukan pemantauan 
terhadap situasi keagamaan di dunia adalah Pew Research Center 
yang melakukan pemantauan terkait tingkat pembatasan dan 
permusuhan berdasarkan agama setiap tahunnya. Pada 2019, lembaga 
ini mengkompilasi hasil pemantauannya selama satu dekade sejak 
2007 hingga 2017. Laporan dimuat dalam Laporan “A Closer Look 
at How Religious Restrictions Have Risen Around the World”, yang 
dipublikasi pada 15 Juli 2019.100 Satu dekade data yang dipublikasi 
setiap tahun ini menunjukkan adanya peningkatan daftar Negara 
yang memiliki level pembatasan tertinggi, dari 40 Negara pada 2007 
menjadi 52 Negara pada 2017, termasuk Negara dengan populasi besar 
seperti China, Indonesia, dan Rusia. Demikian halnya dengan daftar 
Negara dengan level permusuhan sosial tertinggi meningkat dari 39 
Negara pada 2007 menjadi 56 pada 2017. Di antara 25 negara dengan 
penduduk terpadat, Indonesia memiliki tingkat pembatasan dan 
tingkat permusuhan tertinggi berdasarkan agama selama satu dekade, 
bersama dengan Mesir, India, Rusia, dan Pakistan. Grafik berikut ini 
menggambarkan posisi Indonesia dalam satu dekade disandingkan 
dengan Negara-negara lain.

100   “A Closer Look at How Religious Restrictions Have Risen Around the 
World”, Pew Research Center,15 Juli 2019, diakses dari  https://www.pewforum.
org/2019/07/15/a-closer-look-at-how-religious-restrictions-have-risen-around-the-
world/
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Grafik 25. 
Indeks Pembatasan Negara 2007 – 2017

Sumber: Pew Research Center, 2019

Grafik 26. 
Indeks Permusuhan Sosial 2017 – 2017

Sumber: Pew Research Institute, 2019 
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Di bandingkan dengan Negara-negara lain, Laporan mencatat 
situasi yang berbeda-beda di satu negara dengan negara lain selama satu 
dekade ini. Di Asia, Jepang dan Korea Selatan termasuk di antara Negara 
yang memiliki indeks terendah.  Beberapa situasi yang memengaruhi 
tingginya indeks pembatasan dan permusuhan sosial ini adalah 
terkait dengan pelanggaran yang masih terjadi di Indonesia, terutama 
terhadap kelompok minoritas. Di Iran, misalnya, diskriminasi terhadap 
Baha’i terus terjadi dengan labelisasi sebagai ‘sesat’ dan ‘bid’ah kotor’, 
di Rusia kepolisian masih intensif merazia rumah-rumah kelompok 
minoritas dan tempat ibadah, sementara di Indonesia – yang dicatat 
pula dalam Laporan tersebut -  pemerintah daerah masih terus berusaha 
memaksa kelompok Ahmadiyah berpindah agama melalui deklarasi 
publik atau penandatanganan perjanjian sebelum mereka melakukan 
perkawinan atau melaksanakan haji. Disebutkan pula, penganut Syiah 
dan Ahmadiyah di Indonesia masih kesulitan mendapatkan identitas 
kependudukan karena dihalangi untuk menuliskan identitas Islam di 
dalam KTP, yang kemudian berdampak pula pada akses layanan publik 
seperti perkawinan dan layanan kesehatan. 

Selanjutnya, salah satu laporan yang dipublikasi oleh organisasi 
internasional adalah Christian Solidarity Worldwide (CSW) berdasarkan 
kunjungan yang dilakukan ke Indonesia pada April 2019, termasuk pula 
di sejumlah wilayah seperti Jakarta, Medan, Surabaya, dan Pontianak. 
Dalam Laporannya, CSW mencatat maraknya praktik intoleransi 
beragama, politik identitas, dan pelanggaran kebebasan beragama 
atau berkeyakinan, selama lebih dari dua dekade. Situasi ini juga 
diperburuk oleh kampanye pemilu yang mempermainkan ketakutan 
masyarakat, penyebaran informasi palsu terutama melalui media 
sosial, dan memupuk benih prasangka dan perpecahan yang sudah ada. 
Di sisi yang lain, selama berpuluh-puluh tahun pula, Indonesia pada 
dasarnya memiliki modalitas yang tinggi terhadap tradisi keagamaan 
yang moderat, multiagama, dan masyarakat Muslim yang demokratis. 
Untuk itu, sebagai rekomendasi Laporan, CSW menyampaikan agar 
pemerintahan Jokowi menjadikan pemajuan nilai-nilai pluralisme 
agama dan ‘persatuan dalam kebhinekaan’ yang terkandung dalam 
Pancasila sebagai prioritas kebijakan utama dalam periode keduanya 
tersebut. Hal ini termasuk pula mempertahankan kebebasan beragama 
atau berkeyakinan bagi semua rakyat Indonesia, melawan intoleransi 
agama dan mendukung inisiatif untuk mempromosikan kerukunan 
antaragama. Rekomendasi lainnya adalah tentang peningkatan upaya 
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supremasi hukum dan perlindungan hak minoritas, meninjau UU yang 
mengatur tentang penodaan agama, mereviu SKB tentang Ahmadiyah 
dan mencabutnya, meningkatkan pendidikan pluralisme dan kebebasan 
beragama di lembaga pendidikan, serta mengundang Pelapor Khusus 
PBB untuk Kebebasan Beragama Berkeyakinan berkunjung ke 
Indonesia. 101

D.	 Liputan media dan jurnalistik asing terkait situasi di 
Indonesia

Pemilu, Pilpres, dan Politik Polarisasi 

Di samping lembaga PBB dan organisasi internasional, situasi 
kebebasan beragama berkeyakinan di Indonesia juga menjadi 
perhatian media internasional, baik terkait dengan pemberitaan 
situasi maupun tulisan-tulisan ahli yang dimuat oleh media 
tersebut. 

Dari sejumlah berita, yang paling banyak dicatat oleh media 
internasional adalah terkait dengan Pemilu 2019 dan penggunaan 
isu SARA secara daring maupun offline. New York Times meliput 
tentang meningkatnya politik agama di Indonesia dengan judul 
Faith Politics on the Rise as Indonesian Islam Takes a Hard-Line 
Path pada 15 April 2019. Liputan ini mencatat kemenangan 
Jokowi pada 2014 merupakan simbol kemenangan Islam moderat 
pada tahun 2014, namun ketika Pilpres 2019 lawan politiknya 
bergandengan dengan kelompok kanan, Jokowi justru semakin 
banting stir ke kanan pula. Menurut New York Times, politik agama 
ini meledak ketika protes anti Ahok terjadi pada 2016 dan salah 
satu pimpinan keagamaan yang terlibat dalam protes ini kemudian 
secara mengejutkan menjadi pasangan calon wakil Presiden 
Jokowi. Liputan ini menyoroti meningatnya konservatisme dalam 
kehidupan masyarakat Indonesia dan kemudian berkaitan erat 
dengan politik praktis yang berlangsung.102

101   Christian Solidarity Worldwide (CWS), Visit Report from Indonesia, 29 
Mei 2019, diakses dari https://www.csw.org.uk/2019/05/29/report/4347/article.htm

102   New York Times, 15 April 2019,  https://www.nytimes.com/2019/04/15/
world/asia/indonesia-election-islam.html
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The Guardian, salah satu media massa internasional yang 
berbasis di Inggris, menyoroti Jokowi dalam Pilpres 2019 dengan 
judul How ‘Indonesia’s Obama’ failed to live up to the hype pada 
4 April 2019.103 Liputan ini mencatat periode awal Jokowi yang 
berhasil memenangkan oligarki yang mengakar dan sekaligus 
memenangkan kontestasi dengan lawan politik yang banyak 
disematkan dengan kasus pelanggaran HAM dan warisan otokrasi 
peguasa. Namun dalam satu periode ini pula, liputan mencatat 
kecenderungan tidak adanya perlindungan hak-hak kelompok 
orientasi seksual berbeda, minoritas agama, serta rangkaian 
pembatasan hak ekspresi. Hal ini karena Jokowi dipandang tidak 
begitu memberikan perhatian yang cukup terhadap kondisi-
kondisi ini, sehingga terus menyebabkan kerusakan pilar 
demokrasi di Indonesia. Dua kasus penodaan agama, Meliana 
dan Ahok, menurut The Guardian, merupakan bukti penurunan 
perlindungan HAM di Indonesia pada periode pertama Jokowi. 

Sementara itu, ABC News, kantor berita yang bertempat di 
Australia, memberitakan tentang internet yang diarahkan untuk 
menyerang salah satu pasangan calon Presiden dalam proses 
Pemilu Indonesia tahun 2019. Hal ini terkait dengan maraknya 
berita palsu, ujaran kebencian, dan propaganda di sosial media 
daring yang kemudian mendorong Pemerintah dan kepolisian 
melakukan sanggahan dan penindakan terhadap berita palsu 
tersebut. Tidak hanya itu, menurut ABC News, internet juga 
mengeksploitasi ketegangan agama dan ras yang memecah belah 
masyarakat sebelum terjadinya pemilihan umum.104 

Selain dari pemberitaan di atas, beberapa catatan ahli terkait 
dengan situasi keberagaman di Indonesia juga dimuat di sejumlah 
media internasional. Mark Woodward menulis  Religion, ethnicity 
and hate speech in Indonesia’s 2019 presidential election di laman 

103   “Joko Widodo: how ‘Indonesia’s Obama’ failed to live up to the hype”, 
The Guardian, 4 April 2019, diakses dari  https://www.theguardian.com/world/2019/
apr/04/joko-widodo-how-indonesias-obama-failed-to-live-up-to-the-hype

104   “Indonesia’s election sees internet trolls try to bring down President Joko 
Widodo”, ABC News, 30 Maret 2019, diakses dari https://www.abc.net.au/news/2019-
03-30/internet-trolls-are-trying-to-bring-down-indonesias-president/10892784
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New Mandala pada 17 Desember 2019,105 yang menyoroti tentang 
politik identitas yang digunakan oleh salah satu pasangan calon 
Presiden. Prabowo Subianto yang dipandang lebih mengandalkan 
ujaran kebencian yang menjelekkan lawan politiknya sebagai 
upaya mempolarisasi masyarakat berdasarkan garis keagamaan. 
Jokowi digambarkan bukan sebagai sosok Muslim sejati yang 
merupakan ancaman bagi Islam dan komunitas Muslim. 
Menurut Woodward, kampanye demikian bukan lagi sekedear 
“politik kotor”, namun propaganda kebencian yang mengarah 
pada kekerasan komunal. Meskipun, pada akhirnya Jokowi 
dan Prabowo bersatu, menurutnya, ketegangan agama dan 
etnis masih dapat dinegosiasikan, namun tidak dengan “politik 
setan” yang akan terus-menerus digunakan sebagai strategi 
untuk pemenangan pemilu. Hal ini kemudian juga dicatat oleh 
Alexander R. ArifiantoThursday dalam artikelnya “Is Islam an 
increasingly polarizing political cleavage in Indonesia? What the 
recent election shows”, pada April 25, 2019 di laman Brooking Edu. 
Arifianto merekam polarisasi yang terjadi dalam proses politik 
Indonesia tahun 2019, politik SARA yang masih digunakan, serta 
bagaimana kelompok-kelompok pro demokrasi merespon situasi 
yang ada. Di akhir tulisannya, Arifianto menegaskan, meksipun 
dalam 5 tahun pemerintahan Jokowi akan terus ditantang oleh 
kelompok-kelompok ini, Jokowi tetap harus memaknai itu sebagai 
pilar demokrasi yang memperkuat Indonesia sebagai Negara 
demokratis dengan penduduk Muslim terbesar di dunia. 106 

Menguatnya Ekstremisme dan Penodaan Agama 

Di samping terkait dengan Pemilu, liputan media internasional 
juga mengamati perubahan situasi sosial budaya keagamaan di 
Indonesia beberapa tahun terakhir. The Diplomats, sebuah tabloid 
daring yang memuat situasi Asia dan dunia, mempublikasi artikel 
yang ditulis oleh Carter Barker dengan judul The Changing Face 

105   Mark Woodward, “Religion, ethnicity and hate speech in Indonesia’s 
2019 presidential election”, New Mandala, 17 Desember 2019, diakses dari 
https://www.newmandala.org/religion-ethnicity-and-hate-speech/

106  Alexander R. ArifiantoThursday,  https://www.brookings.edu/blog/order-
from-chaos/2019/04/25/is-islam-an-increasingly-polarizing-political-cleavage-in-
indonesia/
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of Indonesian Islam, mengeksplorasi perubahan wajah Indonesia 
yang mulai diwarnai oleh gerakan kelompok hijrah sejak masa 
Reformasi 1998, terutama di wilayah kampus atau perguruan 
tinggi. Menurut Carter,  minimnya pendidikan agama di antara 
kalangan mahasiswa yang masuk perguruan tinggi negeri menjadi 
salah satu dari beberapa faktor yang menjadikan kampus sebagai 
tempat utama gerakan hijrah untuk menjaring anggota baru. 
Dalam hal-hal tertentu, kecenderungan kelompok hijrah ini 
sebagai manifestasi keagamaan, namun dalam situasi tertentu pula 
kecenderungan wacana keagamaan yang intoleran akan potensial 
mengarahkan masyarakat Indonesia ke depan semakin konservatif 
dan sektarian. Hal ini pula yang perlu direspon secara bijak oleh 
Pemerintah dan sekaligus perguruan tinggi yaitu memperkuat 
wacana inklusif di antara mahasiswa sebagai dasar argumentasi 
untuk menolak paham-pahaman keagamaan yang intoleran.107 

Terkait dengan situasi masyarakat Indonesia yang semakin 
terpolarisasi dan sektarian, media internasional juga memberikan 
perhatian tentang menguatnya kasus-kasus penodaan agama 
di Indonesia beberapa tahun terakhir. Inside Indonesia, sebuah 
tabloid yang memuat tentang Indonesia, di awal 2019 mempublikasi 
artikel berjudul “Blasphemy on the rise” yang ditandai dengan 
proses hukum bagi Meliana dengan menggunakan delik penodaan 
setelah sebelumnya terdapat tiga kasus dengan pola penafsiran 
agama yang dianggap menyimpang, penghinaan terhadap simbol 
atau agama, serta terkait dengan penyebaran agama. Sementara 
Meliana, menurut Inside Indonesia, jenis baru dari tindakan 
penodaan agama yang terjadi di Indonesia, meskipun berangkat 
dari upaya politisasi agama sebagai bagian dari mobilisasi 
kelompok agama konservatif dalam perebutan kekuasaan.108

Kasus putusan 18 tahun penjara bagi Meliana di Pengadilan 
Negeri menjadi perhatian internasional pada 2019. Aljazeera 
dengan judul Indonesian Buddhist woman’s blasphemy conviction 

107   Carter Banker, “The Changing Face of Indonesian Islam”, The Diplomats, 
24 Desember 2019, diakses dari https://thediplomat.com/2019/12/the-changing-face-
of-indonesian-islam/

108   “Blasphemy on the rise”, Indonesia Inside, 20 Januari 2019, diakses dari 
https://www.insideindonesia.org/blasphemy-on-the-rise
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upheld pada 8 April 2019, kemudian dimuat pula oleh Voice of 
America (VoA) dengan judul  Indonesia Supreme Court Rejects 
Appeal from Woman Convicted of Blasphemy pada 10 April 2019, 109 
dan terakhir diliput oleh ABC News dalam berita Indonesian court 
upholds conviction of Buddhist woman who complained mosque 
was too loud pada 9 April 2019.110 Sebagaimana diketahui, Meliana 
adalah seorang perempuan asal Tanjung Balai, Sumatera Utara, 
yang dilaporkan ke polisi karena dianggap menyebarkan kebencian 
atas tindakannya yang mempertanyakan suara toa masjid. []

109   “Indonesia Supreme Court Rejects Appeal from Woman Convicted of 
Blasphemy”, 10 April 2019, VoA News, https://www.voanews.com/east-asia-pacific/
indonesia-supreme-court-rejects-appeal-woman-convicted-blasphemy

110   “Indonesian court upholds conviction of Buddhist woman who 
complained mosque was too loud”, ABC Net Au, 9 April 2019, diakses dari  https://
www.abc.net.au/news/2019-04-09/indonesia-supreme-court-upholds-blasphemy-
conviction/10984958
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Bab 5. Penutup 

A.	 Simpulan  
1.	 Terjadi peningkatan peristiwa pelanggaran hak kebebasan 

beragama atau berkeyakinan di Indonesia pada tahun 2019 
dibandingkan tahun 2018. Peningkatan jumlah ini terjadi baik 
dari sisi aktor negara maupun pelaku pelanggaran dari non-
negara. Dari segi jumlah, SETARA Institute mencatat 200 
peristiwa pelanggaran hak kebebasan beragama/ berkeyakinan 
dengan 327 tindakan pelanggaran, yang tersebar di 28 Provinsi 
di Indonesia. Dari segi waktu, pelanggaran tertinggi terjadi pada 
bulan Mei (yaitu 37 peristiwa), kemudian diikuti secara berurutan 
pada Februari (yaitu 28 peristiwa), Januari dan Juni (sebanyak 17 
peristiwa), Maret dan Agustus (sebanyak 16 peristiwa), Desember 
(sebanyak 14 peristiwa), Juli dan September (sebanyak 13 
peristiwa), Oktober (sebanyak 12 peristiwa), November (sebanyak 
9 peristiwa), dan April (sebanyak 8 peristiwa). Sebagaimana dalam 
Laporan-laporan yang dibuat oleh SETARA Institute, tingkat 
pelanggaran paling rendah terjadi pada saat Pemilihan Umum/ 
Presiden dilaksanakan, yaitu pada bulan April 2019, disebabkan 
oleh meningkatnya peranan negara dalam menjaga keamanan dan 
stabilitas nasional.  Dilihat dari sisi bentuk tindakan pelanggaran, 
pelanggaran kebebasan beragama/ berkeyakinan di Indonesia 
didominasi tindakan diskriminasi yang dilakukan Negara, dengan 
89 tindakan diskriminasi selama tahun 2019. Konsistensi tindakan 
diskriminasi oleh negara tidak bisa dilepaskan dari ragam kebijakan 
dan praktik yang terjadi di sebaran wilayah pemantauan, seiring 
dengan tren meningkatnya intoleransi yang dilakukan oleh aktor 
non-negara.

2.	 Dari segi tindakan, tindakan negara yang melanggar hak-hak 
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kebebasan beragama/berkeyakinan pada tahun 2019 meningkat 
signifikan dibandingkan tahun 2018, yaitu dari 72 tindakan 
menjadi 168 tindakan dari total 327 bentuk tindakan. Sementara 
aktor non-negara, meningkat dari 130 pada tahun 2018 tindakan 
menjadi 159 tindakan. Secara lebih detil, peningkatan jumlah 
pelaku Negara ini diikuti dengan peningkatan jumlah peningkatan 
jumlah pelaku pemerintah daerah yang memiliki posisi tertinggi 
pada 2019 dan juga 2018. Dalam kategori enam aktor dengan 
tindakan teratas pada tahun 2019, secara berurutan pelaku oleh 
aktor negara terdiri atas Dinas Pendidikan dengan 10 tindakan, 
TNI dengan 9 tindakan, dan Wilayatul Hisbah dengan 6 tindakan. 
Dibandingkan tahun 2018, kelompok individu konsisten berada 
di nomor urut pertama dengan tindakan tertinggi dari aktor non-
negara. Ormas dan warga merupakan dua aktor yang termasuk 
6 kategori pelaku tindakan teratas pada 2018 juga tetap berada 
pada kategori 6 teratas pada tahun 2019. Sementara MUI, Ormas 
Keagamaan, dan MUI yang masuk 6 teratas pada 2018 digantikan 
oleh GP Anshor, DDII, dan Keraton Yogyakarta pada tahun 2019.

3.	 Lima wilayah yang memiliki tingkat peristiwa pelanggaran 
tertinggi tidak jauh berbeda dengan tahun 2018. Jawa Barat masih 
menduduki posisi teratas wilayah dengan pelanggaran tertinggi. 
Secara keseluruhan (dari sisi pelaku aktor negara dan non-negara), 
secara berurutan 5 wilayah dengan pelanggaran tertinggi adalah: 
Jawa Barat, Jawa Timur, Aceh, DKI Jakarta, dan terakhir adalah 
Sulawesi Selatan. Dari segi aktor, pelanggaran oleh aktor negara 
didominasi dengan tindakan diskriminasi, terutama di Jawa 
Barat, Jawa Timur, dan Aceh. Sementara tindakan non-negara 
lebih banyak dalam bentuk tindakan intoleransi, tertinggi di Jawa 
Timur, kemudian Jawa Barat, serta Sulawesi Selatan. 

4.	 Statisnya kedudukan Jawa Barat sebagai wilayah dengan 
pelanggaran tertinggi disebabkan oleh 6 faktor yang masih relevan 
pada tahun 2019, yaitu 1) keberadaan Peraturan Gubernur Nomor 
12 tahun 2011 tentang Larangan Kegiatan Ahmadiyah yang 
menjadi pemicu kelompok-kelompok intoleran untuk memusuhi 
dan bersikap anti-Ahmadiyah; 2) menjamurnya kelompok-
kelompok intoleran, terutama di daerah Bandung, Tasikmalaya, 
dan Cianjur; 3) lemahnya pengelolaan dinamika masyarakat 
dengan jumlah dan wilayah penyebaran yang luas; 4) kentalnya 
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konservatisme di Jawa Barat; 5) corak keislaman di Jawa Barat 
yang cenderung kaku dan ketat, dan; 6) rendahnya kesadaran 
keberagaman politisi-politisi Islam di Jawa Barat. Di luar dari 
keenam faktor di atas, kecenderungan negara mengatur kehidupan 
publik menguat di Jawa Barat, dengan munculnya ragam kebijakan 
pemerintah daerah yang melarang perayaan Valentine. Penerbitan 
kebijakan oleh Dinas Pendidikan di sejumlah daerah di Jawa Barat 
menyebabkan meningkatnya kasus-kasus pelanggaran KBB di 
wilayah tersebut. Sementara itu, tindakan aktor non-negara di 
Jawa Barat didominasi oleh pelanggaran intoleransi, terjadi dalam 
beberapa bentuk, yang paling banyak adalah penolakan atau 
pelarangan terhadap aktivitas, kegiatan, atau keberadaan suatu 
komunitas agama atau keyakinan.

5.	 Jawa Timur sebagai wilayah dengan tertinggi kedua setelah Jawa 
Barat memiliki tingkat pelanggaran pada level tindakan aktor 
negara dibandingkan 4 wilayah lainnya, dengan 9 tindakan 
oleh Negara dan 16 tindakan oleh non-negara, dengan total 22 
peristiwa. Dari sisi aktor negara, diskriminasi merupakan tindakan 
tertinggi negara dan pentersangkaan. Sementara tindakan non-
negara tertinggi adalah intoleransi, kemudian pelaporan penodaan 
agama, serta 3 bentuk tindakan lain. Diskriminasi menggambarkan 
tentang kegagalan negara untuk memberikan perlindungan kepada 
kelompok minoritas agama atau keyakinan yang ada di Indonesia. 
Hal ini semakin menguat dalam peristiwa-peristiwa pelanggaran 
yang diungkap dalam Laporan ini, di antaranya adalah munculnya 
kebijakan-kebijakan yang didasarkan pada satu nilai moral atau 
nilai keagamaan, namun tidak dilakukan deliberisasi publik agar 
nilai tersebut bisa diterima sebagai “kebaikan publik” maupun 
kebijakan yang memang diarahkan untuk mendiskriminasi 
komunitas tertentu. Sementara pelanggaran di Jawa Timur yang 
dilakukan aktor non-negara mengarah pada tindakan intoleransi 
dalam hal penolakan terhadap keberadaan suatu komunitas di 
masyarakat, seperti penolakan pemakaman, pendirian rumah 
ibadah, kegiatan atau upacara keagamaan, hingga pelarangan 
aktivitas publik dengan alasan bertentangan dengan moral atau 
nilai agama. Dari segi aktor, pelanggaran KBB di Jawa Timur sangat 
beragam, mulai dari pemeritah daerah, kelompok masyarakat 
intoleran, hingga warga. 
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6.	 Aceh sebagai wilayah dengan tingkat peristiwa pelanggaran 
tertinggi lebih menggambarkan corak pelanggaran oleh aktor-
negara, dengan dominasi kasus-kasus diskriminasi. Hal ini 
tergambar dari regulasi dan praktik yang dijalankan oleh 
Pemerintah Aceh selama 2019, terutama dalam hal pengaturan 
norma masyarakat berdasarkan nilai keagamaan. Tindakan paling 
banyak ada terkait dengan aturan berpakaian yang dilaksanakan di 
Aceh dan terjadi di sejumlah daerah yang menerapkan aturan ini 
secara ketat. 

7.	 Peningkatan pelanggaran oleh aktor negara yang mewujud pada 
peningkatan kebijakan dan praktik diskriminatif ini tidak lepas 
dari menguatnya kelompok-kelompok yang menggunakan politik 
identitas beberapa tahun terakhir, yang kemudian mengarah pada 
pembakuan norma agama sebagai dasar pembuatan kebijakan dan 
praktik pemerintahan. Akibatnya, norma keagamaan maupun 
moral yang diambil secara parsial dari suatu komunitas tertentu 
digunakan sebagai acuan kebijakan yang berlaku umum bagi 
setiap warga negara atau setidaknya bagi masyarakat di suatu 
wilayah yang heterogen. Tidak hanya itu, dalam banyak praktik 
di lapangan, kebijakan diskriminatif itu dipilih pula oleh para 
pemangku kewajiban – terutama daerah – sebagai tindakan 
oportunistik sebagai cara untuh mencegah hujatan yang dapat 
diarahkan oleh kelompok-kelompok intoleran. Dalam banyak 
kasus yang dipantau dalam laporan, kelompok perempuan 
merupakan kelompok yang seringkali mendapatkan perlakuan 
diskriminatif tersebut, terutama dalam konteks penggunaan 
norma agama atau norma tertentu untuk membatasi ruang dan 
ekspresi kaum perempuan. Sementara itu, pelarangan usaha 
oleh pemerintah selama pelaksanaan ibadah puasa merupakan 
tindakan pelanggaran dapat dikatakan baru pada tahun 2019 
dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Merujuk pada kasus-
kasus yang dipantau, tindakan ini berkaitan erat dengan perayaan 
bulan Ramadhan bagi umat Islam dan sementara warung makan 
atau restoran masih tetap buka. Setidaknya, terjadi di 23 daerah di 
Indonesia, seperti Banten, Bangka Belitung, Riau, Nusa Tenggara 
Barat, Sumatera Barat, Jawa Barat, dan Jawa Timur. 

8.	 Pemilihan Umum merupakan salah satu faktor penentu meningkat 
atau menurunnya kasus-kasus pelanggaran hak kebebasan 
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beragama/ berkeyakinan. Dari banyak analisa, kepentingan negara 
untuk menjaga stabilitas politik menjelang, saat, dan pascapemilu 
menjadikan negara semakin sigap untuk menyelesaikan 
ketegangan-ketegangan yang terjadi di lapangan sekaligus pula 
kesibukan aparatur pemerintahan untuk melaksanakan Pemilu. 
Dalam situasi ini, peristiwa pelanggaran kebebasan beragama/ 
berkeyakinan cenderung menurun dibandingkan masa-masa 
bukan Pemilu. Sebagaimana Laporan SETARA Institute pada 2014, 
tindakan pelanggaran KBB oleh Negara pada tahun itu mengalami 
penurunan, sementara dibandingkan tahun sebelumnya (2013) 
sebanyak 117 tindakan. Menurut data Laporan SETARA 2019, 
situasi tahun 2014 masih tetap relevan, karena pada 2019 
pelanggaran KBB paling rendah terjadi pada bulan dilaksanakannya 
pemilu. Di sisi yang lain pemilu juga memunculkan persoalan 
yang cukup serius terhadap penghormatan dan perlindungan 
kebebasan beragama/berkeyakinan, terutama pada penggunaan 
identitas keagamaan dan/atau etnis pada proses pemilu oleh elit-
elit politik, sehingga menimbulkan polarisasi serius di antara 
masyarakat. Faktanya, polarisasi di arus bawah itu tidak kunjung 
mereda seiring dengan rekonsiliasi di level elit. 

9.	 Tidak jelasnya sikap negara terhadap hak-hak kebebasan beragama 
atau berkeyakinan semakin menguatkan penggunaan agama 
sebagai alat untuk mendulang suara saat pemilu atau pemilukada 
berlangsung. Pilpres 2019 menunjukkan fenomena menguatnya 
politisasi agama tersebut, setidaknya akibat lanjutan dari Pilkada 
DKI pada 2017 yang belum sepenuhnya bisa direkonsiliasi. Terbukti, 
pada Pemilu 2019 ragam bentuk politik identitas ini cukup jamak 
digunakan oleh masing-masing kelompok politik yang berseteru. 
Kecenderungan kubu Jokowi untuk merespon politik identitas 
yang dilakukan oleh kubu Prabowo dengan sentimen keagamaan 
juga menjadikan polarisasi masyarakat semakin kuat dan akhirnya 
memunculkan implikasi sosial politik yang sulit dihindarkan dalam 
tatanan demokrasi, kenegaraan, dan pemerintahan di Indonesia. 
Pelapor Khusus PBB untuk Kebebasan Beragama mengidentifikasi 
risiko penggunaan agama sebagai instrumen politik tersebut, yaitu 
kemungkinan diskriminasi kepada kelompok-kelompok agama 
minoritas maupun permusuhan kepada mereka yang dipandang 
bukan bagian dari identitas nasional-religius arus utama. Untuk 
itu, 5 tahun ke depan merupakan pembuktian bagi Jokowi dan 
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Makruf atas komitmen hak asasi manusia di satu sisi, namun 
sebagai upaya mempersempit gap di antara masyarakat yang telah 
terpolarisasi oleh Pemilu 2019. 

10.	 Laporan SETARA Institute 2019 memperlihatkan adanya upaya 
non-litigasi dalam penyelesaian kasus-kasus kebebasan beragama. 
Dari 4 kasus yang dianalisa, setidaknya membenarkan tesis yang 
berlaku di seluruh dunia terkait delik penodaan, bahwa delik ini 
akan menyasar mereka yang berada dalam situasi rentan dan 
tidak memiliki cukup sumber daya, baik secara ekonomi, politik, 
maupun sosial. Hal ini terbukti dari 4 kasus yang dikemukakan 
dalam laporan. Secara faktual, penanganan keempat kasus di atas 
memunculkan diskriminasi, karena memang berbeda dengan 
kasus-kasus penodaan lainnya. Namun, seharusnya negara 
menempuh jalur non-litigasi ini untuk meminimalisasi munculnya 
korban KBB yang dituduh melakukan penodaan agama.  

B. Rekomendasi 

Sejumlah rekomendasi yang disampaikan dalam Laporan tahun 
2019 adalah: 
1.	 Pemerintah Pusat dan Daerah seharusnya membatasi diri untuk 

tidak mengeluarkan kebijakan-kebijakan yang diskriminatif 
kepada kelompok minoritas agama atau keyakinan, termasuk 
pula terhadap kelompok perempuan. Hal ini dapat dilakukan, 
setidaknya, dengan beberapa hal: (1) Membuka ruang diskusi 
terbuka yang melibatkan berbagai kelompok agama atau keyakinan 
dalam merumuskan peraturan-peraturan yang mengikat publik; 
(2) mendiskusikan arah kebijakan pusat dan daerah bersama 
dengan lembaga-lembaga independen negara, seperti Komnas 
HAM, Komnas Perempuan, atau KPAI, dan termasuk pula 
organisasi masyarakat sipil yang bekerja di bidang HAM atau 
kebebasan beragama; (3) menggunakan standar hak asasi manusia 
yang telah menjadi peraturan perundang-undangan, seperti UU 
HAM atau UU ratifikasi Kovenan/Konvensi Internasional sebagai 
basis perumusan peraturan perundang-undangan, sekaligus juga 
ragam dokumen HAM yang relevan; (4) melakukan evaluasi atau 
penelitian berbasis dampak terhadap kebijakan-kebijakan yang 
telah dikeluarkan, termasuk pula studi perbandingan antardaerah, 
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untuk memastikan agar kebijakan itu tidak memberikan dampak 
pada kelompok minoritas agama atau keyakinan, termasuk pula 
perempuan; (5) dalam hal pembatasan ekspresi keagamaan, 
pemerintah seharusnya melakukan pengujian secara kontinyu dan 
konsisten terhadap kebijakan yang hendak dikeluarkan dengan 
mendasarkan pada prinsip atau indikator hak asasi manusia yang 
telah tersedia. 

2.	 SETARA Institute mendorong agar pemerintah pusat dan daerah, 
termasuk juga aparat penegak hukum, meningkatkan aspek 
perlindungan terhadap kelompok minoritas agama atau keyakinan, 
terutama dalam hal manifestasi hak agama itu, seperti pendirian 
rumah ibadah, perayaan ibadat keagamaan, serta melakukan 
kajian-kajian keagamaan yang sesuai dengan keyakinan masing-
masing pemeluk. Dalam konteks ini, pemerintah juga harus 
menghormati hak setiap komunitas agama untuk melaksanakan 
ajaran agama dan keyakinannya sesuai dengan yang dianutnya, 
dengan tidak melakukan pelarangan dan tindakan diskriminatif 
sehingga menyebabkan hilangnya hak kebebasan beragama/ 
berkeyakinan bagi kelompok minoritas. Ketegasan pemerintah 
pusat atau daerah dalam menjamin hak kebebasan beragama 
ini dibutuhkan untuk menjaga iklim toleransi dan kerukunan di 
antara masyarakat, sehingga netralitas negara dalam melindungi 
kerukunan tidak dimaknai sebagai upaya pengingkaran terhadap 
konflik yang ada di masyarakat, namun lebih dari itu memastikan 
kelompok minoritas bebas beribadat sesuai dengan keyakinan 
yang dianutnya. 

3.	 Pemerintah daerah yang mengadopsi norma agama atau tradisi 
dalam peraturan perundang-undangan seharusnya dapat 
meninjau kembali aturan-aturan tersebut agar sesuai dengan 
prinsip HAM dan kebebasan beragama berkeyakinan, termasuk 
pula bagi perempuan. Hak asasi manusia menegaskan bahwa 
tidak ada larangan bagi Negara untuk memasukkan aspek 
keagamaan atau tradisi tertentu dalam kebijakan selama tidak 
memunculkan diskriminasi. Sebaliknya, kebebasan beragam 
melarang adanya penggunaan agama sebagai justifikasi untuk 
mendiskriminasi, termasuk terhadap perempuan. Dalam hal ini, 
sebagai komitmen Indonesia terhadap hak asasi manusia dan 
kewajiban internasionalnya, sudah seharusnya bagi pemerintah 
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pusat dan daerah untuk meninjau kembali peraturan-peraturan 
diskriminatif tersebut agar sesuai dengan prinsip HAM dan 
melakukan moratorium pelaksanaannya pada masa yang akan 
datang. Termasuk pula dalam hal ini adalah peninjauan terhadap 
delik penodaan agama yang tercantum di dalam UU No. 1/
PNPS/1965 jo. Pasal 156a KUHP. 

4.	 SETARA Institute merekomendasikan kepada para penegak 
hukum, baik di Kepolisian, Kejaksaan, maupun Mahkamah 
Agung, untuk menerapkan pendekatan non-pidana atas kasus-
kasus penodaan agama yang dilaporkan oleh masyarakat atas 
tindakan-tindakan yang dianggap menyimpang atau sesat. Hal ini 
didasarkan pada keberadaan delik penodaan yang mengandung 
bias dan subyektifitas, yang secara praktik lebih mendiskriminasi 
kelompok rentan dan marjinal yang tidak memiliki dukungan 
sumberdaya. Lebih dari itu, penegak hukum juga harus berhati-
hati dalam melaksanakan delik ujaran kebencian yang terdapat 
di dalam peraturan perundang-undangan, setidaknya membuat 
rambu-rambu agar delik ini justru tidak melanggar hak ekspresi 
dan pendapat namun sebagai upaya untuk melindungi hak-hak 
kelompok minoritas yang rentan  menjadi korban intoleransi, 
kekerasan, dan permusuhan. 

5.	 SETARA Institute merekomendasikan agar Pemerintah semakin 
mendorong praktik-praktik baik dalam penghormatan dan 
perlindungan hak kebebasan beragama atau berkeyakinan 
di Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan mendorong 
Kementerian dan Lembaga untuk memenuhi kewajibannya dalam 
penghormatan KBB, mendorong pemerintah daerah melakukan 
tindakan aktif ketika terjadi kekerasan berbasis agama atau 
etnis, penegak hukum memproses pelaku kekerasan dan ujaran 
kebencian sesuai dengan prinsip HAM, serta membuka ruang-
ruang dialog masyarakat dan antaragama untuk membangun 
toleransi. []
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